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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah
selesai dilaksanakan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Serdang Bedagai atas nama H. Darma Wijaya selaku
Bupati Serdang Bedagai dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST,
MSP selaku Wakil Bupati Serdang Bedagai sesuai Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tanggal 23
Februari 2021 yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada
tanggal 26 Februari 2021.

Sejalan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dan menjalankan
amanat Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan agar
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan,
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan  bahwa  pemerintahan  daerah  provinsi,
kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahannya harus menyusun rencana pembangunan daerah
yang meliputi:

(i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

untuk jangka waktu 20 tahunan;

"
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(i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan; dan
(iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka

waktu 1 (satu) tahunan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020 menyatakan bahwa:

1. Sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu S (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

2. Sesuai dengan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat
sampai dengan tahun 2024.

3. Merujuk pada angka 1 dan angka 2, periodesasi RPJMD
berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu
menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang
melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun
2021-2026.

.
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Hal ini dalam upaya mewujudkan pemilihan serentak nasional
pada tahun 2024. Selanjutnya pemilu Tahun 2024 dan pilkada
serentak tahun 2024, maka penyusunan dokumen perencanaan
jangka menengah nasional dan daerah (RPJMN dan RPJMD) periode
2024-2029 dilaksanakan serentak.

Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen
RPJMD baru pun dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan
momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan
pembangunan antara pusat dengan daerah. Penyeragaman
periodesasi RPJMD di seluruh daerah merupakan upaya untuk
menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah.
Periode pembangunan yang sama akan semakin memudahkan
dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah.

RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026
merupakan Tahap ke-4 (tahap terakhir) periode RPJPD Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 yang disusun berdasarkan visi,
misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2020 dengan
memperhatikan RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005-2025, RPJMD
Teknoratik dan KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
penyusunan rancangan awal;
penyusunan rancangan;
pelaksanaan Musrenbang;

perumusan rancangan akhir; dan

AL T

penetapan.
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Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan
diatas, maka RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026 telah
disusun dengan menjabarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati
terpilih pada pilkada serentak Tahun 2020, dan telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan berjalannya waktu dan adanya penyesuaian serta
perubahan beberapa kebijakan Daerah dan Nasional, maka pada
Tahun 2022 dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan
bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 sejak awal Maret 2020
mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dan realisasi
capaian hasil pembangunan sehingga RPJMD Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2021-2026 harus dilakukan perubahan. Selain
hasil evaluasi, perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka
penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah Daerah dan
pemerintah Pusat yang telah ditetapkan.

Perubahan ini telah selaras dengan maksud dari Pasal 264 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu sesuai dengan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
menyatakan perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. ayat (1) menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat
dilakukan apabila: huruf c yaitu terjadi perubahan yang

mendasar;
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b. ayat (3) perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan

kebijakan nasional.

Pertimbangan atau alasan yang mendasari dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2021-2026
menunjukkan bahwa pencapaian beberapa target indikator
kinerja pembangunan daerah sulit untuk dicapai sehingga perlu
penyesuaian kembali terhadap target yang sudah ditetapkan
sebagai dampak dari pandemi Covid-19 selama tahun 2020-
2022. Pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh
World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak
tanggal 11 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai kedaruratan
kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta
bencana non-alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
Bencana Nasional dan berdampak terhadap berbagai aspek
termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di
Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai pandemi dan bencana non-
alam berskala nasional, penyebaran Covid-19 semakin meluas
di Indonesia maupun di Provinsi Sumatera Utara termasuk di
Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini memberikan dampak yang

besar terhadap berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, ekonomi

.
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dan sosial termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran
pembangunan daerah tahun 2020-2022, sehingga dibutuhkan
kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kebijakan ini
dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi
melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net)
yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja
pemerintah daerah, diantaranya:

e pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercapai 2,87% dari
target 3,69% dan di tahun 2022 tercapai 4,46% dan masih
dibawah capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73%
dan capaian Nasional sebesar 5,31%.

e peningkatan angka kemiskinan di tahun 2021 dari target
7,89% meningkat menjadi 8,30% dan di tahun 2022 target
7,81% meningkat menjadi 7,82%.

e peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT)
tahun 2021 tercapai 3,93% meningkat menjadi 4,98% di
tahun 2022.

2. Terbitnya beberapa kebijakan nasional yang ikut mempengaruhi
pencapaian target pembangunan daerah dan penyusunan
dokumen pembangunan daerah terkait perencanaan dan
keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah,
diantaranya:

a. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB);

b. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM);

c. Pemberlakuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
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Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Menteri Keuangan No. 212 /PMK.07/2022 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum
Bagian Dana  Alokasi Umum Yang Ditentukan
Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

3. Terbitnya beberapa kebijakan daerah Kabupaten Serdang
Bedagai, diantaranya:

a. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai;

b. Pemberlakuan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai;

4. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap
implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 dan
Tahun 2022, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada
hasil (result oriented government);

b. Melaksanakan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan
secara menyeluruh untuk memastikan kualitas sasaran
strategis, indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta

penjabaran kinerja;
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c. Menyelaraskan antara sasaran strategis dan
program/kegiatan pendukungnya untuk mengefektifkan
penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja;

d. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator
kinerja pada Perangkat Daerah agar berorientasi hasil dan
indikator yang SMART (specific, measurable, achievable,
relevant dan time-bound);

e. Sinkronisasi kebijakan daerah dalam RPJMD dengan
kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat

Daerah.

Mengacu pada hal di atas, ruang lingkup perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 meliputi hal-hal

sebagai berikut:

1. Memperbaharui dasar-dasar hukum penyusunan RPJMD
sesuai dengan perubahan kebijakan nasional maupun
kebijakan daerah;

Memperbaharui data dan informasi pembangunan daerah;
Menyesuaikan  kerangka pendanaan dengan  proyeksi
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta perhitungan
kembali kemampuan fiskal daerah pada Tahun 2023-2026;

4. Penyelarasan perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2021-2026 terhadap RPJMN 2020-2024, Perubahan
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024-2026 yang mencakup permasalahan dan isu
strategis, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan, strategi
dan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program
prioritas pembangunan daerah;

5. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis daerah beserta

indikator kinerja yang mampu menyelesaikan permasalahan
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dan isu strategis daerah dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan
rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Memetakan dan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah
dengan program prioritas pembangunan daerah yang
mendukung pencapaian indikator kinerja makro, tujuan dan
sasaran strategis daerah;

7. Penyesuaian target kinerja dan kebutuhan pendanaan
pembangunan daerah;

8. Penyesuaian nomenklatur indikator kinerja pembangunan

daerah;

9. Sinkronisasi kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD
dengan kebijakan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra
Perangkat Daerah yang mencakup tujuan dan sasaran strategis

beserta indikator kinerja dan targetnya.

Melalui perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2021-2026, diharapkan dapat mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Serdang Bedagai melalui melaksanakan reviu dan
perbaikan dokumen perencanaan secara menyeluruh,
menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP melalui peningkatan
efektifitas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dan Pusat dan
sinkronisasi kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD dengan
kebijakan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat
Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented

government).
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Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-
2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perda Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman
Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada perubahan Renstra
Tahun 2021-2026 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-
2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang
akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan penyusunan RPJMD berlaku
mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan
RPJMD. Oleh karena itu tahapan penyusunan Perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilakukan sama
dengan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2021-2026 mulai dari tahap persiapan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan
musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Adapun proses
penyusunan Perubahan RPJMD secara rinci dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 1. 1 Bagan Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
Sumber: Olahan Penulis (2023)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo?2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 dan terakhir
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);




26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan
Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya Tahun 2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317-
2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal
4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;




34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

. I-16

Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun
2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1
Tahun 2021);

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 6 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
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Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Berita

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-
2026 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Sehingga penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten
Serdang Bedagai berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, RPJPD
Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025, Perubahan RTRW
Kabupaten Serdang Bedagai 2013-2033, dan KLHS Perubahan
RPJMD, serta dokumen perencanaan lainnya. Agar Perubahan
RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026 selaras dengan
dokumen perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
lainnya maka dilakukan penelaahan yang berhubungan dan
mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3 tahun ke depan. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten
Serdang Bedagai 2021-2026 dengan dokumen perencanaan

nasional dan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, Olahan Penulis (2023)

Hubungan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya
sebagai berikut.

1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan RPJM Nasional 2020-2024

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional sehingga harus memperhatikan Visi
Indonesia 2045, Visi, Misi Presiden dan 5 (lima) Arahan Presiden
yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan
RPJMN 2020-2024 dengan mengintegrasikan atau menyelaraskan
dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
serta Program Pembangunan Daerah dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026.

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai

sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu,
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penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam
rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia,
layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan)
Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia
2045, Presiden menetapkan S5 (lima) arahan utama mencakup:
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,
Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan

Transformasi Ekonomi yang diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh

~

agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang dapat dilihat pada

gambar berikut.

VISI PRESIDEN
“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

7 AGENDA
PEMBANGUNAN

MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN

Peningkatan Kualitas Manusia Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Indonesia 1 Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Struktur Ekonomi yang o P
. At embangunan
Produktif, Mandiri, dan
Berdaya Saing SDM w Mengembangkan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan

Pembangunan yang Merata Menjamin Pemerataan

dan Berkeadilan
Pembangunan
Mencapai Lingkungan Hidup Infrastruktur

yang Berkelanjutan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Perlindungan bagi Segenap ;
Bangsa dan Memberikan Rasa » Pemizv:lﬂf\lah:ne:etgL%zn o
Aman pada Seluruh Warga 9 Y

Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Memperkuat Infrastruktur untuk

Bangsa o P derh Mendukung Pengembangan
5 enyederhanaan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penegakan Sistem Hukum Birokrasi

yang Bebas Korupsi,

Bermartabat, dan Terpercaya ) "
Membangun Lingkungan Hidup,

N P . Meningkatkan Ketahanan Bencana,
Peningkatan Kualitas Manusia o [T —— TR e T
Indonesia .

Ekonomi

Peningkatan Kualitas Manusia Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
Indonesia Sumber. RPJMN 2020-2024 dan Transformasi Pelayanan Publik

Gambar 1. 3 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan
RPJMN 2020-2024
Sumber: RPJMN 2020-2024

I-19

\ Y




Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026
sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan
nasional dan daerah sehingga harus memperhatikan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-
2026 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan serta prioritas pembangunan dan program prioritas
Provinsi Sumatera Utara.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023, visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
yaitu “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”.
Untuk pencapaian visi ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat
dalam kehidupan;
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam
pendidikan;

4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam
pergaulan;

5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam

lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Prioritas Pembangunan

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yaitu:
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1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang
Berkelanjutan;

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan

Inovatif.

3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-
2025

Untuk melihat hubungan keselarasan Perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten
Serdang Bedagai 2005-2025 perlu dilakukan penelaahan terhadap
RPJPD 2005-2025. Penelaahan ini merupakan langkah utama
dalam perumusan RPJMD 2021-2026 mengingat RPJMD
merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima)
tahunan dalam RPJPD. Penelaahan RPJPD 2005-2025 dilakukan
terhadap sasaran pokok RPJPD dan tingkat capaian kinerja sampai
dengan periode penyusunan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026
merupakan tahap keempat (tahap terakhir) dari pelaksanaan
RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025. Perubahan RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan serta program Bupati dan Wakil Bupati
untuk S5 (lima) tahun. Dalam rangka wuntuk menjaga
kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah, Perubahan RPJMD 2021-2026 harus berpedoman pada
sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025 pada periode
berkenaan dalam upaya penyelarasan dan pencapaian visi, misi,
tujuan dan arah kebijakan/fokus pembangunan perencanaan

jangka panjang daerah. Sasaran-sasaran pokok dalam RPJPD
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2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai
dengan strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD 2021-2026.

TAHAPI TAHAPII TAHAPIII TAHAP IV
(2005-2009) (2010- 2015) (2016- 2021) (2021 2025)

Penciptaan Peningkatan kualitas Pembangunan daya Pemantapan struktur
lingkungan sumber daya manusia saing kom petitif ekonomiyang kokoh
masyarakat yang Kabupaten Serdang perekonomian EHERLEREN
aman,damai, adil,dan Bedagai berlandaskan keunggulan kom petitif
dem okratis keunggulan sumber yang didukung
daya alam dan sumberdaya manusia
sumber daya m anusia yang berkualitas dan
sumberdaya alam
yang lestari

Gambar 1. 4 Tahapan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai 2005-2025

4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan Perubahan Renstra PD Kabupaten
Serdang Bedagai 2021-2026

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026
menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah. Perubahan Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah dan berpedoman kepada Perubahan
RPJMD dan bersifat indikatif dalam waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran
teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan
serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang
disusun oleh setiap perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan, serta program dalam Perubahan Renstra

perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan
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pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Perubahan

RPJMD.

KEPALA DAERAH KEPALA PD
Visi/misi Perangkat Daerah

Visi/Misi Visi[Misi (PD) dibuat untuk secara
langsung maupung tidak
langsung mendukung atau
Tujuan/sasaran Tujuan/Sasaran mewujudkan visi/misi

Kepada Daerah

Program Program pembangunan
Pembangunan Prog ram/ berisi program-program
Daerah Kegiatan prioritas terpilih yang

o menjadi “top priority” atau
Prioritas mewujudkan visi/misi
kepala daerah (RPJMD)

Perubahan Perubahan
RPJMD RPJMD

Gambar 1. 5 Hubungan Perubahan RPJMD dan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah
Sumber: PMDN Nomor 86 Tahun 2017

5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026
dalam pelaksanaan akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai
dokumen perencanaan tahun yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas
program dan kegiatan dalam RKPD merupakan program dan
kegiatan dari rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja
Perangkat Daerah). RKPD harus berpedoman pada Perubahan
RPJMD mengandung pengertian bahwa prioritas dan sasaran
dalam RKPD harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah
dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dalam
rangka untuk mencapai sasaran prioritas Perubahan RPJMD setiap
tahun. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD merupakan

tema/fokus pembangunan dalam Perubahan RPJMD yang
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dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran Perubahan

RPJMD.

6. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 dengan Perubahan RTRW Kabupaten Serdang
Bedagai 2013-2033

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan
mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana
pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan Perubahan
RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan
kegiatan penelaahan Perubahan RTRW untuk menjamin agar arah
kebijakan dan sasaran pokok dalam Perubahan RPJMD selaras
dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan Perubahan
RTRW. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat
kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam S5 (lima) tahun
mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara: menelaah
rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang dan
menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai
2021-2026 harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2013-2033 dengan mengintegrasikan rencana tata
ruang wilayah atau kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5
(lima) tahun mendatang. Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang
Bedagai 2021-2026 harus memperhatikan arah pengembangan
wilayah, arah kebijakan dan arah pentahapan pengembangan
wilayah yang terdapat dalam Perubahan RTRW 2013-2033 melalui
penelaahan rencana struktur ruang, penelaahan rencana pola

ruang dan penelaahan indikasi program pemanfaatan ruang.
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Telaahan terhadap struktur ruang meliputi: peta rencana
struktur ruang, rencana sistem perkotaan, rencana jaringan
transportasi, rencana jaringan energi/kelistrikan, rencana jaringan
telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan
rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Telaahan terhadap pola ruang meliputi: Rencana kawasan
lindung dan Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai
strategis.

Sedangkan telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan
ruang meliputi: program pembangunan sektoral wilayah
kabupaten, program pengembangan wilayah kabupaten, program
pengembangan kawasan perkotaan, program pengembangan
kawasan perdesaan, dan program pengembangan kawasan dan
lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah
daerah kabupaten.

7. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai

2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai

Penelaahan KLHS Perubahan RPJMD dan Perubahan RPJMD
dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk
memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.
Penelaahan KLHS Perubahan RPJMD dilakukan dengan
mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan
berdasarkan visi dan misi kepala daerah serta laporan KLHS yang
menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam penelaahan KLHS Perubahan RPJMD ini
digunakan analisis pembangunan berkelanjutan. Skenario
pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta
gambaran potensi dampak yang ditimbulkan. Penyusunan Analisis
pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa

pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan.
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Dengan mengintegrasikan rekomendasi pembangunan
berkelanjutan ke dalam rancangan awal Perubahan RPJMD.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan tindak lanjut dari
Millenium Development Goals (MDGs) yang merupakan komitmen
baru oleh berbagai negara dunia dengan menargetkan 17 tujuan
pembangunan berkelanjutan yang dirangkum menjadi 3 tujuan
mulia yang dicapai di tahun 2030 yaitu mengakhiri kemiskinan,
mengatasi kesenjangan dan mengatasi perubahan iklim.

Dalam upaya untuk mewujudkan 17 tujuan pembangunan
berkelanjutan maka SDGs harus diintegrasikan ke dalam
perencanaan pembangunan baik daerah kab/kota, provinsi dan
nasional. Hal ini sesuai dengan amanat PMDN Nomor 86 Tahun
2017 bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah harus melakukan penelaahan KLHS Perubahan RPJMD
untuk memastikan pembangunan daerah mengedepankan asas
keberlanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5
(lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program
Kepala Daerah dengan maksud sebagai pedoman pembangunan
daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dengan memanfaatkan
dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk
mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-
2026 mencakup melakukan perubahan kebijakan pembangunan

jangka menengah daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk 3 (tiga)
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tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari
adanya beberapa perubahan kebijakan nasional maupun kebijakan
daerah serta perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi
perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi
RPJMD yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi implementasi
SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai

2021-2026 bertujuan untuk antara lain:

1. Sinkronisasi kebijakan pembangunan jangka menengah
daerah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan
penyesuaian kebijakan daerah dan nasional;

2. Menyempurnakan penjabaran tujuan dan sasaran strategis
daerah dan indikator kinerja daerah dan Perangkat Daerah
sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah dan hasil evaluasi implementasi SAKIP.

3. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan
Perubahan Renstra PD sebagai pedoman penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

4. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan
tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

5. Digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan Daerah. Nilai strategis dari RPJMD yakni
sebagai instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja
kepala daerah dan kepala PD, instrumen mengendalikan bagi

satuan pengawas internal dan badan perencanaan
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pembangunan  daerah, sebagai pedoman  penilaian
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

6. Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dan
mendukung koordinasi para pelaku pembangunan (pemangku
kepentingan) sehingga terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi pembangunan daerah.

7. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang
dimiliki secara efisien, efektif dan adil.

8. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

9. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara
perencanaan  pembangunan  nasional, provinsi dan
kabupaten/kota;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang
Bedagai 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD yang terdiri atas 9 (sembilan) bab sebagai
berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
penyusunan dokumen = Perubahan  RPJMD
Kabupaten Serdang Bedagai.
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BAB II

BAB III

BAB IV

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi
Kabupaten Serdang Bedagai secara komprehensif
sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan
perencanaan. Aspek yang dibahas yaitu Aspek
Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan
Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, serta Aspek
Daya Saing Daerah.

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan
Tahun 216-2022 meliputi kinerja pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan
keuangan Tahun 2016-2022 meliputi proporsi
penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan;
kerangka pendanaan yang mencakup analisis
pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta
prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah
Tahun 2023-2026, serta perhitungan kerangka
pendanaannya.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan
pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang
terkait dengan penyelenggaran urusan
pemerintahan dan isu-isu strategis yang dapat
berasal dari permasalahan pembangunan itu
sendiri maupun yang berasal dari dunia
internasional, kebijakan nasional maupun regional
yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan
pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai di
masa yang akan datang.
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BAB V

BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan
jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang
merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih. Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan
sasaran pembangunan beserta indikator yang
akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang
terkait dengan isu strategis daerah.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari
setiap strategi yang dipilih, sebagai rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana
pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran
secara efektif dan efisien. Selain itu diberikan
penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah
dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran yang ditetapkan. Program
pembangunan daerah menggambarkan kepaduan
program prioritas terhadap sasaran pembangunan
melalui strategi yang dipilih. Program
pembangunan daerah dirumuskan dari masing-
masing strategi untuk mendapatkan program
prioritas. Strategi dan arah kebijakan merupakan
rumusan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan
dan visi misi maka hanya mengakomodir beberapa
urusan pemerintah yang terkait urusan wajib dan
pilihan. Untuk urusan pemerintah yang tidak
terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang
menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya
adalah penerapan standar pelayanan minimal
kementerian/lembaga yang telah ditetapkan.
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BAB VII

BAB VIII

BAB IX

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai selam 5 (lima) tahun, baik yang bersifat
program unggulan, program prioritas maupun
program penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian
target yang  disajikan menurut  urusan
pemerintahan. Selain itu disajikan pula program
teknis bersama dan program bersama penunjang
organisasi sebagai dasar operasional Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Serdang Bedagai pada akhir periode
masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi
pencapaian indikator dampak (impact) pada tujuan
dan sasaran.

PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan ringkas tentang
pelaksanaan, kaidah pelaksanaan dan pedoman
transisi dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten
yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota terletak di
Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah yang merupakan
kabupaten pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2013-2033, luas wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai
kurang lebih 1.952,38 km?2 (195.255 Ha) yang terdiri dari 17
kecamatan dan 237 Desa serta 6 Kelurahan.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai

adalah sebagai berikut:

= Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka,;

= Sebelah Selatan : berbatasan dengan  Kabupaten
Simalungun;

= Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten
Batubara dan Kabupaten
Simalungun;

= Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Deli
Serdang.
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Batas-batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat
pada Gambar 2.1.

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

omANAN OLEN
BUPAT) SERDANG BEDAGA!
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RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2013 - 2033

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kab. Serdang Bedagai

Berdasarkan luas wilayah per kecamatan, maka dapat dilihat
Kecamatan Sipispis mempunyai proporsi terluas 220,52 Km?
(11,29% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan
kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan
Silinda dengan luas 56,54 Km?2 (2,90% dari luas wilayah Kabupaten
Serdang Bedagai). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

serta Gambar 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas dan Persentase Luas
Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai

No Kecamatan Jumlah Desa/ Kelurahan | Luas (km?) | % Luas
1 | Sipispis 20 Desa 220,52 11,29
2 | Sei Rampah 17 Desa 214,65 10,99
3 | Dolok Masihul 27 Desa / 1 Kelurahan 194,40 9,96
4 | Tebing Tinggi 14 Desa 147,49 7,55
5 | Tebing Syahbandar 10 Desa 142,85 7,32
6 | Dolok Merawan 17 Desa 141,70 7,26
7 | Perbaungan 24 Desa / 4 Kelurahan 118,63 6,08

T T
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8 | Pegajahan 12 Desa / 1 Kelurahan 99,36 5,09
9 | Pantai Cermin 12 Desa 85,20 4,36
10 | Kotarih 11 Desa 83,67 4,29
11 | Bandar Khalipah S Desa 82,59 4,23
12 | Sei Bamban 10 Desa 82,01 4,20
13 | Teluk Mengkudu 12 Desa 76,54 3,92
14 | Tanjung Beringin 8 Desa 71,94 3,68
15 | Serbajadi 10 Desa 67,47 3,46
16 | Bintang Bayu 19 Desa 66,83 3,42
17 | Silinda 9 Desa 56,54 2,90

Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kabupaten Serdang Bedagai

Blntang Bayu Silinda Tebing Tinggi
8% | Kotarih

'/

3% 3%
Pegajh?7°
5%
Sei Bamban
4%

Tebing Syahbandar
7%

Dolok Masihul
10%

Sipispis
11%
Sei Rampah
11%
Perbaungan
. ; 6%
T B
anjung Beringin - Pantai Cermin

[V
i - Y olok Merawan | | Bandar Khalifah
4% 79 49

7% 4%

Gambar 2. 2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten
yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara
geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03° 01’
2,57 - 03% 46’ 33 Lintang Utara, 980 44’22’ - 99019’ 01” Bujur Timur
dengan ketinggian berkisar 0-500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Serdang Bedagai secara posisi geografis sangat

strategis (geostrategis) karena :

___
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1. Dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu
perairan yang paling padat di dunia;

2. Dekat dengan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota
Medan;
Dilalui oleh pembangunan jalan Tol Medan — Tebing Tinggi
Adanya kerjasama segitiga pertumbuhan antara Indonesia —

Malaysia — Thailand (IMT - GT).

Di samping itu, Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan
jalur lintas Sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau
Sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses
mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi.
Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan
faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai.

Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten
Serdang Bedagai yang cukup beragam juga didukung oleh potensi
Sumber Daya Alam yang cukup melimpah, antara lain : Sumber
Daya Kelautan, Sumber Daya Air, Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata. Letak dan

geografis Kabupaten Serdang Bedagai secara ringkas adalah sebagai

berikut.
Karakteristik Penjelasan
1. Letak 03° 01’ 2,5” Lintang Utara
039 46’ 33 Lintang Utara
980 44’ 22”7 Buju Timur
990 19’ 01” Bujur Timur
2. Luas Wilayah 1.952,38 Km?
3. Ketinggian 0-500 meter (DPL)
4. Batas-batas Sebelah Utara : Selat Malaka;
Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun;
Sebelah Timur : Kabupaten Batubara dan Kabupaten
Simalungun;
Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang
5. Daerah Terdiri dari 17 Kecammatan dan 243 Desa/Kelurahan
Administrasi (237 desa dan 6 kelurahan)
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C. Topografi

Kabupaten Serdang Bedagai terletak di daerah Pantai Timur
Sumatera Utara dan secara umum terletak pada ketinggian O — 500
m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang * 55
km dan 1 (satu) pulau terluar yaitu Pulau Berhala. Pembagian
wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan elevasi
(ketinggian) dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Ketinggian 0-10 mdpl seluas 66.506,75 ha (34,63%) dari luas
daerah Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat dibeberapa
kecamatan kecuali Kecamatan Kotarih dan Sipispis;

b. Ketinggian 11-50 mdpl seluas 117.522,74 ha (61,20%), terdapat
hampir diseluruh Kecamatan;

c. Ketinggian 51-500 mdpl seluas 8.007,68 ha (4,17%) terdapat di
Kecamatan Kotarih dan Sipispis.

Dari perincian tersebut di atas dapat dilihat bahwa + 96%
wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada ketinggian 0-500
mdpl, yaitu daerah yang dikategorikan sebagai daerah pantai atau
dataran rendah. Penyebaran wilayah menurut ketinggian tempat
diuraikan pada Gambar 2.3 dan ketinggian wilayah dan jarak ke
Ibukota Kabupaten berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada
Tabel 2.2.

PETA TOPOGRAFI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

%

o |
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Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033 Kabupaten Serdang Bedagai

.
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Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten, 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

No Kecamatan “’:‘:ll:lfrglh KIbukota Jarak ke Ibukota
(mdpl) ecamatan Kabupaten (Km)
1 | Sipispis 130-260 | Sipispis 51
2 | Sei Rampah 7-16 Sei Rampah 0
3 | Dolok Masihul 20-80 Dolok Masihul 30
4 | Tebing Tinggi 16-90 Tebing Tinggi 18
) g;zgll;gan dar 2-7 Paya Pasir 19
6 | Dolok Merawan 114 Dolok Merawan 52
7 | Perbaungan 0-65 E{iﬂr}r{l;)r{;mg o 19
8 | Pegajahan 13-29 Pegajahan 33
9 | Pantai Cermin 0-36 Pantai Cermin 29
10 | Kotarih 750 Kotarih 62
11 | Bandar Khalipah 0-11 Bandar Khalipah 40
12 | Sei Bamban 2-18 Sei Bamban 76
13 | Teluk Mengkudu 12-29 Sialang Buah 9
14 | Tanjung Beringin 0-17 Tanjung Beringin 7
15 | Serbajadi 115 Serbajadi 23
16 | Bintang Bayu 240 Bintang Bayu 41
17 | Silinda 130-260 | Silinda 68

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

D. Geologi
Secara geologi struktur tanah di Kabupaten Serdang Bedagai

dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

1. Ordo Inceptisol yang menyebar hampir di seluruh kecamatan;

2. Ordo Oxisol terdapat di Kecamatan Dolok Masihul, Sipispis,
Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi dan Serbajadi;

3. Ordo Ultisol berada di Kecamatan Kotarih, Silinda, Sipispis,
Bintang Bayu dan Serbajadi;

4. Ordo Entisol di Kecamatan Pantai Cermin, Tanjung Beringin dan
Teluk Mengkudu;

S. Ordo Histosol di Kecamatan Bandar Khalifah, Teluk Mengkudu,

Pantai Cermin dan Perbaungan.
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PETA GEOLOGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
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Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kabupaten Serdang Bedagai

Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 3 (tiga) jenis
batuan yang terletak di 3 (tiga) daerah bagian yaitu:

1. Batuan beku hasil pendinginan magma, daya dukung batuan
tinggi tersebar di daerah pesisir seperti di Kecamatan Pantai
Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei
Bamban, Bandar Khalipah dan Tebing Tinggi;

2. Batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi
tersebar di Kecamatan Pegajahan, Sei Rampah, Serba Jadi,
Bintang Bayu, Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Tebing
Syahbandar, Dolok Merawan dan Sipispis;

3. Batuan sedimen dengan propositas kecil atau tidak ada yang

sama, tersebar di sebagian Kecamatan Sipispis.

E. Hidrologi

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 5 (lima) buah Daerah
Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Ular, DAS Sialang Buah, DAS
Bedagai, DAS Padang dan DAS Hapal dengan 24 buah sungai.
Sungai terpanjang adalah Sungai Padang dan Sungai Bah Hilang

dengan panjang masing-masing 25 km? sedangkan sungai

.
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terpendek adalah Sungai Mendaris dan Sungai Sei Rampah dengan
panjang masing-masing 5 km?. Sungai dengan permukaan terlebar
juga Sungai Padang yakni 75 m sedangkan Sungai dengan
permukaan paling kecil adalah Sungai Hitam 7 m. Di samping itu,
sungai dengan debit maximum terbesar juga Sungai Padang yakni
89,4 m3/dtk sedangkan sungai dengan debit maximum paling kecil
adalah Sungai Hitam yakni 3,33 m3/dtk. Gambaran lebih jelas
mengenai luas DAS dan kondisi 24 sungai besar dan kecil di
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel
2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3 Daftar Inventarisasi DAS di Kabupaten Serdang Bedagai

No Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas DAS (Ha)
1 Bedagai 49,926.80

2 Hapal 13,202.85

3 Padang 61,716.00

4 Sialang Buah 25,587.31

5 Ular 36,022.12

Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2023, Kab. Serdang Bedagai

Tabel 2.4 Daftar Inventarisasi Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2020
: Lebar (m) Kedalaman Debit
q Panjang (m) (m3/dtk)
No | Nama Sungai
(m) Permu- Dasar 0,00-1,00 s/d Max Min
kaan 1,00-2,50
1 | Sungai Ular 17000 60 55 1,00 s/d 1,30 | 39.68 | 19.50
2 | Sungai Belutu 22800 17 15 1,00 s/d 1,50 | 14.00 | 7.00
3 | Sungai 17000 13 11 | 0,80s/d 1,20 | 6.00 | 3.10
Martebing
4 | SungaiPadang | 25000 75 74 1,00 s/d 2,00 | 89.40 | 42.50
5 | Sungai Hitam 10000 7 5 0,70 s/d 1,15 | 3.33 | 1.50
6 | Sungai Buaya 15000 35 33 | 0,80s/d 1,20 | 21.42 | 10.25
7 | Sungai 10000 12 10 1,00 s/d 1,50 | 6.88 | 3.00
Lagunda
Sungai
8 | Rampah 5000 20 18 1,00 s/d 1,50 | 35.63 | 17.20
9 | Sungai Bedagai 10000 15 13 1,00 s/d 1,50 | 43.75 | 21.50
10 | Sungai 12000 12 10 | 0,80s/d 1,50 | 44.28 | 22.20
Rambung
11 | Sungai Lubuk 8000 10 8 | 0,80s/d1,15 | 4.39 | 2.00
Laban
II-8
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Lebar (m) Kedalaman Debit
. | Panjang (m) (m3/dtk)
No | Nama Sungai
(m) Permu- Dasar 0,00-1,00 s/d Max Min
kaan 1,00-2,50
12 | Sungai 5000 13 11 0,85s/d 1,54 | 9.32 | 4.50
Mendaris
13 | Sungai Sibarau 18000 12 10 0,75 s/d 1,45 8.47 3.25
14 | Sungai 12000 17 15 | 0,90s/d 1,30 | 14.08 | 7.00
Kerapuh
15 | Sungai Sei 6000 15 13 | 0,95s/d 1,20 | 7.53 | 3.50
Serimah
16 | Sungai 10800 12 10 | 0,80s/d 1,15 | 16.50 | 8.25
Partuntungan
17 | Sungai 18000 8 6 0,70 s/d 1,30 | 17.50 | 8.50
Pangkalan
18 | Sungai 6300 10 8 0,75s/d 1,25 | 31.50 | 15.35
Pegatalan
19 | Bah Hisam 15000 17 15 | 0,70s/d 1,10 | 9.36 | 4.50
20 | Bah Belading 17000 8 6 1,00s/d 1,30 | 4.43 | 2.30
21 | Bah Karal 12000 15 13 | 0,80s/d 1,50 | 11.27 | 5.50
22 | Bah Hilang 25000 12 10 | 0,95s/d 1,75 | 11.88 | 5.50
23 | Bah Sumbu 12000 15 13 | 0,85s/d 1,50 | 11.52 | 5.75
24 | Bah Tonang 12500 18 15 | 0,80s/d 1,45 | 12.07 | 6.20

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2020, BPS Kab. Serdang Bedagai

Kondisi sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sangat
berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air minum,
pengairan (irigasi), pengendalian banjir, dan menunjang kegiatan
pariwisata, pertanian, dan perikanan air tawar.

Selain itu, terdapat 5.925,05 Ha daerah rawa/gambut yaitu
Daerah Rawa Belidahan di Kecamatan Sei Rampah, Daerah Rawa
Kayu Besar di Kecamatan Bandar Khalipah, Daerah Rawa Kendit di
Kecamatan Tebing Tinggi dan Daerah Rawa Bogak Besar di
Kecamatan Teluk Mengkudu.

Tabel 2.5 Daftar Inventarisasi Rawa di Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2020
Nama Luas Volume | Kedalaman
No Rawa/ Lokasi (Ha) (m3) (m) Pemanfaatan
Gambut
DR Desa Cempedak d.tSebahgglan. ¢
1 . Lobang 1414.97 | 1768.71 | 1.00-1.50 ltanami Sawit,
Belidahan . sebahagian lahan
Kec. Sei Rampah <
tidur
Desa Bogak
o | DRBogak | pecar Kec. Teluk | 450.08 | 292.55 | 0.50-0.80 Persawahan
Besar pasang surut
Mengkudu
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Nama
No Rawa/ Lokasi I(:I:)s V(()ll:;; € Keda(a.ll:)man Pemanfaatan
Gambut
Desa Paya Tidak
3 | DR Kendit | Lombang Kec. 60.00 72.00 1.00-1.50 .
. o dimanfaatkan
Tebing Tinggi
DR Kayu Desa Kayu Persawahan
4 Besar Besar Kec. 4000.00 | 2400.00 | 0.50-0.70 pasang surut dan
Bandar Khalifah irigasi

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2020, BPS Kab.Serdang Bedagai

F. Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa
sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah yang
dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada aquifer bebas dengan
jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap
air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah
dalam yang merupakan air pada aquifer tertekan tidak
diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air
tanah dalam dikategorikan sebagai non-renewable resources
(sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan
dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang
ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar
wilayah.

Perhitungan daya dukung air di Kabupaten Serdang Bedagai
dilakukan untuk mengetahui apakah potensi ketersediaan air yang
ada mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, baik untuk
kebutuhan domestik atau rumah tangga dan kebutuhan non
domestik lainnya.

Tabel 2.6 Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan

Kecamatan | Ketersediaan Jih Kebutuhan (m3/tahun) ..
Selisih
(m3/tahun) Pddk Domestik | Guna Lahan Total

Kotarih 41.682.707 9.384 810.778 118.973.826 | 119.784.604 | - 78.101.897
Silinda 32.509.283 9.724 840.154 85.165.513 86.005.666 - 53.496.383
g;‘;ﬁ‘ng 38.575.627 12.874 | 1.112.314 | 93.352.398 94.464.711 - 55.889.085
Dolok 132.305.883 | 53.410 | 4.614.624 | 291.398.324 | 296.012.948 | - 163.707.066
Masihul

Serbajadi 42.942.517 22.127 | 1.911.773 | 98.664.911 | 100.576.684 | - 57.634.167
Sipispis 133.251.506 | 34.139 | 2.949.610 | 322.964.665 | 325.914.275 | - 192.662.769
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Kecamatan | Ketersediaan Jih Kebutuhan (m3/tahun) T
(m3/tahun) Pddk Domestik | Guna Lahan Total

DIl 120.639.886 | 18.095 | 1.563.408 | 245.609.726 | 247.173.134 | - 126.533.248
Merawan
Tebing Tinggi | 110.787.159 | 41.181 | 3.558.038 | 234.198.184 | 237.756.222 | - 126.969.063
Tl 112.749.857 | 33.732 | 2.914.445 | 226.452.658 | 229.367.102 | - 116.617.245
Syahbandar
Bandar

) 41.517.768 25.972 | 2.243.981 | 109.462.759 | 111.706.740 | -70.188.972
Khalipah
Lzsafeiary 44.598.332 43.081 | 3.722.198 | 105.953.990 | 109.676.188 | - 65.077.856
Beringin
Sei Rampah 157.513.565 | 72.744 | 6.285.082 | 331.358.113 | 337.643.194 | - 180.129.629
Sei Bamban 43.388.763 46.521 | 4.019.414 | 123.552.936 | 127.572.350 | - 84.183.588
Teluk 47.671.361 49.679 | 4.292.266 | 106.139.855 | 110.432.120 | - 62.760.760
Mengkudu
Perbaungan 76.340.672 11‘;24 9.870.595 | 166.931.160 | 176.801.756 | - 100.461.084
Pegajahan 73.141.388 30.782 | 2.659.565 | 152.693.519 | 155.353.084 | -82.211.696
i 47.819.834 50.310 | 4.346.784 | 112.892.734 | 117.239.518 | - 69.419.684
Cermin
Kab. 1.297.436.10 | 667.99 | 57.715.02 | 2.925.765.2 | 2.983.480.2 | 1.686.044.19
Serdang

; 8 8 7 72 99 1

Bedagai

Sumber : Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup, 2023

Besarnya daya dukung air dihitung dengan perbandingan
antara potensi sumber air permukaan dengan kebutuhannya,
sebagai berikut.

DDA =1.297.436.108 - 2.983.480.299
-1.686.044.191

Kondisi Daya Dukung Air di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2023 berdasarkan perhitungan di atas adalah tingkat DEFISIT.

Dan, Defisit Penyediaan Air Bersih di seluruh Kecamatan.

G. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai
iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan
muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari
arah Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan
membawa uap air dan hujan. Sedangkan dari bulan Juni hingga
Oktober, angin bertiup dari Selatan Tenggara menciptakan musim

kemarau dengan sedikit uap air.
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Menurut BMKG Stasiun Pengamatan Sampali yang terdapat
pada Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2022, menunjukkan
rata-rata kelembaban wudara per bulan sebesar 85% dengan
kelembaban minimum 83% dan maksimum 88%, Rata-rata suhu
udara per bulan 27,20 C dengan suhu maksimum 33,99 C dan
minimum 22,80 C.

Sedangkan curah hujan berkisar antara 9 sampai dengan 338
mm per bulan dengan periodik tertinggi pada bulan Nopember
2022, hari hujan per bulan berkisar 2-17 hari dengan periode hari
hujan yang besar pada bulan Oktober dan Nopember 2022. Rata-
rata kecepatan angin berkisar 2,3 m/dt dengan rata-rata tekanan
udara 1.007,7 mb dengan tekanan udara minimum 1.002,9 mb dan
maksimum 1.012,2 mb. Sedangkan penguapan rata-rata sekitar 3,8
mm/hari dan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55%.

Tabel 2.7 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan di
Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Stasiun Klimatologi, 2022

Suhu (°C

Bulan Minimum Maksin(aur)n Rata-Rata Rata-Rata Kelembaban (%)
Januari 22,4 33,8 27,0 83,6
Pebruari 21,0 34,4 27,2 83,6
Maret 22,4 35,4 28,0 79,9
April 22,0 35,6 28,3 81,5
Mei 23,2 34,6 28,0 84,5
Juni 23,6 36,2 28,0 83,6
Juli 22,6 34,4 27,6 83,2
Agustus 22,2 34,8 27,8 82,1
September 22,2 34,4 27,3 85,4
Oktober 22,2 33,2 26,5 87,3
Nopember 23,2 32,4 26,8 86,5
Desember 23,0 32,0 26,4 87,4

2022 22,5 34,2 27,4 84,0

2021 23,7 32,2 26,4 78,0

Sumber: Stasiun Klimatologi Deli Serdang (Sampali) dalam Kab. Serdang Bedagai
Dalam Angka, 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 2. 8 Rata-Rata Tekanan Udara dan Kecepatan Angin Setiap Bulan di
Kabupaen Serdang Bedagai Menurut Stasiun Klimatologi, 2022

Bulan Tekanan Udara (mb) Rata-Rata Kecepatan Angin
Minimum | Maksimum | Rata-Rata (knot)
Januari 1.004,8 1.013,6 1.009,4 1,1
Pebruari 1.003,4 1.014,8 1.009,8 1,1
Maret 1.004,6 1.013,0 1.008,9 1,2
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Bulan Tekanan Udara (mb) Rata-Rata Kecepatan Angin
Minimum | Maksimum | Rata-Rata (knot)

April 1.002,3 1.012,8 1.007,6 1,0
Mei 1.003,2 1.012,7 1,008,0 0,9
Juni 1.003,3 1.010,8 1.007,2 1,0
Juli 1.002,1 1.024,0 1.007,9 0,9
Agustus 1.003,2 1.011,9 1.007,7 1,0
September 1.004,7 1.013,4 1.008,8 0,8
Oktober 1.003,9 1.013,4 1.008,3 0,7
Nopember 1.003,3 1.012,1 1.008,4 0,8
Desember 1.005,2 1.012,5 1.009,1 1,0
2022 1.003,7 1.013,8 1.008 .4 0,9
2021 1.008,6 1.013,5 1.010,9 2,2

Sumber: Stasiun Klimatologi Deli Serdang (Sampali) dalam Kab. Serdang Bedagai
Dalam Angka, 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 2.9 Rata-Rata Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan, Penyinaran Matahari,
dan Penguapan Setiap Bulan di Kabupaten Serdang Bedagai Menurut
Stasiun Klimatologi, 2022

Bulan Jumlah Hari Curah Penyinaran Penguapan

Hujan (hari) Hujan (mm) Matahari (%) (mm/hari)
Januari 6 60 57 4,1
Pebruari 5 93 69 4,6
Maret 3 9 70 4.3
April 3 76 55 5,1
Mei 13 233 54 3,7
Juni 8 86 56 3,7
Juli 7 131 64 3,7
Agustus 10 102 65 3,3
September 15 162 40 3,4
Oktober 19 323 39 3,4
Nopember 13 143 53 3,4
Desember 9 95 43 3,2
2022 9 126 55 3,8
2021 16 203 49 4,1

Sumber: Stasiun Klimatologi Deli Serdang (Sampali) dalam Kab. Serdang Bedagai
Dalam Angka, 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

H. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai terbagi

menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung.

H.1l. Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
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Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung.

Kawasan Budidaya terdiri dari:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Berdasarkan SK.579/Menhut-1I/2014 tanggal 24 Juni 2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Serdang Bedagai mempunyai luas kawasan Hutan Produksi
Terbatas sebesar + 65 ha yang terdapat di Kecamatan
Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin
dan Bandar Khalipah, Sipispis. Sedangkan kawasan Hutan
Produksi di Kecamatan Kotarih dan Bintang Bayu seluas + 4.086
ha. Kawasan Hutan Lindung seluas + 5.534 Ha.

b. Kawasan Hutan Rakyat
Pembangunan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Serdang
Bedagai direncanakan seluas 1.295 ha yang berlokasi di
Kecamatan Kotarih dengan seluas 689,5 ha dan Kecamatan
Sipispis dengan seluas 605,5 ha.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian
Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk
usaha pertanian. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri dari
Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Peruntukan Pertanian
Lahan Kering.Komoditas pertanian lahan basah dan lahan
kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
Kawasan Pertanian Lahan Basah kurang lebih seluas 40.598 Ha
yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang
Bedagai. Sedangkan Kawasan Pertanian Lahan Kering seluas
kurang lebih 2.864 Ha.

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan
jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten.
Potensi perkebunan yang terdapat di kabupaten Serdang
Bedagai untuk kategori perkebunan rakyat antara lain; Kelapa

Sawit, Karet, Kakao, Kelapa, Kemiri, Pinang, Pala, dan

T
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Aren.Sedangkan untuk kategori perkebunan besar antara lain :

Kelapa Sawit, Karet dan Kakao. Pemanfaatan ruang untuk

kawasan perkebunan memiliki kriteria sebagai berikut :

Kawasan yang diusahakan dan atau dimanfaatkan sebagai
kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan;
Kawasan yang memilki aksesibilitas terhadap sentra-sentra
industri Perkebunan/Tanaman Tahunan;
Kawasan yang memiliki timbal balik ekonomi dan ekologi
(keseimbangan ekonomi dan lingkungan);
Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan
perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk

menyerap tenaga kerja optimal.

e. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pemanfaatan ruang kawasan peternakan adalah kawasan yang

sesuai untuk peternakan hewan dengan kriteria sebagai

berikut:

Kawasan yang diusahakan dan atau dimanfaatkan sebagai
kawasan Peternakan;

Kawasan yang memilki aksesibilitas terhadap sentra-sentra
industri Peternakan;

Kawasan yang memiliki timbal balik ekonomi dan ekologi
(keseimbangan ekonomi dan lingkungan);

Kawasan dengan jenis tanah/iklim sesuai untuk padang
rumput;

Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan
perkembangan peternakan serta kebutuhan lahan untuk

dapat menyerap tenaga kerja optimal.

f. Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari wilayah

dalam konsep kerjasama pengembangan Agromarinpolitan atau

Kawasan Minapolitan sesuai Keputusan Bupati Serdang
Bedagai Nomor 90/523/2011 dengan total luas 1.500 ha.

T
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Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan di Kabupaten
Serdang Bedagai terdiri atas :

= Kawasan minapolitan budidaya air payau berpusat di
Kecamatan TelukMengkudu.

= Kawasan minapolitan budidaya air tawar berpusat di
Kecamatan Perbaungan dan Tebing Tinggi.

= Kawasan minapolitan pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu.

Selain itu, pengembangan zona kawasan perikanan tangkap
yaitu kawasan minapolitan tangkap yang berpusat di
Kecamatan Tanjung Beringin.

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Serdang
Bedagai dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai
untuk pengembangan pertambangan seperti : Mineral Batuan
dan Non Batuan di Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul,
Dolok Merawan, Silinda dan Pantai Cermin.

h. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil,
menengah, besar dan khusus dan pergudangan dalam sentra
industri dan kawasan industri.

* Industri Besar : Industri CPO di Kecamatan Perbaungan,
Teluk Mengkudu, Dolok Masihul, Serbajadi, Tebing Tinggi,
Tebing Syahbandar, Dolok Merawan dan Silinda; industri
pengolahan kayu di Kecamatan Tebing Syahbandar, dan
Tebing Tinggi; Industri pengolahan ikan dan pakan di
Kecamatan Teluk Mengkudu, Pantai Cermin dan Tebing
Tinggi; Industri karet di Kecamatan Dolok Merawan,
Sipispis, Kotarih dan Sei Bamban; Kawasan industri Sei
Bamban (MP3EI) di Kecamatan Sei Bamban; Kawasan

industri terpadu di Kecamatan Tanjung Beringin
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* Industri Menengah : Industri batu bata di Kecamatan
Perbaungan, Sei Rampah, Pegajahan, Teluk Mengkudu dan
Pantai Cermin; Industri tapioka di Kecamatan Tebing
Syahbandar dan Dolok Masihul; Industri padi di Kecamatan
Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalipah, Tanjung
Beringin, Sei Bamban; Industri furnitur kayu di Kecamatan
Perbaungan, Tebing Syahbandar dan Bintang Bayu; Industri
pengolahan logam di Kecamatan Teluk Mengkudu.

* Industri Kecil dan Rumah Tangga : Agroindustri dan
kerajinan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing
Syahbandar; Industri alat pembersih rumah di Kecamatan
Sei Rampah dan Tanjung Beringin; Industri makanan ringan
di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Tebing Syahbandar,
Pantai Cermin, Sei Rampah dan Teluk Mengkudu; Industri
tahu/tempe di Kecamatan Dolok Masihul, Sei Rampah,
Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Tanjung Beringin;
Industri kerajinan anyaman di Kecamatan Pantai Cermin,
Serbajadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu,
Perbaungan, Sei Bamban, Bintang bayu, Sipispis, Dolok
Masihul dan Bandar Khalipah; Industri gula merah di
Kecamatan Teluk Mengkudu, Kotarih dan Bintang Bayu;
Industri pengeringan ikan (ikan asin) di Kecamatan Teluk
Mengkudu, Tanjung Beringun, Bandar Khalipah dan Pantai
Cermin.

* Industri Khusus dan Pergudangan.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai
dibedakan atas:

= Pariwisata budidaya di Kecamatan Perbaungan, Tanjung

Beringin, Pantai Cermin dan Sei Rampah
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» Pariwisata alam di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan,
Teluk Mengkudu dan Sipispis, Dolok Merawan dan Tanjung
Beringin.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan
berlokasi di ibukota kecamatan dan merupakan kawasan pusat-
pusat pelayanan sedangkan permukiman perdesaan berlokasi
di luar kawasan pusat-pusat pelayanan.

k. Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya antara lain adalah kawasan
pertahanan dan keamanan, pusat pemerintahan dan

perkantoran, kawasan pendidikan dan rekreasi.

Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan dihitung berdasarkan selisih
antara kebutuhan beras terhadap produksi (ketersediaan) beras di
Kabupaten Serdang Bedagai, dengan rumus berikut:

DDPangan = Produksi Beras — Kebutuhan Beras

Konsumsi beras mulai tahun 2018 berdasarkan hasil
prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian
sebesar 92,1 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung
berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap
produksi beras, yaitu Daya Dukung Lahan atau Surplus-Defisit
untuk penyediaan pangan. Berikut hasil perhitungan daya dukung

pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.
Tabel 2. 10 Daya Dukung Pangan Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2022
Kecamatan Pddk Kebutuhan Ketersediaan Surplus
Kotarih 9.384 864 - -864
Silinda 9.724 896 2.364 1.468
Bintang Bayu 12.874 1.186 190 -996
Dolok Masihul 53.410 4.919 28.149 23.230
Serbajadi 22.127 2.038 9.259 7.221
II-18
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Kecamatan Pddk Kebutuhan Ketersediaan Surplus
Sipispis 34.139 3.144 1.171 -1.973
Dolok Merawan 18.095 1.667 - - 1.667
Tebing Tinggi 41.181 3.793 24.679 20.886
Tebing Syahbandar 33.732 3.107 4.296 1.189
Bandar Khalipah 25.972 2.392 33.353 30.961
Tanjung Beringin 43.081 3.968 41.852 37.884
Sei Rampah 72.744 6.700 34.036 27.336
Sei Bamban 46.521 4.285 73.493 69.208
Teluk Mengkudu 49.679 4.575 36.943 32.368
Perbaungan 114.243 10.522 69.853 59.331
Pegajahan 30.782 2.835 21.936 19.101
Pantai Cermin 50.310 4.634 56.210 51.576
Kab. Serdang Bedagai 667.998 61.523 437.784 376.261

Sumber : Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup, 2023

Kondisi Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2022 berdasarkan perhitungan di atas adalah
tingkat SURPLUS. Akan tetapi, terdapat 4 kecamatan dalam kondisi
DEFISIT, yaitu: Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bintang Bayu,

Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Dolok Merawan.

Daya Tampung Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan
kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di
atasnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi daya tampung
lahan adalah menggunakan pemetaan kemampuan lahan. Metode
ini menjelaskan cara mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang
tepat berdasarkan kemampuan lahan untuk pertanian yang
dikategorikan dalam bentuk kelas dan subkelas. Dengan metode ini
dapat diketahui lahan yang sesuai untuk pertanian, lahan yang
harus dilindungi dan lahan yang dapat digunakan untuk
pemanfaatan lainnya. Analisis kemampuan lahan ditentukan
berdasarkan kemampuan wilayah tersebut dengan klasifikasi
tingkat kelerengan, jenis tanah untuk mengetahui kesuburan

lahan, iklim dan tingkat erosi dan fungsi kawasan.

T
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Kemampuan lahan menurut Permen Lingkungan Hidup No.
17 tahun 2009 tentang daya dukung dan daya tampung lahan
dibagi menjadi 8 kelas, yang mana semakin rendah kelasnya maka
dapat digunakan untuk seluruh kegiatan budidaya dan sebaliknya
semakin tinggi kelasnya maka hanya diarahkan untuk kawasan
lindung atau konservasi dan dihindarkan dari kegiatan budidaya
apa pun. Dalam menyusun kemampuan lahan dilakukan
overlay/superimposed terhadap peta dengan kriteria/faktor yang
ada sesuai dalam Permen LH di Kabupaten Serdang Bedagai hingga
tingkat kelas.

Tabel 2.11 Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di
Kabupaten Serdang Bedagai

KATEGORI KRITERIA PEMANFAATAN
I 1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit | Pertanian
hambatan yang membatasi | 1. Tanaman
penggunaannya. pertanian

. Sesuai untuk berbagai penggunaan, semusim.
terutama pertanian. 2. Tanaman rumput

. Karakteristik lahannya antara lain: | 3. Hutan dan cagar
topografi hampir datar - datar, ancaman alam
erosi kecil, kedalaman efektif dalam,
drainase baik, mudah diolah, kapasitas
menahan air baik, subur, tidak terancam
banjir.

II . Mempunyai beberapa hambatan atau | Pertanian
ancaman kerusakan yang mengurangi | 1. Tanaman
pilihan penggunaannya atau memerlukan semusim.
tindakan konservasi yang sedang. 2. Tanaman rumput.

. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk | 3. Padang
tindakan konservasi untuk mencegah penggembalaan.
kerusakan. 4. Hutan produksi.

5. Hutan lindung.
6. Cagar alam.
III . Mempunyai beberapa hambatan yang berat | Pertanian:
yang mengurangi pilihan penggunaan
lahan dan memerlukan tindakan | 1. Tanaman
konservasi khusus dan keduanya. semusim.

. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas | 2. Tanaman yang
II dan jika dipergunakan untuk tanaman memerlukan
perlu pengelolaan tanah dan tindakan pengolahan
konservasi lebih sulit diterapkan. tanah.

. Hambatan pada angka I membatasi lama | 3. Tanaman rumput.
penggunaan bagi tanaman semusim, | 4. Padang rumput.
waktu pengolahan, pilihan tanaman atau | 5. Hutan produksi.
kombinasi dari pembatas tersebut. 6. Hutan lindung

dan cagar alam.
Non-pertanian.
v . Hambatan dan ancaman kerusakan tanah | Pertanian:
lebih besar dari kelas III, dan pilihan
tanaman juga terbatas.
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KATEGORI KRITERIA PEMANFAATAN
2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk 1. Tanaman
tanaman semusim, tindakan konservasi semusim dan
lebih sulit diterapkan. tanaman
pertanian pada
umumnya.
2. Tanaman rumput.
3. Hutan produksi.
4. Padang
penggembalaan.
5. Hutan lindung
dan suaka alam.
Non-pertanian.
\% . Tidak terancam erosi tetapi mempunyai | Pertanian:
hambatan lain yang tidak mudah untuk
dihilangkan, sehingga membatasi pilihan 1. Tanaman rumput.
penggunaannya. 2. Padang rumput.
. Mempunyai hambatan yang membatasi 3. Hutan produksi.
pilihan macam penggunaan dan tanaman. 4. Hutan lindung
. Terletak pada topografi datar-hampir datar dan suaka alam.
tetapi sering terlanda banjir, berbatu atau
iklim yang kurang sesuai. Non-pertanian
VI . Mempunyai faktor penghambat berat yang | Pertanian:
menyebabkan penggunaan tanah sangat
terbatas karena mempunyai ancaman 1. Tanaman rumput.
kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Padang
2. Umumnya terletak pada lereng curam, penggembalaan.
sehingga  jika  dipergunakan untuk 3. Hutan produksi.
penggembalaan dan hutan produksi harus 4. Hutan lindung
dikelola dengan baik untuk menghindari dan cagar alam.
erosi.
Non-pertanian.

viI Mempunyai faktor penghambat dan ancaman 1. Padang rumput.
berat yang tidak dapat dihilangkan, karena 2. Hutan produksi.
itu pemanfaatannya harus bersifat
konservasi. Jika digunakan untuk padang
rumput atau hutan produksi harus dilakukan
pencegahan erosi yang berat.

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup, 2023

Tabel 2.12 Sebaran Kelas Kemampuan Lahan per Kecamatan di
Kabupaten Serdang Bedagai

KELAS

KECAMATAN I II III v v VI ‘;I VIH NA | JUMLAH
Bandar Khalifah 1.628 5.805 319 24 7.777
Bintang Bayu 4.227 392 1.907 80 6.607
Dolok Masihul 15.852 1.006 2.532 19.390
Dolok Merawan 4.001 9.947 375 117 6 3 14.448
Kotarih 70 648 6.479 1.407 23 8.628
Pantai Cermin 202 6.548 2.035 25 8.811
Pegajahan 4.765 2.441 2.708 9.915
Perbaungan 1.465 10.078 399 3 11.945
Sei Bamban 8.208 8.208
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KELAS
KECAMATAN
I II I v A4 VI ‘;I VIH NA | JUMLAH
Sei Rampah 5.366 5.640 | 10.166 289 21.460
Serba Jadi 4.200 59 2.588 6.846
Silinda 511 5.049 287 21 5.868
Sipispis 16.081 | 170 | 4.847 926 40 871 | 6 0 22.112
gar}lur.lg 1.636 3.570 | 2.186 22 5 7.418
eringin
Tebing
Syahbandar 11.740 882 1.019 2 13.643
Tebing Tinggi 5.003 2.271 7.338 0 14.611
Teluk Mengkudu 65 713 2.921 3.815 56 7.571
Kab. Serdang 71.305 | 3.701 | 30.821 | 77.386 | 10.976 | 5! | o | 67 | 114 | 195.256
Bedagai 7
Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup, 2023

Kelas kemampuan lahan paling luas di wilayah Kabupaten
Serdang Bedagai adalah Kelas IV, diikuti Kelas I, dan Kelas III.
Kemampuan lahan Kelas I terbanyak di Kecamatan Dolok Masihul,
Kecamatan Sipispis, dan Kecamatan Tebing Syahbandar, kemudian
di 7 (tujuh) kecamatan lainnya. Lahan kemampuan lahan kelas I
memiliki pilihan yang banyak kemungkinan pemanfaatannya. Kelas
I ini adalah lahan yang paling mungkin dimanfaatkan untuk
berbagai jenis guna lahan, terutama untuk lahan pertanian, karena
merupakan lahan subur dan tidak ada hambatan pemanfaatan.
Sedangkan lahan kelas II, sedikit hambatan pemanfaatan
tambahan, yaitu kendala kemiringan lereng (berombak,
bergelombang) dan drainase agak buruk, seluas 3.701 ha yang
terbesar di Kecamatan Pantai Cermin, Sipispus, Tanjung Beringin
dan Teluk Mengkudu.

Kendala yang lebih besar terdapat pada lahan Kelas III dan
Kelas IV, yang tersebar di seluruh kecamatan. Lahan dengan
kemampuan kelas V, dengan kendala lebih berat, yaitu: lahan yang
sering tergenang/banjir atau drainase buruk tersebar di sepanjang
pantai di Kecamatan Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung
Beringin dan Bandar Khalifa, serta sebagian di Kecamatan Kotarih.

Begitu juga, kendala lereng yang curam dan struktur tanah batuan
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menyebar di Kecamatan Silinda, Kotarih, Bintang Bayu, Dolok
Merawan dan Sipispis.

Kendala pemanfaatan lahan terbesar terdapat pada lahan
kelas VI (866 ha), VII (9 ha) dan VIII (67) yang tersebar di Kecamatan
Sipispis, kemudian Kecamatan Silinda, Kecamatan Kotarih dan
Dolok Merawan, serta Kecamatan Tanjung Beringin (Pulau.
Berhala). Kendala utama pada lahan ketiga kelas ini berupa lahan
yang sangat curam, dan Kelas VIII ditambah kendala drainase yang
sangat buruk dan sangat buruk dan sudah berupa batuan di
Kecamatan Kotarih, Kecamatan Silinda, Kecamatan Sipispis di
daerah perbukitan, dan di Pulau Berhala.

Perluasan lahan pertanian masih dimungkinkan pada lahan-

lahan dengan kemampuan kelas I hingga kelas IV.

H.2. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan
untuk  mewujudkankelestarian fungsi lingkungan  hidup,
meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjagakeseimbangan
ekosistem antar wilayah guna mendukung proses
pembangunanberkelanjutan. Berdasarkan fungsinya, pembagian

Kawasan Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU

No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten):

a) kawasan hutan lindung;

b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, meliputi:kawasan bergambut dan kawasan
resapan air;

c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan
pantaisempadan sungai,kawasan sekitar danau atau waduk,
kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindungspiritual dan

kearifan lokal lainnya;
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d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budayameliputi: kawasan suakaalam, kawasan suaka alam laut
dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suakamargasatwa
laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan
bakau,taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan
raya, taman wisata alam dantaman wisata alam laut, kawasan
cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah
longsor, kawasanrawan gelombang pasang dan kawasan rawan
banjir;

f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi,
kawasan rawanbencana alam geologi dan kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap airtanah; dan

g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman
buru, kawasanperlindungan plasma-nutfah, kawasan
pengungsian satwa, terumbu karang dankawasan koridor bagi

jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun
2013-2033, arah pemanfaatan dan pengembangan wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:
1. Rencana Struktur Ruang
1.1 Rencana Sistem Perkotaan
e Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan kriteria PKW, di
Kabupaten Serdang Bedagai belum ada kawasan Pusat

Kegiatan Wilayah, akan tetapi secara keterkaitan struktur
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wilayah, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi wilayah
pengembangan PKW Kota Tebing Tinggi.

e Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang
berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota antara
lain: Kota Kecamatan Sei Rampah yang berfungsi sebagai
Pusat Pemerintahan, Perkantoran, Permukiman Perkotaan
serta perdagangan dan jasa dan Kota Kecamatan
Perbaungan yang berfungsi sebagai permukiman perkotaan,
perdagangan dan jasa serta industri berbasis pertanian dan
perkebunan;

e Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
atau beberapa desa ada 6 kecamatan yaitu Kota Kec. Tebing
Tinggi, Kota Kec. Tanjung Beringin, Kota Kec. Sei Bamban,
Kota Kecamatan Kotarih, Kota Kec. Teluk Mengkudu dan
Kota Kec. Dolok Masihul;

e Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat pemukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
ada 9 kota kecamatan yaitu Kota Kec, Silinda, Kota Kec.
Bintang Bayu, Kota Kec. Serbajadi, Kota Kec. Sipispis, Kota
Kec. Dolok Merawan, Kota Kec. Tebing Syahbandar, Kota
Kec. Bandar Khalipah, Kota Kec. Pegajahan, Kota Kec.
Pantai Cermin;

1.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
e Rencana Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana
Transportasi.
A. Sistem Transportasi Darat.
1. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Jalan
a. Rencana jalan arteri
b. Rencana jalan kolektor

c. Rencana jalan lokal
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d. Rencana jalan tol

e. Rencana jalan strategis

f. Rencana pengembangan prasarana terminal
penumpang

B. Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi jalur kereta api
Medan - Tebing Tinggi, jalur kereta api Tebing Tinggi —
Kisaran, jalur kereta api Tebing Tinggi - Siantar.
Sedangkan stasiun kereta api yang ada dan akan
ditingkatkan pengembangannya yaitu Stasiun
Penumpang  Perbaungan (PBA) di Kecamatan
Perbaungan, Stasiun Penumpang Lidah Tanah (LDT) di
Kecamatan Perbaungan, Stasiun Penumpang Teluk
Mengkudu (TKD) di Kecamatan Teluk Mengkudu,
Stasiun Penumpang Sei Rampah (RPH) di Kecamatan Sei
Rampah, Stasiun Penumpang Sei Bamban (BMB) di
Kecamatan Sei Bamban dan Stasiun Penumpang Baja
Lingge (BJL) di Kecamatan Dolok Merawan.

C. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan
penyeberangan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah
merupakan pelabuhan penyeberangan kelas III Pulau
Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin.

D. Sistem Transportasi Laut
1. Pelabuhan Laut

a. Pelabuhan Tanjung Beringin dan Pantai Cermin,
dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan
regional

b. Pelabuhan Sialang Buah dikembangkan sebagai
pelabuhan pengumpan lokal

2. Alur Pelayaran Laut
Kabupaten Serdang Bedagai mendukung Program

Pengembangan Coastal Marine di Sumatera Utara

A
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yang salah satunya melakukan pengembangan

angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur

dengan water bus, diantaranya:

a. alur pelayaran umum dan perlintasan, meliputi
(1) Alur Pelayaran Internasional (AL-AP-AI)
Belawan — Penang (Malaysia). (2) Alur Pelayaran
dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN-01) Belawan-
Tanjung Periok-Tanjung Perak-Makasar-Bitung.
dan (3) Alur Pelayaran Regional (AL-AP-PR-03)
Belawan-Tanjung Balai.

b. alur pelayaran masuk pelabuhan, meliputi : (1)
Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pantai Cermin
(PR), (2) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
Tanjung Beringin (PR) dan (3) Alur Pelayaran
Masuk Pelabuhan Sialang Buah (PL).

1.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

A. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
Rencana sistem jaringan energi yang ada di Kabupaten
Serdang Bedagai berupa Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional,
yaitu jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas
produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat
penyimpanan meliputi Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional
DURI - DUMAI - MEDAN yang melalui Kecamatan Bandar
Khalifah, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan
Pegajahan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei
Rampah, Kecamatan Serbajadi, dan Kecamatan Tebing
Tinggi.

B. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listik dan sarana

pendukung
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Rencana pengembangan Pembangkit listrik di

Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:

a. Pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro
(PLTMH), dikembangkan di wilayah yang
mempunyai banyak sungai dan @ topografi
wilayahnya tinggi antara lain di aliran Sungai
Buaya, Sungai Ular, Sungai Bane dan sungai-
sungai lain yang tersebar di Kecamatan Sipispis,
Kotarih, Bintang Bayu dan Silinda;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang akan
dikembangkan di Pulau Berhala di Kecamatan
Tanjung Beringin;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang juga
akan dikembangkan dengan sistem jaringan
terisolasi di Pulau Berhala, Kecamatan Tanjung
Beringin;

2. Infrastruktur Penyalur Tenaga Listrik

Infrastruktur penyalur tenaga listrik yang ada di

Kabupaten Serdang Bedagai adalah berupa:

a. jaringan transmisi tenaga listrik  untuk
menyalurkan tenaga listrik antar sistem, terdiri
dari:

- saluran transmisi saluran udara tegangan ekstra
tinggi (SUTET) / 500 KV pada jaringan GI Galang-GI
Rantau Parapat; dan

- saluran transmisi saluran udara tegangan tinggi
(SUTT) / 150 KV pada jaringan GI Perbaungan-GI
Tebing Tinggi; GI Gunung Para-GI Tebing Tinggi; GI
Negeri Dolok-GI Galang; dan GI Tebing Tinggi-GI

Kuala Tanjung.
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b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi saluran
udara tegangan menengah (SUTM) / 20 KV tersebar
di seluruh wilayah kabupaten; dan

c. gardu induk, meliputi: gardu induk Perbaungan,
gardu induk Tebing Tinggi; dan gardu induk

Gunung Para.

1.4. Sistem Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

A. Jaringan Tetap

B. Jaringan Bergerak Terestrial

C. Jaringan Bergerak Selular

1.5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Sumber Daya Air

A. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/Kota

1.

Sumber Air Permukaan Pada Sungai

- Sumber air permukaan di Wilayah Sungai Belawan-
Ular-Padang;

- Sumber air permukaan pada di Wilayah Sungai Bah

Bolon.

2. Sumber Air Permukaan Pada Sungai

B. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Kabupaten

1.
2.
3.
4.

Sumber Air Permukaan Pada Sungai
Sumber Air Permukaan Pada Situ/Embung
Prasarana Sumberdaya Air

Sistem Pengendali Banjir

1.6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

A. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai,

diantaranya:

1. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan

ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan

pada Pusat pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL).
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Rencana Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) diarahkan pada
TPA yang sudah ada meliputi:

a. TPA Belidaan di Kecamatan Sei Rampah

b. TPA Batang Terap di Kecamatan Perbaungan

. Untuk rencana TPA Regional akan direncanakan di

Kecamatan Serbajadi yang dialokasikan pada areal
perkebunan dengan luas lebih kurang 20 Ha yakni di
daerah Kebun Sarang Giting PTPN III yang pengelolaannya
akan dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pengembangan sistem pengelolaan sampah di TPA
direncanakan diubah dari sistem Open Dumping menjadi

sistem Sanitary Landfill dan Control Landfill.

B. Sistem Drainase

Rencana sistem jaringan drainase terdiri atas:

a.

Jaringan primer adalah seluruh jaringan sungai yang
berada di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan
Pegajahan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei
Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Tebing
Tinggi, dan Kecamatan Teluk Mengkudu;

Jaringan sekunder di sepanjang jalan arteri, kolektor dan
lokal yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan di
seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
Jaringan tersier berada pada kawasan perumahan dan
kawasan perkantoran di seluruh kecamatan dalam

wilayah kabupaten.

C. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Rencana pengembangan sistem air limbah di Kabupaten

Serdang Bedagai adalah merupakan Sistem Pembuangan Air

T
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Limbah Domestik (SPALD) dengan sistem terpusat berskala

regional untuk melayani kawasan perkotaan berada di

Kecamatan Pantai Cermin.

D. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

a. Rencana jaringan perpipaan

Pengenmbangan sistem jaringan prasarana air minum

dengan jaringan perpipaan meliputi:

1.

unit air baku, meliputi Kecamatan Pantai Cermin,
Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu,
Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok
Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing
Syahbandar;

unit produksi, meliputi Kecamatan Pantai Cermin,
Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu,
Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok
Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing
Syahbandar;

unit distribusi, meliputi Kecamatan Sei Rampabh;
jaringan produksi di Kecamatan Pantai Cermin,
Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu,
Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok
Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing
Syahbandar;

jaringan distribusi di Kecamatan Sei Rampah;
Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)
regional pada kawasan lintas kabupaten/kota
meliputi Kota Tebing Tinggi — Kabupaten Serdang
Bedagai.

b. Rencana jaringan perpipaan

Sistem penyediaan air minum bukan perpipaan dilakukan

secara individu oleh masyarakat pada lokasi-lokasi yang
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belum tersedia jaringan perpipaan air minum, melalui
pengadaan:

1. sumur dangkal;
2. sumur pompa; dan
3. bak penampungan air hujan.

E. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Lokasi evakuasi bencana diarahkan terutama untuk

penanggulangan korban bencana banjir dan puting beliung

serta tanah longsor.

Rencana sistem jaringan evakuasi bencana, berupa:

a. jalur evakuasi bencana,

b. Ruang evakuasi bencana, merupakan ruang evakuasi
bencana banjir yang ditetapkan di Kecamatan Perbaungan;
Kecamatan Sei Rampah; Kecamatan Sei Bamban;
Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Tebing Syahbandar;
Kecamatan Sipispis; Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan

Bintang Bayu; Kecamatan Kotarih; dan Kecamatan Silinda.

e} - PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KoTAMEDAN "~

Gambar 2. 5 Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kabupaten Serdang Bedagai

.
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2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah ini dirinci menurut
kawasankawasan fungsional, yang meliputi kawasan yang
berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang
sekaligus merupakan penetapan terhadap kawasan lindung dan
budidaya di wilayah kabupaten Serdang Bedagai.
2.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Peruntukan
Lindung pada Kabupaten Serdang Bedagai dibedakan menjadi
kawasan:

a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan
bawahannya Kawasan yang memberi perlindungan
terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Serdang
Bedagai hanya terdiri dari kawasan hutan lindung.
Kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui surat
keputusan menteri yang berwenang dibidang kehutanan
yaitu SK.8088 / MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018
tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan
Provinsi Sumatera Utara.

b. kawasan perlindungan setempat, meliputi:

a. Sempadan pantai dan
b. Sempadan sungai.

c. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan
probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:
kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah
longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan
sempadan patahan aktif ( active fault) pada kawasan
bencana gempa bumi.

d. kawasan ekosistem mangrove yang menyebar di wilayah

pesisir Kabupaten Serdang Bedagai
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Pembagian Kawasan Peruntukan Lindung disesuaikan Permen
ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/

Kota.

Tabel 2.13 Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung di Kabupaten
Serdang Bedagai 2018-2023

Kawasan Peruntukan Lindung

No Kecamatan Kawasan EIl{:i“s’;sstz: Sempadan | Sempadan
Hutan Lindung Mangrove Pantai Sungai
1 | Bandar Khalifah 740,05 97,42 - 403,48
2 | Bintang Bayu - - - 143,34
3 | Dolok Masihul - - - 619,91
4 | Dolok Merawan - - - 556,33
5 | Kotarih - - - 407,84
6 | Pantai Cermin 921,82 38,74 44,92 337,76
7 | Pegajahan - - - 213,52
8 | Perbaungan 96,70 2,35 10,24 498,80
9 | Sei Bamban - - - 223,78
10 | Sei Rampah - - - 572,33
11 | Serbajadi - - - 249,49
12 | Silinda - - - 309,69
13 | Sipispis 3.004,78 - - 980,57
14 | Tanjung Beringin 178,52 196,62 53,05 237,40
15 | Tebing Syahbandar - - - 328,85
16 | Tebing Tinggi - - - 650,23
17 | Teluk Mengkudu 599,44 1,77 3,22 108,13

Jumlah Total 5.541,31 336,91 111,44 6.841,47

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kabupaten Serdang Bedagai

2.1.1. Kawasan Perlindungan Bawahannya

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.8088/ MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera
Utara, maka berdasarkan Surat Kepurutan (SK) tersebut luas
kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Serdang
mengalami penambahan luas yang sebelumnya hanya seluas
3.100,74 Ha menjadi seluas seluas kurang lebih 5.541,31 ha.

Dengan adanya perubahan Surat Kepurutan (SK) berarti selisish
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perubahan Hutan Lindung adalah sebesar 2.440,57 Ha. Untuk
melihat penyebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdang

Bedagai dapat dillihat pada berikut.

Tabel 2.14 Kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdang Bedagai
Berdasarkan SK Menhut No. 579 Tahun 2014

No Kecamatan Kawasan Hutan Lindung (Ha)
1 Kec. Bandar Khalifah 740,05
2 Kec. Pantai Cermin 921,82
3 Kec. Perbaungan 96,70
4 Kec. Sipispis 3.004,78
5 Kec. Tanjung Beringin 178,52
6 Kec. Teluk Mengkudu 599,44
Grand Total 5.541,31
Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kab. Serdang Bedagai, SK Menhut
8088/2018

2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat
A. Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai adalah wilayah tertentu sepanjang
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi pantai. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki
pantai sepanjang * 65 km yaitu pantai sebelah Timur Kabupaten
Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
Mengingat kapasitas pantai yang hanya * 65 km maka
direncanakan adanya sempadan pantai dengan bentuk mengikuti
bentuk fisik pantai. Lebar sempadan pantai berdasarkan Perpres 51
Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai adalah bervariasi,
minimal sempada pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke
arah darat.

Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di
Kabupaten Serdang Berdagai diarahkan pada Kecamatan Pantai
Cemin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan

Bandar Khalipah.
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B. Sempadan Sungai

Luas kawasan sempadan sungai Kabupaten Serdang Bedagai,
yang perlu ditetapkan adalah 6.841 Ha atau seluas 4,26% dari total
luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, yang meliputi sempadan
Sungai Ular, Sungai Buaya, Sungai Padang, Sungai Belutu, Sungai
Bedagai, sungai Rampah, Sungai Bah Hapal, sungai Martebing,
Sungai Baungan, Sungai Bane, dan Sungai kecil lainnya.

Tabel 2. 15 Luas Sempadan Sungai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Serdang Bedagai 2018-2033

No. Kecamatan Luas Sempadan Sungai
1 Kec. Bandar Khalifah 403,48
2 Kec. Bintang Bayu 143,34
3 Kec. Dolok Masihul 619,91
4 Kec. Dolok Merawan 556,33
5 Kec. Kotarih 407,84
6 Kec. Pantai Cermin 337,76
7 Kec. Pegajahan 213,52
8 Kec. Perbaungan 498,80
9 Kec. Sei Bamban 223,78
10 Kec. Sei Rampah 572,33
11 Kec. Serbajadi 249,49
12 Kec. Silinda 309,69
13 Kec. Sipispis 980,57
14 Kec. Tanjung Beringin 237,40
15 Kec. Tebing Syahbandar 328,85
16 Kec. Tebing Tinggi 650,23
17 Kec. Teluk Mengkudu 108,13

Grand Total 6.841,47

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kab. Serdang Bedagai

2.1.3. Kawasan Rawan Bencana
1) Kawasan Rawan Bencana Alam
A. Kawasan Rawan Banjir
Kawasan rawan bencana di kabupaten Serdang Bedagai ini
berupa kawasan rawan banjir yang di wilayah pesisir maupun
kawasan perkotaan. Kawasan rawan banjir di kabupaten
Serdang Bedagai berada pada Kecamatan Sei bamban,

Perbaungan, Tebing syahbandar, Dolok Merawan, Dolok

T
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Masihul, Silinda, Sipispis, Tanjung Beringin, Pantai Cermin,
Bintang Bayu, Tebing Tinggi,
Khalipah.

B. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Sei Rampah dan Bandar

Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di
Kecamatan Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Perbaungan,
Pegajahan, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Sipispis, Tanjung
Beringin Pantai Cermin, Bintang Bayu, Sei Rampah,
Tebingtinggi, dan Bandar Khalipah.
C. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor
Bencana tanah longsor di Kabupaten Serdang Bedagai sering
terjadi di wilayah Kecamatan yang memiliki kemiringan lereng
> 430 dan jenis tanah tertentu. Kawasan-kawasan yang sering
terjadi bencana longsor tersebut terletak di Kecamatan Dolok

Merawan, Silinda, Sipispis dan Bintang Bayu.

Potensi kelongsoran (erosi) tanah dipengaruhi oleh beberapa
hal, diantaranya adalah tingkat kemiringan tanah, kegiatan
konservasi, tingkat kekritisan lahan. Luas lahan kritis dan status
kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat dari luas
lahan kritis yang masuk ke dalam Kabupaten Serdang Bedagai
Lahan kritis yang sangat berpengaruh pada degradasi DAS secara
keseluruhan adalah lahan kritis pada kawasan hulu dari DAS
tersebut. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai luas DAS dan

lahan kritis di kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 2.16 Luas DAS dan Luas Lahan Kritis di
Kabupaten Serdang Bedagai

T

Tingkat Kekritisan
S. crs Agak Potensial rs Luas DAS
No. DAS Kritis Kritis Kritis Kritis Tdk Kritis
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 Bedagai - 248.33 248.33 4,596.78 44,833.36 49,926.80
2 Hapal - 360.40 151.33 143.67 12,547.45 13,202.85
3 Padang - 989.78 1,539.72 7,465.76 51,720.74 61,716.00
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4 g‘jﬁng 0,85 | 396.96 | 2,532.83 2,467.85 | 21,188.82 | 25,587.31
5 | Ular 2001 | 304.10 | 12,422.69 | 3,767.90 | 19,498.41 | 36,022.12

Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2023 Kab. Serdang Bedagai, Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu — Ular

2) Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Air Laut

Adapun kawasan rawan bencana yang berpotensi terjadinya
gelombang pasang air laut di wilayah pesisir dengan luas sekitar
kurang lebih 12.400 hektar yaitu disepanjang pantai (Kecamatan
Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin,
dan Bandar Khalipah) kabupaten Serdang Bedagai.

Potensi kawasan rawan bencana di Kabupaten Serdang
Bedagai dalam satuan desa dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.17 Potensi Bencana Alam Kabupaten Serdang Bedagai

Sei Bamban Pon Sei bamban Pon Sei
Gempolan Suka Bamban
Damai Sei Buluh Penggalangan
2. Perbaungan Pematang Sijonam Pematang Sei Naga Lawan
Sei Buluh Tatal
Sei Sijenggi Cinta Air
Bengkel Lubuk Cemara
Lidah Tanah Pematang
Tualang Sijonam
Citaman Jernih
3. Tebing Paya Pasir
Syahbandar penggalian
4. Dolok Mainu Tengah Mainu Tengah | Dolok
Merawan Pabatu Merawan
Afd. VI dolok
Hilir
5. Dolok Pekan D. Masihul Pekan Dolok
Masihul Martebing, Bantan Masihul

Pekan Kamis, Batu
13. Dolok Sagala
Bukit Cermin Hilir,
Tegal Sari,
Pardomuan, Dame.
Malasori, Hutanauli

6. Silinda Pagar Manik Pagar
Kulasar Manik
Kulasar
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Potensi Bencana
No. | Kecamatan Banii Puting Tanah Gelombang
anjix Beliung Longsor | Pasang Air Laut
7. Sipispis Sipispis Marjanji Sipispis
Marjanji
Buluh Duri,
Sibarau
8. Tanjung Sukajadi Mangga Dua Bagan Kuala
Beringin Tebing Tinggi Pematang
Pematang Cermal Cermai
Pematang Terang Bagan Kuala
Bagan Kuala
9. Pantai Dsn. II Kota Pari Ara Payung Kota Pari
Cermin Pantai Cermin Lubuk Saban Pantai Cermin
Kanan Pantai Cermin Kanan
Kuala Lama Kiri Pantai Cermin
Lubuk Saban Besar II terjun Kiri
Sementara Kuala Lama
Pantai Cermin Lubuk Saban
Kanan Naga Kisar
Lubuk cemara
Kuala Lama
Cintaman
10. | Bintang Sarang Ginting B. Pinang Marihat
Bayu Hulu Lubu Dolok
Huta Durian B. Pinang Huta
B. Pinang Hulu Kebun Durian
Sigiling Kahean
11. | Tebing Tinggi | Bah Sumbu Desa Kuta
Sei Periuk Baru dan Paya
Paya Lombang Lombang
Kota Baru
Paya Bagas
Naga Kesiangan
Bah Sidua-dua
12 | Sei Rampah Cempedak Lobang Firdaus
Firdaus Silau Rakyat
Pematang Ganjang Sei Rejo
P. Pelintahan Rampah
Silau Rakyat Pematang
Simpang Empat Ganjang
Pematang
Pelintahan
13 | Bandar Juhar Gelam Sei Gelam Sei
Khalipah Gelam Sei Serimah Serimah Serimah
Bandar Tengah Kayu Besar Pekan Bandar
Kayu Besar Khalipah
Kayu Besar
14 | Teluk Sialang Buah Sialang Buah
Mengkudu Sentang Sentang
Bogak Besar Bogak Besar
Pematang Pematang Kuala
Kuala
Pematang
Setrak
15 | Pegajahan Bingkat
Petuaran Hilir
Pegajahan

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, BNPBD Kabupaten Serdang
Bedagai dan Kecamatan, Tahun 2018

T T
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2.1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove

Beberapa jenis mangrove yang umum dijumpai di Kabupaten
Serdang Bedagai adalah bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia
spp), tanjung (Bruguiera spp), tengar (Ceriops spp) dan Nipah (Nypa
fructicans). Ekosistem mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai
merupakan ekosistem yang kompleks dimana banyak organisme
laut dan darat yang berasosiasi intensif dengan ekosistem ini,
seperti jenis reptil biawak dan ular, ikan, burung, dan crustacea.

Rencana berikutnya adalah kembali menetapkan kawasan
mangrove di Kecamatan Teluk Mengkudu Desa Pematang Kuala
sebagai sudah menjadi program di Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Adapun luasan rencana Kawasan Mangrove di

Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.18 Kawasan Mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai

No. Kecamatan Kawasan Ekosistem Mangrove
1 Kec. Bandar Khalifah 97,42
2 Kec. Pantai Cermin 38,74
3 Kec. Perbaungan 2,35
4 Kec. Tanjung Beringin 196,62
S Kec. Teluk Mengkudu 1,77
Grand Total 336,91

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033 Kab. Serdang Bedagai

2.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung.

2.2.1. Kawasan Hutan Produksi
A. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Berdasarkan SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018

Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai luas Kawasan Hutan
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Produksi Terbatas sebesar 64,86 Ha yang terdapat di Kecamatan
Perbaungan dan Kecamatan Pantai Cermin
B. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Serdang Bedagai
ditetapkan di Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Kotarih dan

Kecamatan Sipispis dengan luas 4.176,81 Ha.

Tabel 2. 19 Kawasan Hutan Produksi Di Kabupaten Serdang Bedagai

Kawasan Hutan Kawasan Hutan
No. Kecamatan Produksi . Total
Produksi Tetap
Terbatas

1 | Bintang Bayu - 1.203,40 | 1.203,40
2 | Kotarih - 2.888,52 | 2.888,52
3 Pantai Cermin 64,65 - 64,65
4 Perbaungan 0,21 - 0,21
6 | Sipispis - 84,88 84,88
Total 64,86 4.176,81 | 4.241,66

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033 Kab. Serdang
Bedagai,SK.8088/2018, Tahun 2018

2.2.2. Kawasan Pertanian

Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah wilayah pertanian
yang potensial (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan). Sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat
berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai.
A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Luas pertanian di kabupaten Serdang Bedagai, yang sesuai
untuk budidaya pertanian tanaman pangan adalah 29.048,05 Ha
(15 % dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai) yang
tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
nomor 1 Tahun 2015 tentang perlidungan lahan pangan
berkelanjutan sebagai bentuk amanat undang-undang 41 tahun
2009, menetapkan lahan pangan, kawasan pangan, dan lahan

cadangan bagi kebenlanjutan pangan di

Kabupaten Serdang
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Bedagai. Adapun rencana lahan pangan di Kabupaten Serdang
Bedagai dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.
B. Peruntukan Pertanian Hortikultura

Luas pertanian hortikultura di Kabupaten Serdang Bedagai,
yang perlu ditetapkan adalah 15.455,17 Ha. Pengembangan
kawasan pertanian hortikultura diarahkan pada semua kecamatan
yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
C. Peruntukan Perkebunan

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan
hingga pada tahun 2033 adalah 106.263 Ha yang terdistribusi di
seluruh kecamatan. Adapun rencana pengembangan komoditas
perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa sawit,
meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang
Bedagai dengan syarat tidak mengalihfungsikan lahan
Pertanian Pangan, Perikanan dan Kehutanan;

b. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi karet, meliputi:
seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali
Kecamatan Tanjung Beringin, Perbaungan, Pantai Cermin,
Bandar Khalifah dan Teluk Mengkudu;

c. Kawasan peruntukan perkebunan kakao, meliputi: seluruh
kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai;

d. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa,
meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang
Bedagai kecuali Kecamatan Kotarih;

e. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kemiri,
meliputi: Kecamatan Kotarih, Bintang Bayu, Silinda,
Serbajadi, Sipispis dan Dolok Merawan;

f. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi pinang,
meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang
Bedagai kecuali Kecamatan Bandar Khalifah, Tebing

Syahbandar, Tebing Tinggi, dan Sei Bamban,;
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g. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi pala, meliputi :
Kecamatan Kotarih dan Pantai Cermin;

h. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi aren dan sagu,
meliputi: Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul,
Serbajadi, Sipispis, dan Sei Rampah, Tanjung Beringin dan

Bandar Khalipah.

Tabel 2. 20 Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2018 - 2033

Kawasan
No Kecamatan Kawasan Kawasan Tanaman
Hortikultura Perkebunan Pangan

1 Kec. Bandar Khalifah 803,88 2.245,07 2.500,38
2 | Kec. Bintang Bayu 586,66 3.776,87 -
3 | Kec. Dolok Masihul 4.211,94 11.004,31 1.311,88
4 Kec. Dolok Merawan 540,90 12.348,05 -
5 | Kec. Kotarih 422,09 3.966,80 75,06
6 Kec. Pantai Cermin 237,57 1.783,38 3.379,89
7 Kec. Pegajahan 1.224,06 5.867,07 1.382,14
8 Kec. Perbaungan 120,07 3.360,57 4.785,30
9 Kec. Sei Bamban 80,55 1.275,25 5.083,45
10 | Kec. Sei Rampah 2.781,49 12.733,86 2.170,85
11 | Kec. Serbajadi 1.066,52 3.284,65 839,80
12 | Kec. Silinda 417,31 4.238,94 126,83
13 | Kec. Sipispis 665,82 15.558,30 171,83
14 | Kec. Tanjung Beringin 494 .40 1.818,43 3.040,15
15 | Kec. Tebing Syahbandar 861,65 10.612,98 157,79
16 | Kec. Tebing Tinggi 485,15 9.983,50 1.749,90
17 | Kec. Teluk Mengkudu 455,09 2.201,88 2.272,79
Grand Total 15.455,17 106.059,92 29.048,05

Sumber : Perubahan RTRW Tahun 2013-2033 Kab. Serdang Bedagai

D. Peruntukan Peternakan

Berdasarkan pertimbangan keriteria diatas, pengembangan
kawasan budidaya peternakan Hewan Besar, hewan kecil dan
unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai
untuk pengembangan perternakan hewan besar, hewan kecil dan

unggas meliputi;

1. Ternak besar meliputi:
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a. ternak sapi dengan pengembangan berada di seluruh
kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan
peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman
yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha
peternakan;

b. ternak kerbau dengan pengembangan berada di seluruh
kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan
peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman
yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha
peternakan;

2. Ternak kecil meliputi:

a. ternak kambing dengan pengembangan berada di seluruh
kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan
peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman
yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha
peternakan;

b. ternak babi dengan pengembangan berada di wilayah
tertentu dengan lokasi pengembangan kawasan diluar
kawasan permukiman yang secara teknis dapat digunakan
untuk usaha peternakan.

3. Ternak unggas dengan pengembangan berada di seluruh
kecamatan dengan persyaratan:

a. Jauh dari pusat kota;

b. Jauh dari kawasan permukiman;

c. Tidak berada di kawasan wisata;

d. Dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran);

e. Memiliki sistem sanitasi yang baik;

f. Memiliki sistem pengolahan air limbah;
g. Memiliki izin lingkungan;
h. Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat.
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2.2.3. Kawasan Perikanan

Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai potensi perikanan
dan kelautan yang cukup besar meliputi perikanan tangkap,
budidaya air payau dan budidaya air tawar.

Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten
Serdang Bedagai meliputi kawasan perikanan budidaya dan
perikanan tangkap (Kawasan Minapolitan). Total kawasan
perikanan budidaya dengan luas 919,65 Ha. Sedangkan kawasan
perikanan tangkap telah diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumatera Utara.

Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan di

Kabupaten Serdang bedagai terdiri atas:

a. kawasan Minapolitan Budidaya air payau berpusat di
Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya
meliputi Pantai Cermin, Bandar Khalifah, dengan
komoditas unggulan adalah Udang, lkan Kerapuh, lkan

Bandeng dan rumput laut.

b. kawasan Minapolitan Budidaya air tawar berpusat di
Kecamatan Perbaungan dan kawasan pendukungnya
meliputi Kecamatan Tebing Syahbandar, Dolok Masihul,
Serbajadi, dan kecamatan lainnya dengan komoditas

unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas;

c. kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan
kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Pantai
Cermin, Perbaungan, Bandar Khalifah dan kecamatan
lainnya dengan komoditi pengolahan hasil laut dan

pengolahan ikan air tawar.

Tabel 2. 21 Kawasan Perikanan Budidaya

No Kecamatan Kawasan Perikanan Budi Daya
1 Kec. Bandar Khalifah 250,61

2 Kec. Pantai Cermin 255,86

3 | Kec. Pegajahan 5,55

4 | Kec. Perbaungan 76,53
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No Kecamatan Kawasan Perikanan Budi Daya
5 Kec. Sei Rampah 4.38
6 | Kec. Tanjung Beringin 37,57
7 | Kec. Tebing Tinggi 4,99
8 Kec. Teluk Mengkudu 284,16
Grand Total 919,65

Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033 Kab. Serdang Bedagai

2.2.4. Kawasan Peruntukan Industri

Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri
mikro kecil, menengah, besar dan pergudangan dalam sentra
industri dan kawasan industri. Pengembangan kawasan
peruntukan industri di Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain
adalah;

A. Peruntukan Industri Besar

Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Serdang Bedagai
akan diarahkan pada kawasan baik yang sudah ada maupun
yang akan direncanakan, akan diarahkan berada di kawasan
peruntukan industri yang direncanakan. Kegiatan industri
yang sudah berjalan saat ini jika secara pelayanan perizinan
masuk kedalam kelompok industri besar maka akan
diwajibkan masuk kedalam kawasan industri. Tentunya
kawasan industri dimaksud sudah disiapkan dan dikuasai

oleh pemerintah.
B. Peruntukan industri Menengah

Peruntukan Industri Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai
akan diarahkan pada kawasan peruntukan industri ataupun
berada di kawasan permukiman dengan persetujuan dan
kajian terhadap intensitas kegiatan yang diusulkan atau
berdasarkan izin usaha industri yang diterbitkan, kemudian
selama kegiatan industri yang direncanakan tidak
berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan yang
berdampak luas. Selanjutnya adalah Kabupaten Serdang

Bedagai segera menyusun Rencana Induk Perindustri Daerah
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sehingga memiliki gambaran jelas terhadap potensi-potensi

dan arahan pengembangan industri dimasa yang akan datang.

C. Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga

Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga di kabupaten

Serdang Bedagai akan diarahkan pada Kawasan baik yang

sudah ada maupun yang akan direncanakan, seperti:

a.

Agroindustri dan industri kerajinan diarahkan di
Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Payalombang) dan

Kecamatan Tebing Syahbandar (Desa Penggalangan);

Industri Alat Pembersih Rumah (Sapu, Kain Pel, Brush,
dan sebagainya) diarahkan di Kecamatan Sei Rampah dan

Kecamatan Tanjung Beringin.

Industri Makanan Ringan (Dodol, kerupuk dan Kue
Kering), diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan,
Tebing Syahbandar, Pantai Cermin, dan Kecamatan Sei
Rampah dan Teluk Mengkudu.

Industri Tahu/Tempe diarahkan di Kecamatan Dolok
Masihul (sentra industri), Sei Rampah, Perbaungan, Teluk

Mengukudu, dan Kecamatan Tanjung Beringin.

Industri Kerajinan Anyaman (rotan, sulaman/bordir,
egon, gerabah/keramik, anyaman bambu, anyaman
pandan, ulos, tas sintetis) diarahkan di Kecamatan Pantai
Cermin, Serbajadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk
Mengkudu, Perbaungan, Sei Bamban, Bintang Bayu,
Sipispis, Dolok Masihul dan Bandar Khalifah.

Industri Gula Merah, diarahkan di Kecamatan Teluk
Mengkudu, Kotarih, dan Kecamatan Bintang Bayu.
Industri Pengeringan/Penggaraman Ikan (ikan asin)
diarahkan di Kecamatan Teluk Mengudu, Tanjung
Beringin, Bandar Khalipah, dan Kecamatan Pantai

Cermin; dan atau
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h. Industri-industri kecil lainnya yang potensial dan tidak

berdampak luas terhadap pencemaran lingkungan.

D. Peruntukan Industri Khusus

Peruntukan industri khusus lokasinya dapat dikecualikan
atau berada diluar kawasan peruntukan industri. Industri
khusus adalah jenis industri yang menggunakan bahan baku
khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus. Penetapan jenis industri yang menggunakan bahan
baku khusus di Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapat
persetujuan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(TKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai dan atau sesuai Rencana
Induk Pembanguan Industri kabupaten Serdang Bedagai yang

ditetapkan oleh menteri.

2.2.5. Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada wilayah-
wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata serta tersedianya
dukungan sarana dan prasarana pariwisata. Jenis obyek wisata
yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan
pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi
budaya serta wisata buatan.

Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai
dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Obyek Wisata Alam Di Kabupaten Serdang Bedagai

2
o

Nama Objek Wisata

Pantai Mutiara Indah 88 di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Wong Rame di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Pondok Permai di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Bali Lestari di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Cermin/Theme Park di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Citra wangi di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Sri Mersing di Kecamatan Pantai Cermin;

Pantai Kuala Putri di Kecamatan Pantai Cermin;

O [0 (N[O P WIN|—

Pantai Pematang Matik di Kecamatan Pantai Cermin;

—
o

Pantai Cemara Kembar di Kecamatan Pantai Cermin;

T
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No

Nama Objek Wisata

11

Pantai Nipah Indah /Pantai ATP di Kecamatan Pantai Cermin;

12

Pantai Wisata Mangrove Kampoeng Nipah di Kecamatan Perbaungan;

13

Pantai Romantis di Kecamatan Perbaungan;

14

Pantai Kilang Indah di Kecamatan Perbaungan;

15

Pantai Sialang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu;

16

Pantai Sentang di Kecamatan Teluk Mengkudu;

17

Pantai Bogak /Pantai Budi di Kecamatan Teluk Mengkudu;

18

Pantai Merdeka di Kecamatan Tanjung Beringin;

19

Sumur Air Tawar di Kecamatan Perbaungan;

21

Pemandian Alam Ancol di Kecamatan Sipispis;

22

Pemandian Alam Batu Nongol di Kecamtaan Sipispis;

23

Wisata Water Front City Zona 1 di Kecamatan Perbaungan;

24

Wisata Water Front City Zona 2 di Kecamatan Pantai Cermin;

25

Wisata Water Front City Zona 3 di Kecamatan Pantai Cermin;

Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kab. Serdang Bedagai

2.2.6. Kawasan Permukiman

A. Permukiman Perkotaan

T

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan terutama
diarahkan pada kawasan pusat-pusat pelayanan, yaitu pada
setiap ibukota Kecamatan. Pengembangan kawasan
permukiman perkotaan utama direncanakan di Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah ibukota Kecamatan
Sei Rampah dan ibukota Kecamatan Perbaungan, serta di
pusat-pusat pelayanan kawasan (PPK) yaitu di Kecamatan
Dolok Masihul, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Bamban,
dan Kotarih dengan luas rencana seluas 6.890 Ha.
Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada
wilayah kecamatan di luar kawasan pusat-pusat pelayanan.
Kawasan ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai
penggerak perekonomian. Kawasan permukiman perdesaan
diarahkan di luar kota kecamatan dengan luas kurang lebih

17.393 Ha.
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2.2.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari Pos
Pengamat Pulau Terluar Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Pulau
Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin, dan Pos Pengamatan TNI
AL (Posmal) di Kecamatan Bandar Khalifah dengan total luas

rencana adalah seluas kurang lebih 40 Ha.

PETA RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
7
i

Ir. H. Soekirman

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 2013 - 2033

Gambar 2. 6 Peta Rencana Pola Ruang
Sumber: Perubahan RTRW Tahun 2013-2033, Kabupaten Serdang Bedagai

2.1.4. DEMOGRAFI
1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak
2018-2022, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai
mengalami peningkatan setiap tahun. Namun jika dilihat dari
pertumbuhannya mengalami penurunan dengan rata-rata

penurunan mencapai 0,16% setiap tahunnya.

Tabel 2. 23 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
1. gi‘ivn;;ahpendudUk 614.618 | 616.396 | 657.490 | 662.076 | 667.998
Laju Pertumbuhan
2. | Pk P00 0,27 0,28 0,08 0,03 0,01

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

T T
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Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Serdang Bedagai tahun
2023, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022
berjumlah 667.998 jiwa meningkat sebesar 5.922 jiwa dari tahun
sebelumnya tahun 2021 sebesar 662.076 jiwa dengan tingkat
pertumbuhan sebesar 0,91%.

Selama kurun waktu 2018-2022, jumlah penduduk Kabupaten
Serdang Bedagai mengalami peningkatan setiap tahun dari 614.618
jiwa meningkat menjadi 667.998 jiwa di tahun 2022. Namun laju
pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan berfluktuatif
dimana selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari
0,27% meningkat menjadi 0,98% dan selama tahun 2020-2022
mengalami penurunan dari 0,98% menurun menjadi 0,91% di
tahun 2022.

Perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2018-2022 dapat dilihat
pada Tabel 2.23 di atas dan Gambar 2.7 berikut ini.

Jumlah dan LPP 2018-2022
1.20 680,000
667,998
662,076 670,000
1.00 657, 490 660,000
0.98
0.80 650,000
640,000
0.60 630,000
614 618 616,396 620,000
0.40 610,000
600,000
0.20 0.27 0 28

- 590,000
- 580,000

2018 2019 2020 2021 2022

 Jumlah Penduduk (jiwa) === |PP (%)

Gambar 2. 7 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 2022
Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
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Sementara jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai
menurut kecamtan selama kurun waktu 2018-2022, ditinjau dari
segi sebaran atau distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi
adalah Kecamatan Perbaungan dan yang terendah ada di

Kecamatan Kotarih. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di

Kecamatan Perbaungan sebesar 114.243 jiwa (17,10% dari seluruh

penduduk Kabupaten Serdang Bedagai). Sedangkan jumlah

penduduk di Kecamatan Kotarih yaitu sebesar

9.384 jiwa (1,40% dari seluruh penduduk Kabupaten Serdang
Bedagai). Distribusi dan pertumbuhan penduduk Kabupaten
Serdang Bedagai per kecamatan tahun 2018-2022 dapat dilihat

pada Tabel 2.24.

Tabel 2. 24 Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
No Kecamatan
2018 2019 2020 2021 2022
1. | Kotarih 8.205 8.216 9.169 9.267 9.384
2. | Silinda 8.543 8.544 9.514 9.609 9.724
3. | Bintang Bayu 10.859 10.864 12.511 12.679 12.874
4. | Dolok Masihul 49.751 49.837 52.705 53.005 53.410
5. | Serba Jadi 20.064 20.071 21.759 21.921 22.127
6. | Sipispis 32.452 32.473 33.826 33.949 34.139
7. | Dolok Merawan 17.448 17.455 17.976 18.018 18.095
8. | Tebing Tinggi 41.586 41.681 41.162 41.132 41.181
9. gigifan dar 33.005 | 33.124 | 33.585 | 33.626 | 33.732
10. | Bandar Khalifah 25.456 25.478 25.857 25.889 25.972
11. | Tanjung Beringin 37.959 38.011 42.142 42.568 43.081
12. | Sei Rampah 65.505 65.660 71.366 71.982 72.744
13. | Sei Bamban 44.178 44.275 46.043 46.236 46.521
14. | Teluk Mengkudu 42.418 42.513 48.334 48.954 49.679
15. | Perbaungan 104.483 105.177 112.153 113.083 114.243
16. | Pegajahan 27.639 27.676 30.206 30.463 30.782
17. | Pantai Cermin 44.977 45.341 49.182 49.695 50.310
JUMLAH 614.618 | 616.396 | 657.490 | 662.076 | 667.998
LPP Serdang Bedagai 0,27% 0,28% 0,98% 0,93% 0,91%

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai
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Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022
sebesar 667.998 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 352
jiwa/km?2. Kepadatan penduduk tertinggi sebesar 1.023 jiwa/km?2
terdapat di Kecamatan Perbaungan, disusul Kecamatan Teluk
Mengkudu 742 jiwa/km? dan Kecamatan Sei Bamban 644
jiwa/km?2 Sedangkan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan
Kotarih sebesar 120 jiwa/km?2 dan Kecamatan Bintang Bayu 135
jiwa/km?2. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Serdang
Bedagai per kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel
2.25.

Tabel 2. 25 Jumlah, Kepadatan dan Persentase Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2022 Kabupaten Serdang Bedagai

No Kecamatan Luas (km?2) Pg;x;g;lglt:k Iéi?v,: ;’;:::; PZ::::;:I t;s&) )
1. | Kotarih 78,02 9.384 120 1,40
2. | Silinda 56,74 9.724 171 1,46
3. | Bintang Bayu 95,59 12.874 135 1,93
4. | Dolok Masihul 237,42 53.410 225 8,00
5. | Serbajadi 50,69 22.127 437 3,31
6. | Sipispis 145,26 34.139 235 5,11
7. Dolok Merawan 120,60 18.095 150 2,71
8. | Tebing Tinggi 182,29 41.181 226 6,16
9. g?‘;ﬁ‘fan dor 120,30 33.732 280 5,05
10. | Bandar Khalifah 116,00 25.972 224 3,89
11. | Tanjung Beringin 74,17 43.081 581 6,45
12. | Sei Rampah 198,90 72.744 366 10,89
13. | Sei Bamban 72,26 46.521 644 6,96
14. | Teluk Mengkudu 66,95 49.679 742 7,44
15. | Perbaungan 111,62 114.243 1.023 17,10
16. | Pegajahan 93,12 30.782 331 4,61
17. | Pantai Cermin 80,30 50.310 627 7,53

Jumlah 1.900,22 667.998 352 100,00

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

Selama kurun waktu 2018-2022, jumlah rumah tangga di
Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan setiap tahun
dengan rata-rata peningkatan 1,73% setiap tahun dan begitu juga

jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahun dengan

T
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rata-rata sebesar 1,76% setiap tahun. Sedangkan rasio jenis
kelamin juga mengalami peningkatan dari 100,73 di tahun 2018
meningkat menjadi 101,57 di tahun 2022. Jumlah rumah tangga,
penduduk laki-laki, perempuan serta rasio jenis kelamin Kabupaten
Serdang Bedagai tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2. 26 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

e Penduduk Jumlah (Laki- Rasio Jenis
Tahun Rumah Laki+P Kelami

Tangga | Laki-Laki | Perempuan | 2% e elamin
2018 149.847 308.419 306.199 614.618 100,73
2019 150.281 309.382 307.014 616.396 100,77
2020 150.717 331.101 326.389 657.490 101,44
2021 161.143 333.515 328.561 662.076 101,51
2022 162.534 336.597 331.401 667.998 101,57

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai tahun
2022 sebanyak 162.534 rumah tangga dengan jumlah laki-laki
sebanyak 336.597 jiwa dan perempuan 331.401 jiwa serta rasio
jenis kelamin 101,57. Jumlah rumah tangga, penduduk laki-laki,

perempuan serta rasio jenis kelamin Kabupaten Serdang Bedagai

per kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2. 27 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Per Kecamatan dan
Ratio Jenis Kelamin Tahun 2022 Kabupaten Serdang Bedagai

T

No Kecamatan Jumlah Rumah Laki- Perempuan Ratio Jenis
Tangga Laki Kelamin
1. | Kotarih 2.257 4.759 4.625 102,90
2. | Silinda 2.374 4.932 4.792 102,92
3. | Bintang Bayu 3.132 6.494 6.380 101,79
4. | Dolok Masihul 14.062 26.566 26.844 98,96
5. | Serbajadi 5.469 11.065 11.062 100,03
6. | Sipispis 8.958 17.166 16.973 101,14
7. | Dolok Merawan 4.933 9.136 8.959 101,98
8. | Tebing Tinggi 11.368 20.804 20.377 102,10
9. g;zi}?bgan dar 8.895 16.900 16.832 100,40
10. | Bandar Khalifah 6.630 13.044 12.928 100,90
11. | Tanjung Beringin 9.471 22.172 20.909 106,04
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No Kecamatan Jumlah Rumah Laki.- Perempuan Ratio Je.nis
Tangga Laki Kelamin
12. | Sei Rampah 17.334 36.684 36.060 101,73
13. | Sei Bamban 11.351 23.198 23.323 99,46
14. | Teluk Mengkudu 10.880 25.177 24.502 102,75
15. | Perbaungan 26.670 57.439 56.804 101,12
16. | Pegajahan 7.460 15.576 15.206 102,43
17. | Pantai Cermin 11.290 25.485 24.825 102,66
Jumlah 162.534 336.597 331.401 101,57

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selanjutnya penduduk Kabupaten Serdang Bedagai dapat
dianalisis menurut kelompok umurnya, sebagai informasi yang
sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan
pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Jika dilihat dari kelompok umur pada tahun 2022, persentase
penduduk usia 0-14 tahun sebesar 27,48% (183.533 jiwa), usia 15-
64 tahun sebesar 66,90% (446.898 jiwa) dan usia 64 tahun ke atas
sebesar 5,62% (37.567 jiwa). Hal ini berarti jumlah penduduk usia
produktif (66,90%) lebih besar dibandingkan usia non produktif
(33,10%) dengan rasio beban ketergantungan sebesar 49,47%
artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 49
hingga 50 orang penduduk usia non produktif. Hal ini menunjukan
bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki penduduk wusia
produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang
pembangunan.

Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Serdang
Bedagai memiliki persentase terbesar mencapai 66,90%, kondisi ini
mengindikasikan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sudah
memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend).
Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana
ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah.
Jika dikaitkan dengan angka ketergantungan besarnya proporsi

usia produktif menanggung sedikit penduduk usia non produktif

T
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seringkali disebut sebagai bonus demografi. Berdasarkan kondisi
tersebut, bonus demografi dapat menjadi asset terbesar bagi
Kabupaten Serdang Bedagai apabila penduduk usia produktifnya
memiliki kualitas yang cukup baik (tingkat pendidikan,
keterampilan, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu
menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang pada
akhirnya berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

Tabel 2. 28 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

KOMPOSISI PENDUDUK (JIWA)
Kel. 2018 2019 2020 2021 2022

Umur Laki- | Perem | Laki- | Perem | Laki- | Perem Laki- Perem Laki- Perem
Laki puan Laki puan Laki puan Laki puan Laki puan

0-4 32324 | 30717 | 31740 | 30133 | 32.094 | 30.740 | 31.912 | 30.572 | 31.801 | 30.482

5-9 32568 | 31754 | 32333 | 31565 | 31.566 | 30.296 | 31.420 | 30.232 | 31.349 | 30.195
10-14 | 30333 | 28680 | 30527 | 28888 | 31.045 | 28.806 | 30.928 | 28.781 | 30.866 | 28.840
15-19 | 27760 | 25429 | 27711 | 25340 | 27.672 | 26.443 | 27.498 | 26.236 | 27.431 | 26.138
20-24 | 25285 | 23295 | 25292 | 23195 | 27.971 | 26.640 | 27.683 | 26.244 | 27.425 | 25.890
25-29 | 23255 | 22930 | 23259 | 22889 | 27.638 | 25.969 | 27.649 | 25.884 | 27.693 | 25.825
30-34 | 21729 | 21975 | 21618 | 21770 | 26.138 | 24.914 | 26.257 | 24.997 | 26.418 | 25.108
35-39 | 20762 | 21444 | 20725 | 21400 | 25.081 | 24.724 | 25.276 | 24.893 | 25.523 | 25.112
40-44 | 20755 | 20527 | 20792 | 20608 | 22.514 | 22529 | 22.802 | 22.728 | 23.100 | 22.949
45-49 | 18789 | 19052 | 18944 | 19957 | 19.978 | 20.462 | 20.378 | 20.786 | 20.818 | 21.156
50-54 | 16944 | 17388 | 17164 | 17593 | 17.750 | 18.256 | 18.163 | 18.615 | 18.619 | 18.997
55-59 | 13808 | 14613 | 14046 | 14916 | 14.862 | 15964 | 15299 | 16.401 | 15.763 | 16.867
60-64 | 10006 | 10141 | 10404 | 10626 | 11.737 | 12.534 | 12.158 | 12.983 | 12.610 | 13.456
65-69 | 6347 7178 6809 7621 8.128 | 8.725 8.564 9.184 8.981 9.631

70-75 3806 4775 4916 8890 3919 | 4787 4.308 5.178 4.727 5.612

75+ 3939 5501 4044 5597 3.008 | 4.600 3.220 4.847 3473 5.143

Jumla | 30841 | 30619 | 30938 | 30701 | 33110 | 32638 | 333.51 | 328.56 | 336.59 | 331.40
h 9 9 2 4 1 9 5 1 7 1

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menjadi
salah satu parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia
di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan, maka semakin baik kualitas sumber daya manusia di

wilayah tersebut.
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Berdasarkan Tabel 2.29, persentase penduduk berumur 10
tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018-2022 menunjukkan
perkembangan yang baik dimana kualitas sumber daya manusia
Kabupaten Serdang Bedagai semakin membaik. Berdasarkan
jejang pendidikan yang ditamatkan, persentase penduduk yang
tidak punya ljazah SD mengalami peningkatan dari 11,98% di
tahun 2021 meningkat menjadi 15,70% di tahun 2022 dan Sekolah
Dasar juga menunjukkan peningkatan dari 22,46% di tahun 2021
meningkat menjadi 22,71% di tahun 2022.

Sedangkan jenjang pendidikan SMP, SMU, dan Diploma LI, III
mengalami penurunan jika dibandingkan antara tahun 2021 ke
tahun 2022. Jenjang pendidikan yang mengalami peningkatan
adalah Diploma IV/S1/S2/S3 dari 3,95% tahun 2021 meningkat
menjadi 4,37% di tahun 2022. Hal ini menunjukan kualitas sumber
daya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai semakin membaik.

Tabel 2. 29 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2022 Kabupaten
Serdang Bedagai (Persen)

No Pendidikan Yang Ditamatkan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Tidak punya ljazah SD 13,82 | 21,61 | 18,21 | 11,98 | 15,70
2 | Sekolah Dasar (SD) 22,92 | 23,76 | 26,72 | 22,46 | 22,71
3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 26,72 | 21,52 | 21,46 | 26,02 | 23,35
4 Sekolah Menengah Umum (SMU) 30,03 | 29,46 | 29,29 | 33,87 | 31,67
5 | Diploma I, I 0,54 0,09 0,17 0,32 0,21
6 | Diploma III 0,69 0,88 0,47 1,40 0,83
7 | Diploma IV/S1/S2/S3 5,28 2,67 3,67 3,95 4,37

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

4. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Selanjutnya komposisi penduduk berdasarkan agama dan
kepercayaan yang dianut juga diambil dari data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS Kabupaten Serdang
Bedagai. Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai mayoritas
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beragama Islam yakni sebanyak 80,98% diikuti oleh penduduk
beragama Kristen (13,99%), Katholik (2,95%), Budha (1,92%),
Hindu (0,13%), dan Khonghucu (0,02%). Dengan pemeluk agama
yang beragam ini, penduduk Kabupaten Serdang Bedagai dapat
tetap hidup rukun dan damai serta saling menghargai satu sama
lain terbukti dengan tidak pernah terjadinya konflik antar umat
beragama di Kabupaten Serdang Bedagai. Komposisi penduduk
Kabupaten Serdang Bedagai menurut agama dapat dilihat pada

Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2. 30 Komposisi Penduduk Menurut Agama Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2022 Kabupaten Serdang Bedagai

N K ¢ Jumlah Penduduk menurut Agama
o scamata Islam Protes-tan | Katho-lik | Hindu | Budha | Khonghucu

1 Pantai Cermin 43.734 3.004 783 137 1.708 0
2 Perbaungan 104.946 3.673 390 77 3.067 0
3 Teluk Mengkudu 41.843 5.102 214 0 351 0
4 Sei Rampah 57.674 3.484 1.277 50 1.529 3
5 Tanjung Beringin 39.395 6.742 408 311 0 0
6 Bandar Khalipah 15.638 14.220 310 0 0 0
7 Dolok Merawan 16.494 1.213 16 0 48 0
8 Sipispis 30.508 3.631 474 0 0 0
9 Dolok Masihul 42.456 9.789 1.278 16 253 15
10 | Kotarih 6.262 2.59%4 289 0 0 0
11 | Silinda 4.949 4.291 55 0 0 0
12 | Serbajadi 19.172 2.885 189 0 1 0
13 | Tebing Tinggi 39473 5.364 1.349 0 0 0
14 | Pegajahan 29.826 1.242 135 24 7 0
15 | SeiBamban 26.697 17.061 1479 6 1.494 0
16 | Tebing Syahbandar 29.300 3.400 850 11 112 0
17 | Bintang Bayu 9.947 2.370 15 0 0 0
TOTAL 558.314 90.065 9.511 632 | 8.570 18

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan
Ekonomi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-

2022 (Tabel 2.127), pada level tujuan dan sasaran strategis jangka
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menengah daerah serta indikator makro pembangunan daerah, dari
total 18 indikator terdapat 8 indikator yang sudah
tercapai/ melampaui (45%) dan 10 indikator yang belum tercapai
(55%).

Jumlah 8 (delapan) indikator yang sudah tercapai yaitu
Pertumbuhan Ekonomi, Ratio Gini, Kontribusi PDRB Sektor
Unggulan, Opini BPK, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks
Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Prevalensi Stunting. Sepeluh
indikator yang belum tercapai yaitu pada aspek ekonomi sebanyak
2 (dua) indikator yaitu nilai investasi dan indeks pengeluaran. Pada
aspek sosial terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai yaitu
angka kemiskinan dan angka pengangguran (TPT). Sedangkan
pada aspek tata kelola pemerintahan terdapat 6 (enam) indikator
yang belum tercapai, yaitu indeks reformasi birokrasi (IRB), nilai
SAKIP, tingkat kematangan organisasi, indeks SPBE, indeks
profesionalitas ASN, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Berdasarkan data capaian tersebut maka permasalahan utama
yang harus diselesaikan pada Perubahan RPJMD 2021-2026 adalah
belum optimal tata kelola pemerintahan, nilai investasi yang masih
rendah yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah, masih
tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Di sisi lain
investasi yang rendah juga dipengaruhi oleh tata kelola
pemerintahan yang belum optimal.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
pada level tujuan dan sasaran strategis jangka menengah daerah
(tmpact), diuraikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah
satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah
pada periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar

harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).
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PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB
ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut
dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu
sebagai tahun dasar.

PDRB ADHB bertujuan untuk melihat struktur perekonomian
yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya
ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sedangkan PDRB
ADHK bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil
dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak
dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara umum pertumbuhan PDRB Kabupaten Serdang

Bedagai kurun waktu 2018-2022 menunjukkan keadaan yang terus

membaik/meningkat.
21,000.00 40,000.00
- 20,749.07
20,500.00 33,5179 35,000.00
30,418.85 7
20,000.00 27,959.44  28,602.45 30,000.00
25,994.82 19,863.24
19,500.00 25,000.00
19,3933 B2 19,308.46
19,000.00 20,000.00
18,500.00 18,421.38 15,000.00
18,000.00 10,000.00
17,500.00 5,000.00
17,000.00 -
2018 2019 2020 2021* 2022%*
PDRBADHB  25,994.82  27,959.44  28,602.45  30,418.85  33,517.99
PDRBADHK  18,421.38  19,393.39  19,308.46  19,863.24  20,749.07
mmmm PDRB ADHB == PDRB ADHK

Gambar 2. 8 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
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PDRB Kabupaten Serdang Bedagai ADHB pada tahun 2022
mencapai 33,52 triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHK 2010
mencapai sebesar 20,75 triliun rupiah. Sejak tahun 2018 sampai
tahun 2019, pertumbuhan PDRB mengalami akselerasi dan di
tahun 2020 pertumbuhan PDRB negatif karena dampak pandemi
Covid-19 yang terjadi dan kembali mengalami akselerasi di tahun
2021 dan tahun 2022.

Selama tahun 2018-2022 nilai PDRB ADHB menurut
Lapangan Usaha mengalami peningkatan dari sebesar
Rp.25.994,82 milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar
Rp.33.517,99 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2022, lapangan
usaha penyumbang terbesar yaitu lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan mencapai sebesar 40,45%. Selanjutnya
disusul oleh lapangan usaha  Industri Pengolahan 19,35%;
Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor
16,04%; dan Konstruksi 10,11%. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai semakin
bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Perkembangan PDRB ADHB
menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
Tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2. 31 Nilai dan Peranan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun
2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

. Lapangan 2018 2019 2020* 2021* 2022+
o Usaha
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
Pertanian,

A | Kentonandan | 100983 | gy | 10851 | g0 | 11134 | oo | 11938 | oo | 13558 | 404
. 8 95 01 50 45 5
Perikanan

g | Pettambangan | a5 | g0 | 25324 | 091 | 25431 | 089 | 27341 | 090 | 20655 | 0,88
dan Penggalian
Industri 5.294.0 5.371, 5784,2 6.487, | 193

C | Pongolahan 5072,84 | 19,51 ] 18,93 8 18,78 : 1902 | "o :

p | Pengadaan 1999 | 008 | 2215 | 008 | 2369 | 008 | 2494 | 008 | 2655 | 008
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,

E | Pengelolaan 3,48 0,01 370 | 0,01 384 | 0,01 38 | 001 | 39 | 001
Sampah,
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* * k.
N Lapangan 2018 2019 2020 2021 2022
o Usaha
(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) | (%)
Limbah dan
Daur Ulang
F | Konstruksi 275012 | 10,58 3'0?9’9 10,94 2'932'6 10,46 31%9’8 10,42 3'228’ 1(}1
Perdagangan
Besar dan
Eceran; 4.538,7 4.677, 49995 5.375, 16,0
G Reperasi Mobil 4.013,89 | 1544 1 16,23 82 16,35 0 16,44 56 4
dan Sepeda
Motor
Transportasi
H | dan 238,89 0,92 259,28 0,93 | 239,07 0,84 242,41 0,80 263,89 | 0,79
Pergudangan
Penyediaan
| | Akomodasi dan 770,39 2,96 833,60 2,98 765,11 2,67 763,66 2,51 768,02 | 2,29
Makan Minum
J | Informasi dan 13096 | 050 | 14529 | 052 | 157,18 | 055 | 157,02 | 056 | 189,63 | 0,57
Komunikasi

Jasa Keuangan

K 4 143,96 0,55 149,53 0,53 150,42 0,53 157,82 0,52 167,82 | 0,50
dan Asuransi
L | RealEstate 747,10 2,87 817,91 2,93 860,32 3,01 886,35 2,91 923,78 | 2,76
M, | Jasa 143,21 0,55 159,03 0,57 153,76 0,54 158,76 0,52 165,85 | 0,49
N | Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan, 1,002
O | Pertahanan dan 867,91 3,34 940,17 3,36 969,71 3,39 974,40 3,20 '70’ 2,99

Jaminan Sosial

Wajib
p | Jasa 356,60 | 1,37 | 387,58 | 1,39 | 401,65 | 140 | 41832 | 138 | 43899 | 1,31
Pendidikan
Jasa Kesehatan
Q | dan Kegiatan 25172 | 097 | 27694 | 099 | 28223 | 099 | 28219 | 093 | 28566 | 0,85
Sosial
R,
?* Jasa Lainnya 15385 | 059 | 16640 | 060 | 164,91 | 058 | 168,98 | 056 | 174,62 | 0,52
U
25.994.8 27.959, 28.602, 30.418 33517
PDRB ADHB 5 100 44 100 e 100 pl 100 w | 100

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Selama tahun 2018-2022 nilai PDRB ADHK 2010 menurut
Lapangan Usaha mengalami peningkatan dari sebesar
Rp.18.421,38 milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar
Rp.20.749,07 milyar tahun 2022. Lapangan usaha penyumbang
terbesar PDRB ADHK di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan,

selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan
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Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.
Perkembangan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten

Serdang Bedagai tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2. 32 Nilai & Peranan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

2018 2019 2020 2021* 2022+
No Lapangan Usaha
(Rp) (%) (Rp) (%) | (Rp) | (%) (Rp) (%) (Rp) (%)

Pertanian,

A | Kehutanan dan 788563 | 4281 | 826272 | 42,61 8'?28' 4344 | 864273 | 4473 9'125’7 44,22
Perikanan

p | Pertambangandan | oo sy | g0 | 17687 | 091 | 78 | 091 | 18552 | 090 | 19687 | 095
Penggalian 0

C | Industri Pengolahan | 3.316,05 | 18,00 | 3.436,90 | 17,72 3'225' 1764 | 349871 | 19,02 3'686’0 17,38

p | Pengadaan Listrik 2023 | 011 | 2143 | 011 | 2283 | 012 | 2388 | 008 | 2504 | 012
dan Gas
Pengadaan Air
Pengelolaan

E | cono Loz 231 | 001 | 243 | 001 | 251 | 001 | 249 | 001 | 255 | 0,01
dan Daur Ulang

F | Konstruksi 176261 | 957 | 189105 | 975 1'231' 928 | 184418 | 1042 1'820’8 897
Perdagangan Besar

G | danEoeran; 272083 | 1477 | 200487 | 1498 | 2882 | 1403 | 300176 | 1400 | 31727 | 1529
Reperasi Mobil dan 13 2
Sepeda Motor

H | Transportasidan 16005 | 087 | 16904 | 087 | %5 | 078 | 14839 | 142 | 15828 | 076
Pergudangan 3
Penyediaan 558.4

| | Akomodasi dan 569,18 | 300 | 61029 | 315 | X0t | 289 | 55849 | 312 | 55923 | 270
Makan Minum
Informasi dan 134,0

J i ds 11812 | 064 | 12606 | 065 069 | 13400 | 065 | 15343 | 074
Komunikasi 6

K | JasaKeuangandan | o456 | 50 | 9416 | 049 | 9454 | 049 | 97.24 | 285 | 10049 | 048
Asuransi

L | Real Estate 4826 | 243 | 47010 | 242 485'0 250 | 48315 | 023 | 48657 | 235

M,N | Jasa Perusahaan 87,77 0,48 91,08 0,47 87,44 0,45 88,03 0,67 89,07 0,43
Administrasi
Pemerintahan, 5711

0 | Pertahanan dan 53538 | 291 | 57300 | 295 | ”1 | 296 | 57100 | 320 | 57096 | 275
Jaminan Sosial
Waiib

P | JasaPendidikan o709 | 147 | 28343 | 146 283'7 150 | 20099 | 388 | 31337 | 151
Jasa Kesehatan dan 176,3

Q| Kovaton Sooid 17142 | 093 | 17960 | 083 | '2° | 091 | 17460 | 097 | 17647 | 085

F;'S Jasa Lainnya 9439 | 051 | 10036 | 052 | 9697 | 050 | 9883 | 192 | 10144 | 049

184213 193933 19.30 19.8632 20.749,

PDRB ADHK 2010 ; 100 A 100 | e | 100 ) 100 | 27| 100

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
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Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara, maka peranan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai tahun
2022 terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara menduduki perikat
kesembilan terbesar setelah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Peranan Kabupaten Serdang Bedagai terhadap pembentukan PDRB
Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 3,49%. Perbandingan
PDRB dan Peranan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai menurut
ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.33 berikut ini.

Tabel 2. 33 Perbandingan PDRB dan Peranan PDRB Kabupaten Serdang
Bedagai ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara
(Milyar Rupiah)

Peranan terhadap

Kabupaten /Kota ADHB ADHK PDRB Sumatera

_ _ Utara
Nias 4.536,22 2.748,38 0,47
Mandailing Natal 16.403,53 10.001,97 1,71
Tapanuli Selatan 17.051,89 10.516,04 1,78
Tapanuli Tengah 11.635,30 7.447,83 1,21
Tapanuli Utara 9.645,64 6.315,72 1,01
Toba 8.943,89 5.888,38 0,93
Labuhan Batu 41.809,01 25.305,99 4,36
Asahan 46.575,32 28.550,81 4,85
Simalungun 47.285,89 29.990,35 4,93
Dairi 10.716,94 6.921,48 1,12
Karo 23.975,57 15.197,52 2,50
Deli Serdang 127.546,55 75.568,66 13,29
Langkat 51.412,77 31.665,48 5,36
Nias Selatan 8.014,50 4.466,09 0,84
Humbang Hasudutan 6.919,49 4.396,56 0,72
Pakpak Bharat 1.393,58 909,62 0,15
Samosir 5.166,25 3.303,86 0,54
Serdang Bedagai 33.517,99 20.749,07 3,49
Batubara 40.866,72 25.482,21 4,26
Padang Lawas Utara 14.375,30 8.947,63 1,50
Padang Lawas 14.586,76 8.747,96 1,52
Labuhan Batu Selatan 34.154,82 20.549,86 3,56
Labuhan Batu Utara 30.282,50 18.799,03 3,16
Nias Utara 4.172,94 2.490,49 0,43
Nias Barat 2.172,22 1.324,38 0,23
Sibolga 6.340,37 3.745,07 0,66
Tanjung Balai 10.466,14 6.131,04 1,09
Pematang Siantar 15.208,31 9.878,87 1,59
Tebing Tinggi 6.931,27 4.186,31 0,72
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Peranan terhadap

‘ Kabupaten /Kota ADHB ADHK PDRB Sumatera
_ _ Utara
Medan 280.159,04 165.120,01 29,20
Binjai 13.315,95 8.503,58 1,39
Padangsidempuan 7.384,96 4.554,02 0,77
Gunung Sitoli 6.476,83 3.628,53 0,68
Sumatera Utara 959.444 41 582.032,78 100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

2. Struktur Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten
Serdang Bedagai bergeser dari lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya.
Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan
usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai.

Struktur lapangan usaha penyumbang terbesar yaitu lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 40,45%.
Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan
(19,35%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan
Sepeda Motor (16,04%); dan Konstruksi (10,11%). Sedangkan
lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5%. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Serdang
Bedagai semakin bergeser dari lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya dan
secara umum struktur ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai
berasal dari sektor primer (pertanian). Perkembangan PDRB ADHB
menurut lapangan usaha tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
Tabel 2.34.

Tabel 2. 34 Peranan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun
2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
(%) (%) (%) (%) (%)

No Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan dan

>

38,84 38,10 38,93 39,25 40,45

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 0,90 0,91 0,89 0,90 0,88
(@] Industri Pengolahan 19,51 18,93 18,78 19,02 19,35
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D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
F Konstruksi 10,58 10,94 10,46 10,42 10,11
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 15,44 16,23 16,35 16,44 16,04
H Transportasi dan Pergudangan 0,92 0,93 0,84 0,80 0,79
I Pgnyedlaan Akomodasi dan Makan 2,96 2,98 2,67 2,51 2,29
Minum
J Informasi dan Komunikasi 0,50 0,52 0,55 0,56 0,57
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,55 0,53 0,53 0,52 0,50
L Real Estate 2,87 2,93 3,01 2,91 2,76
M,N | Jasa Perusahaan 0,55 0,57 0,54 0,52 0,49
Administrasi Pemerintahan,
(@) Pertahanan dan Jaminan Sosial 3,34 3,36 3,39 3,20 2,99
Wajib
P Jasa Pendidikan 1,37 1,39 1,40 1,38 1,31
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,97 0,99 0,99 0,93 0,85
?’%’ Jasa Lainnya 0,59 0,60 0,58 0,56 0,52

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

B Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan

B Industri Pengolahan
m Konstruksi

B Perdagangan Besar dan Eceran;
Reperasi Mobil dan Sepeda

Motor
M Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

M Real Estate

Gambar 2. 9 Peranan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022
Kabupaten Serdang Bedagai (Persen)
Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Berdasarkan Gambar 2.9 di atas, Lapangan Usaha Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar pada

.
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tahun 2022 yaitu sebesar 40,45% dengan rincian subkategori
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar
35,18%, Perikanan 5,11% dan Kehutanan dan Penebangan Kayu
0,16%.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai

Secara umum, situasi perekonomian Kabupaten Serdang
Bedagai pada tahun 2022 sudah mulai meningkat. Perekonomian
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 mengalami akselerasi
dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 mencapai 4,46%,
sedangkan tahun 2021 mencapai 2,87%. Pada tahun 2020,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai kontraksi
pertumbuhan mencapai minus 0,44 %. Perlambatan tersebut
dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun
2020.

Hampir semua lapangan usaha PDRB mengalami akselerasi
pertumbuhan. Namun masih ada lapangan usaha yang masih
tumbuh negatif karena dampak pandemi Covid-19 pada lapangan
usaha tersebut. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi
merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi
tertinggi yaitu sebesar 7,13%, disusul oleh lapangan usaha
Transportasi dan Pergudangan dengan pertumbuhan sebesar
6,66% dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
sebesar 6,17%. Sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan
terendah adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan

Jaminan Sosial Wajib sebesar (0,55%).

Tabel 2. 35 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-
2022 (Persen) Kabupaten Serdang Bedagai

NO LAPANGAN USAHA 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
A | Pertanian, Kehutanan dan 542 | 478 | 1,53 | 3,04 | 6,17
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 6,71 6,22 -0,72 5,65 6,12
C Industri Pengolahan 3,68 3,64 | -0,91 2,74 3,07
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,04 5,92 6,53 4,57 4,85
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NO LAPANGAN USAHA 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
Pengadaan Air Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,16 | 5,13 3,16 -0,80 2,72
F Konstruksi 5,73 | 7,29 | -5,26 2,94 0,90
Perdagangan Besar dan Eceran;
G Reperasi Mobil dan Sepeda Motor 5,72 | 6,76 | -0,82 415 5,70
H Transportasi dan Pergudangan 3,66 5,62 10_9 5| ° 1,42 6,66
I Pgnyedlaan Akomodasi dan Makan 542 | 722 | -849 | -0.37 0.50
Minum
J Informasi dan Komunikasi 4,64 6,72 6,35 6,83 7,13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,66 2,84 0,41 2,85 3,35
L Real Estate 5,04 4,87 2,53 0,23 0,71
M,N | Jasa Perusahaan 4,75 3,77 | -4,00 0,67 1,19
Administrasi Pemerintahan,
O Pertahanan dan Jaminan Sosial 6,21 7,03 -0,33 0,52 -0,55
Wajib
P Jasa Pendidikan 5,47 | 4,55 1,89 3,88 4,46
0 Jas'a Kesehatan dan Kegiatan 5.22 4,77 | -1,83 -0,97 1,07
Sosial
1%’%’ Jasa Lainnya 6,87 | 6,33 | -3,38 1,92 2,64
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,17 | 5,28 | -0,44 2,87 4,46

Sumber: PDRB Kab Serdang Bedagai 2018-2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

5.17 5.02 531
5.17 : 5.22
4.73
2018 2019 2020 2021 2022
Serdang Bedagai 5.17 5.28 -0.44 2.87 4.46
Sumatera Utara 5.18 5.22 -1.07 2.61 4.73
Nasional 5.17 5.02 -2.07 3.69 5.31
e Serdang Bedagai  ===Sumatera Utara == Nasional

Gambar 2. 10 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Serdang Bedagai dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun
2018-2022

Sumber:PDRB Kabupaten Serdang Bedagai 2018-2022, BPS Kab.Serdang
Bedagai PDRB Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2018-2022, BPS Prov.
Sumatera Utara
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai
mengalami perubahan pola pertumbuhan yang hampir sama
dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yaitu
mengalami akselerasi pertumbuhan sejak tahun 2018 sampai
tahun 2019 dan mengalami kontraksi di tahun 2020 dan
mengalami akselerasi kembali di tahun 2021 dan 2022. Sepanjang
tahun 2018-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang
Bedagai selalu berada di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera
Utara. Namun pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Serdang Bedagai sebesar 4,46% berada dibawah pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73% dan pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 5,31%.
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Gambar 2. 11 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional Tahun 2022
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang
Bedagai sudah mulai meningkat sebesar 4,46% namun lebih rendah
dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (4,73%) dan
Nasional (5,31%). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di

Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Kabupaten
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Serdang Bedagai berada pada urutan ke-13 terbesar setelah
Kabupaten Samosir. Sedangkan jika dibandingkan
Kabupaten/Kota tetangga berada dibawah Kabupaten Deli Serdang
dan Kabupaten Simalungun dan lebih tinggi dari Kabupaten Batu
Bara dan Kota Tebing Tinggi. Berikut disajikan perbandingan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Kabupaten/kota tahun
2022 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai
dari tahun ke tahun masih didominasi oleh pertumbuhan lapangan
usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dimana masih dapat
tumbuh positif sedangkan lapangan usaha lainnya yang memiliki
peranan besar bernilai negatif pertumbuhannya.

Tahun 2022, nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang
Bedagai sebesar 4,46%, diciptakan oleh lapangan usaha Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan sebesar 2,68%, diikuti oleh Pedagang
Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,86%,
Industri Pengolahan sebesar 0,54%, Konstruksi sebesar 0,08%, dan
lapangan usaha lainnya sebesar 0,29% yaitu gabungan dari semua
lapangan usaha selain lapangan usaha yang telah disebutkan di

atas.

Tabel 2. 36 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

No Lapangan Usaha 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**

Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan

Industri Pengolahan 0,84 1,00 | (0,12) 0,62 0,54
F Konstruksi 0,67 | 0,66 | (0,51) | 0,27 0,08

Perdagangan Besar
dan Eceran; Reperasi

2,32 | 2,05 | 0,65 1,32 2,68

G Mobil dan Sepeda 0,55 0,70 | (0,16) 0,48 0,86
Motor
L Real Estate 0,17 0,22 | (0,27) 0,01 0,01
B,D, E,H,I, .
JK,M, Lainnya 0,62 0,65 | (0,03) 0,17 0,29
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No Lapangan Usaha 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022**
N,O,P,
Q.R,S, T,U
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,17 | 5,28 | (0,44) | 2,87 4,46
Sumber: PDRB Kab Serdang Bedagai 2018-2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Jika melihat dari tren sumber pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Serdang Bedagai dari 2018-2022, dapat dikatakan
bahwa perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai secara umum
masih mengandalkan sektor pertanian (primer). Tahun 2018-2019
capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai telah
kembali di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang
Bedagai mengalami kontraksi mencapai minus 0,44 % namun lebih
baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (minus
1,07%) dan Nasional (minus 2,07%) serta kabupaten/kota tetangga
kecuali Kabupaten Batu Bara (minus 0,31) dan Kabupaten
Simalungun 1,01%.

Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Serdang Bedagai kembali mengalami akselerasi mencapai 2,87%

dan 4,46%.

4. PDRB Pengeluaran

PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah semua
komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran
konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir
lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran
konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik
bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor dikurangi
impor). PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan
produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir,

investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
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Perubahan struktur ekonomi Kabupaten SerdangBedagai
akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode
2018 s.d 2022, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal
dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh
perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing
komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak
dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan
global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Berikut disajkan PDRB dari sudut pengeluaran ADHB dan

ADHK Tahun 2018-2022 sebagai berikut.

Tabel 2. 37 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

Komponen Tahun

Pengeluaran 2018 2019 2020* 2021* 2022%*
Konsumsi Rumah | 5 566 04 | 16.528,54 | 16.035,58 | 16.635,98 | 17.735,70
Tangga
Konsumsi LNPRT 312,41 348,01 341,68 345.87 355,17
Konsumsi 2.431,19 | 2.477,96 | 2.472,03 | 2.614,53 | 2.672,43
Pemerintah
PMTB 6.715,08 | 7.127,79 | 7.264,11 | 7.726,50 | 8.271,33
Perubahan 450,37 457,57 669,49 649,02 693,19
Inventori
Net Ekspor 516,73 1.019,58 | 1.819,58 | 2.446,95 | 3.790,17

Total 25.994,82 | 27.959,44 | 28.602,46 | 30.418,85 | 33.517,99

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Pengeluaran 2018-2022,
BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.37 di atas, nilai PDRB ADHB menurut
pengeluaran selama periode tahun 2018-2022 menunjukkan
peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai
tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga
perubahan volume. Nilai PDRB ADHB tahun 2018 sebesar
25.994,82 miliar rupiah mengalami peningkatan menjadi sebesar
33.517,99 miliar rupiah pada tahun 2022. Dari enam komponen,
pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mempunyai nilai

paling besar, yaitu 17.735,70 miliar rupiah pada tahun 2022.

Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen
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Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar

8.271,33 miliar rupiah, yang sebagian besar berbentuk bangunan.

Tabel 2. 38 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

Komponen Tahun

Pengeluaran 2018 2019 2020* 2021* 2022%*
Konsumsi Rumah 11.523,15 | 11.973,77 | 11.617,06 | 11.873,48 | 12.212,30
Tangga
Konsumsi LNPRT 220,99 245,01 236,25 231,35 33,70
Konsumsi 1.409,70 1.418,85 1.411,40 1.464,11 1.460,89
Pemerintah
PMTB 4.647,93 4.901,70 4.847,08 4.983,98 5.155,18
Perubahan 300,94 304,76 418,07 401,31 402,58
Inventori
Net Ekspor 318,67 549,30 778,59 909,02 1.284,41

Total 18.421,38 | 19.393,39 | 19.308,46 | 19.863,24 | 20.749,07

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Pengeluaran 2017-2021,
BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai
ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai
dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan
ADHK 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan
gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara
kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Sama halnya
dengan PDRB ADHB, Nilai PDRB ADHK 2010 juga menunjukkan
peningkatan dari 18.421,38 miliar rupiah tahun 2018 menjadi
20.749,07 miliar rupiah tahun 2022. Selama kurun waktu 2018-
2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Serdang Bedagai
berdasarkan PDRB ADHK 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.38 di
atas.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai
PDRB ADHK 2010. Perbedaan ini disebabkan karena ada pengaruh
perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan
PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.
Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Serdang
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Bedagai menurut pengeluaran Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
Gambar 2.12 berikut ini.
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20,000.00 o —a
- —n — =
15,000.00
10,000.00
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Gambar 2. 12 Perbandingan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai ADHB dan
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)
Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Pengeluaran 2017-2021,
BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.39 bahwa selama periode 2018-2022,
produk yang dikonsumsi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir
rumah tangga diatas 52%. Proporsi konsumsi akhir pemerintah
berada sekitar 7,97%-9,35%. Hal ini menunjukan bahwa peran
pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.
Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif
besar dengan kontribusi diatas 24%.

Jika dilihat dari perdagangan internasional Kabupaten
Serdang Bedagai yang direpresentasikan oleh transaksi net ekspor,
menunjukan bahwa nilai net ekspor bernilai positif. Selama kurun
waktu 2018-2022, net ekspor mempunyai peran relatif kecil sekitar
2,02%-11,31%. Nilai net ekspor yang bernilai positif menunjukan
kecenderungan perdagangan internasional Kabupaten Serdang

Bedagai selalu menunjukan posisi surplus atau lebih banyak
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barang/produk dari Kabupaten Serdang Bedagai yang dipasarkan

ke luar daerah dibandingkan dengan barang impor.

Tabel 2. 39 Distribusi PDRB Kabupaten Serdang Bedagai ADHB Menurut
Pengeluaran Tahun 2018-2022

Tahun
No Komponen Pengeluaran

2018 2019 2020 2021* 2022%*

1 Konsumsi Rumah Tangga 59,59 58,62 56,06 54,69 52,91

2 Konsumsi LNPRT 1,20 1,24 1,19 1,14 1,06

3 Konsumsi Pemerintah 9,35 8,90 8,64 8,60 7,97

4 PMTB 25,83 25,45 25,40 25,40 24,68

5 Perubahan Inventori 1,91 1,80 2,34 2,13 2,07

6 Net Ekspor 2,11 3,98 6,36 8,04 11,31
Total 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Pengeluaran 2017-2021,
BPS Kab.Serdang Bedagai

Keterangan *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

dari PDRB Pengeluaran

fluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dilihat

selama tahun 2018-2022 mengalami

Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Serdang

Bedagai tumbuh sebesar 4,46%, lebih tinggi dibandingkan tahun
2021 yang tumbuh sebesar 2,87%.

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 (Persen)

Tabel 2. 40 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran

No Komponen Tahun
Pengeluaran 2018 2019 2020 2021* 2022%*
1 ?22;‘;;“51 Rumah 4,51 3,82 2,60 2,21 2,85
2 | Konsumsi LNPRT 4,98 10,87 -3,57 -2,08 1,02
3 | Konsumsi Pemerintah 7,29 0,65 -0,53 3,73 -0,22
4 | PMTB 6,50 4,27 -0,16 2,82 3,44
5 | Perubahan Inventori - - - - -
6 | Net Ekspor - - - - -
Total 5,17 5,28 -0,44 2,87 4,46

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Pengeluaran 201 7-
2021, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

5.

PDRB Per Kapita
PDRB per

kapita merupakan gambaran dari

rata-rata

pendapatan yang mungkin diterima oleh setiap penduduk selama
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satu tahun di suatu daerah sebagai hasil dari proses produksi.
Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat
kesejahteraan penduduk semakin meningkat. Indikator PDRB per
kapita untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu
daerah, walaupun ukuran ini belum menunjukkan tingkat
kesejahteraan riil masyarakat di daerah tersebut. Hal ini
dikarenakan nilai tambah bruto sebagai pembentuk nilai PDRB dari
kegiatan sektor ekonomi disuatu daerah belum tentu dinikmati oleh
seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik
ADHB maupun ADHK dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB dan PNB
per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK
berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita

penduduk.

Tabel 2. 41 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai (Ribu Rupiah)

ADHB ADHK
TAHUN
Nilai Pertumbuhan (%) Nilai Pertumbuhan (%)

2018 42.294,27 7,59 29.972,08 4,88

2019 45.359,55 7,25 31.462,55 4,97

2020 43.601,24 2,07 29.433,59 - 0,65

2021* 45.944,66 5,37 30.001,45 1,92
2022** 50.176,78 9,21 31.061,57 3,53

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

PDRB Per Kapita Kabupaten Serdang Bedagai mengalami
peningkatan dari tahun 2018 sampai 2019 baik PDRB per kapita
ADHB maupun PDRB per kapita ADHK. Di tahun 2018, PDRB per
kapita ADHB sebesar Rp.42.294.270 meningkat menjadi Rp.
45.359.550 pada tahun 2019.

Sementara itu, jika dlihat pada tahun 2020, PDRB per kapita

ADHB maupun ADHK mengalami kontraksi (menurun) dimana

T
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nilainya lebih rendah dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan
oleh terjadinya pandemi Covid-19 dan berdampak pada rendahnya
pertumbuhan PDRB per kapita dimana PDRB ADHB tumbuh
sebesar 2,07% dan ADHK tumbuh (0,65%).

Pada tahun 2021-2022, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten
Serdang Bedagai mengalami peningkatan kembali dari
Rp.45.944.660 di tahun 2021 menjadi Rp.50.176.780 di tahun
2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,21%. Peningkatan
pertumbuhan ini karena penanganan dampak Pandemi Covid-19
yang berlangsung selama tahun 2020 berjalan dengan baik.

PDRB Per Kapita ADHB tahun 2022 sebesar Rp. 50.176.780
menggambarkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata pendapatan
yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten Serdang
Bedagai mencapai Rp. 50.176.780 atau Rp. 4.181.398 per bulan.

Jika dilihat dari perhitungan PDRB per kapita ADHK, yaitu
dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka
pada periode 2018-2022 terjadi peningkatan yang relatif stabil,
kecuali di tahun 2020, PDRB per kapita ADHK mengalami kontraksi
dimana nilainya lebih rendah dari tahun 2019 yang sangat
dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang berlangsung
selama tahun 2020.

PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Serdang Bedagai tahun
2021-2022 mengalami peningkatan kembali dari Rp.30.001,45 ribu
di tahun 2021 menjadi Rp.31.061,57 ribu di tahun 2022 dengan
pertumbuhan 3,53%. Kenaikan PDRB Per Kapita ADHK ini
dibandingkan tahun 2020 karena penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik.

Data perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
Gambar 2.13 berikut ini.
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Gambar 2. 13 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Tahun
2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai (ribu rupiah)
Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai menurut Lapangan Usaha 201 8-
2022, BPS Kab.Serdang Bedagai
Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
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Gambar 2. 14 Perbandingan PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Serdang
Bedagai dan Kabupaten/Kota di Prov Sumatera Utara Tahun 2022 (ribu rp)
Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS
Kab.Serdang Bedagai

Pada tahun 2022, PDRB per kapita Kabupaten Serdang
Bedagai sebesar Rp.50.176,78 ribu, jika dibandingkan dengan
Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara maka PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Serdang Bedagai

N
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masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan berada
diurutan ke-15 terbesar setelah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten
Serdang Bedagai relatif masih rendah.

Berikut disajikan data perbandingan PDRB Per Kapita ADHB
dan ADHK Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
sebagaimana dapat dilhat pada Gambar 2.14 dan Gambar 2.15.
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Gambar 2. 15 Perbandingan PDRB Per kapita ADHK Kabupaten Serdang
Bedagai dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (ribu rupiah)
Sumber: Kab Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai.

6. Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja
tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau
mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari
inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat
yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat
terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam
mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan sampel untuk

melihat laju inflasi di Sumatera Utara sehingga data inflasi di

g -
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Kabupaten Serdang Bedagai tidak tersedia. Untuk melihat laju
inflasi di Sumatera Utara terdapat 5 kota IHK yang dipilih sebagai
sampel yaitu Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar dan
Padangsidempuan dan Gunung Sitoli. Laju inflasi di 5 kota THK
tersebut akan mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten Serdang
Bedagai. Berdasarkan kedekatan lokasi dan kesamaan
karakteristik wilayah, maka laju inflasi Kabupaten Serdang Bedagai
dipersamakan dengan laju inflasi Kota Medan.

Pada Desember 2022 perkembangan harga berbagai komoditas
di lima kota IHK Sumatera Utara secara umum menunjukkan
adanya kenaikan. Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year
(yoy) gabungan lima kota di Sumatera Utara dengan tingkat inflasi
sebesar 6,12 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 106,26 pada Desember 2021 menjadi 112,77 pada
Desember 2022. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi
tahun 2021 sebesar 1,71 persen dan lebih tinggi dari inflasi
nasional sebesar 5,51 persen.

Laju inflasi tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara cukup
tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dari 1,71 persen
meningkat menjadi 6,12 persen di tahun 2022. Laju inflasi tertinggi
terjadi di Kota Sibolga dengan capaian 6,43 persen dengan IHK
sebesar 115,10, diikuti oleh Kota Padangsidempuan 6,40 persen
dengan IHK 115,64, Kota Pematangsiantar 6,16 persen dengan IHK
114,43, Kota Medan 6,10 persen dengan IHK 112,38 dan yang
terendah Kota Gunungsitoli 5,74 persen dengan IHK 114,65.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada Desember
2022, antara lain bensin, angkutan udara, beras, rokok kretek filter,
angkutan dalam kota, ikan dencis, dan tomat

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan
oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,35 persen;

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,66 persen; kelompok
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perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar
1,49; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin
rumah tangga sebesar 5,29 persen; kelompok kesehatan sebesar
1,91 persen; kelompok transportasi sebesar 18,73 persen; kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen;
kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,05 persen;
kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan
makanan dan minuman/restoran sebesar 4,09 persen; dan
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,12 persen.

Perkembangan laju inflasi di lima kota IHK Provinsi Sumatera

Utara tahun 2018-2022 dapat di lihat pada Tabel 2.42 di bawah ini

Tabel 2. 42 Inflasi Rata-Rata Tahun 2018-2022 (persen) Nasional, Provinsi
Sumatera Utara dan Lima Kota IHK
di Provinsi Sumatera Utara

2021 2022
Kota Inflasi 2018 | 2019 | 2020 Inflasi IHK Des Inflasi IHK Des
2021 2022

Sibolga 2,86 | 2,58 | 2,42 1,86 108,15 6,43 115,10
Medan 1,00 | 2,43 1,76 1,70 105,92 6,10 112,38
Padangsidempuan | 2,22 2,15 3,27 1,49 108,68 6,40 115,64
Pematangsiantar 2,15 1,54 2,78 2,12 107,79 6,16 114,43
Gunung Sitoli - - 5,32 0,54 108,43 5,74 114,65
Sumatera Utara 1,23 | 2,33 1,96 1,71 106,26 6,12 112,77
Nasional 3,13 2,72 1,68 1,87 - 5,51 -

Sumber: Berita Resmi Statistik 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengendalian Inflasi
daerah telah melakukan upaya pemerintah daerah dalam

pengendalian inflasi pangan diantaranya :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai
nomor 10/18.4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023.

2. Melakukan rapat teknis Tim Pegendali Inflasi Daerah

sebanyak 14 (empat belas) kali, hal ini untuk menyikapi isu
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isu yang berkembang sebagai langkah  konkrit
pengendalian inflasi.

3. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan
tersedia, menjaga pasokan bahan pokok, melaksanakan
operasi pasar murah bersama dinas terkait sebanyak 12
(dua belas) kali, hal ini dilakukan untuk meningkatkan
daya beli Masyarakat sebagai langkah konkrit dalam
mengatasi kenaikan harga pangan.

4. Melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak
menahan barang sebanyak 3 (tiga) kali bersama satgas
pangan beserta OPD lainnya ke Pasar Rakyat hal ini
dilakukan dalam upaya untuk memastikan ketersediaan
bahan pangan menjelang hari keagamaan.

S. Melakukan sidak pendistribusian Gas Lpg 3 Kg untuk
memastikan ketersediaan barang Gas Lpg 3 Kg.
berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi sebanyak
6 (enam) kali untuk kelancaran pasokan serta
merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan

pengendalian inflasi.

Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama Organisasi Perangkat
Daerah teknis telah merealisasikan program kegiatan dalam rangka
pengendalian inflasi. Adapun progam kegiatan yang telah

direalisasikan dalam rangka pengendalian inflasi salah satunya

adalah:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap dan program
pengelolaan perikanan budidaya. Melalui program ini
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan
bantuan kepada 26 Pokdatan dari 8 Kecamatan berupa
benih Ikan, benur udang dan pakan serta memberikan
bantuan mesin kapal beserta kelengkapannya kepada

kelompok Nelayan. Hal ini dilakukan dengan harapan
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bantuan ini mampu meningkatkan taraf hidup keluarga
sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat di

Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga melakukan
perjanjian kerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara tentang pengembangan klaster padi di
Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun Kerjasama ini bertujuan
untuk pengembangan komoditas ekonomi yang mendukung
pengendalian inflasi yaitu pengembangan
komoditas/produk/jasa/usaha (KPJU) unggulan daerah dengan
pendekatan pengembangan komoditas ekonomi dalam rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

7. Rasio Gini

Gini Rasio atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum
untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan
seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di
antara populasi. Indek Gini memiliki kisaran O sampai 1. Nilai O
menunjukkan distribusi yang sangat merata/sempurna yaitu setiap
orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama
persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna
yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak
memiliki apa-apa.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang
paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada
kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang
membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya
pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili

persentase kumulatif penduduk.
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Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan
menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-

Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

Nilai Gini Ratio (GR) Kategori
<04 Ketimpangan Rendah
0,4<GR<0,5 Ketimpangan Sedang
> 0,5 Ketimpangan Tinggi

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai selama
S (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan rendah
(< 0,4). Pada tahun 2018, Gini Rasio sebesar 0,283 sedangkan pada
tahun 2019 turun menjadi 0,257 dan naik kembali hingga 0,262 di
tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 0,229
sedangkan kondisi 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi
0,240.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai tahun

2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.16 berikut ini.

Gini Ratio 2018-2022
0.3
0.257 0.262

0.2 0.229 0.240
0.15
0.1
0.05
0

2018 2019 2020 2021 2022

=@=Gini Ratio 2018-2022

Gambar 2. 16 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2018-2022

Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber:: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2023
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Pada Tahun 2022, jika dibandingkan dengan Provinsi
Sumatera Utara dan Nasional, Gini Ratio Kabupaten Serdang
Bedagai lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara
sebesar 0,326 dan Gini Ratio Nasional sebesar 0,381. Jika
dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,
Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai berada pada urutan ke-9
terendah setelah Kabupaten Nias Utara. Hal ini dapat diartikan
bahwa ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat Serdang
Bedagai lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat Provinsi
Sumatera Utara dan Nasional.

Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.17

berikut ini.
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Gambar 2. 17 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022
Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov Sumatera Utara, 2023

8. Nilai Investasi
Dalam teori ekonomi, investasi merupakan pembelian modal

atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan
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untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa
di masa akan datang.

Pertumbuhan investasi akan berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan pengangguran dan
kemiskinan. Menurunnya pengangguran akan berbanding lurus
terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi
merupakan penggerak utama dalam penurunan kemiskinan. Oleh
karena itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai harus
melakukan  berbagai kebijakan yang Dbertujuan untuk
meningkatkan masuknya investasi.

Tabel 2. 43 Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2017-2022

Indikator 2018 | 2019 2020 2021 2022
Nilai Investasi (Rp Triliun) 0,58 0,70 0,33 0,417 0,472
Sumber : Dinas PMP2TSP Kabupaten Serdang Bedagai, 2022

9. Opini BPK Terhadap LKPD

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk
memberikan pandapat/opini atas kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel 2. 44 Opini BPK Terhadap LKPD Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

) Tahun
Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Opini BPK terhadap LKPD WTP WTP WTP WTP WTP

Sumber: BPKAD Kab. Serdang Bedagai 2023

Berdasarkan Tabel 2.44, perkembangan opini BPK terhadap
LKPD Kabupaten Serdang Bedagai terus membaik dan selama

empat tahun berturut-turut sejak tahun 2018-2022 dengan opini
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WTP (Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified opinion) yang berarti
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah
memenuhi kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak
ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan atau
secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara

wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
1. Angka Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang
dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu
memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya
(BPS). Untuk melihat kemiskinan di suatu daerah ada beberapa
indikator diantaranya adalah jumlah dan persentase penduduk
miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di
pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang
diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan (GK) merupakan
penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis
kemiskinan non makanan (GKNM) (GK=GKM+GKNM). Penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah
garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selama tahun 2018-2022, persentase penduduk miskin di
Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan dari 8,22%
(50.490 jiwa) di tahun 2018 menurun menjadi 7,82% (48.220 jiwa)
di tahun 2022.

Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin mengalami
penurunan menjadi 7,90% dan pada tahun 2020-2021 mengalami

peningkatan menjadi 7,97% dan 8,30% yang dipengaruhi oleh
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dampak Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 sampai
2021. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mengalami
penurunan menjadi 7,82% atau turun sebesar 0,48% bila
dibandingkan dengan tahun 2021.

Perkembangan garis kemiskinan, jumlah dan persentase
penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2018-
2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.45 di bawah ini.

Tabel 2. 45 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Tahun Garis Kemiskinan (rp per Penduduk Miskin
kapita/bulan) Jumlah | Persentase
2018 361.623 50.490 8,22
2019 382.283 48.690 7,90
2020 416.991 49.180 7,97
2021 448.372 51,157 8,30
2022 478.072 48.220 7,82%

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
Sumber: *) Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS

2022

51,500 51,157 - 8.4
51,000 - 8.3

50,490
50,500 8.22 - 8.2
50,000 81
49,500 49,180 8
49,000 48,69n 7.97

= 7.90 - 79
48,500 48,220
= 7.82 |

48,000 7.8
47,500 77
47,000 - 7.6
46,500 - 75

2018 2019 2020 2021 2022

mm Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) e Tingkat Kemiskinan (%)

Gambar 2. 18 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
Sumber: *) Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS
2022
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Disamping itu, jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera
Utara, Nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara,
maka Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai masih
lebih kecil. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai
tahun 2022 sebesar 7,82% lebih rendah dari Provinsi Sumatera
Utara sebesar 8,42% dan Nasional sebesar 9,57% serta berada pada
urutan ke-4 terkecil setelah Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai
dan Kota Padangsidempuan. Hal ini membuktikan bahwa
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin.

Berikut disajikan perbandingan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nasional, Provinsi Sumatera
Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut ini.
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Gambar 2. 19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Serdang
Bedagai dengan Kabupaten/Kota di Prov Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2022
Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

Penurunan jumlah penduduk miskin ini selaras dengan
peningkatan Garis kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai.
PadaTahun 2018 Garis Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai

mencapai Rp.361.623,- per kapita/bulan, kemudian meningkat
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menjadi Rp. 382.283,- pada tahun 2019. Tahun 2020-2022 terus
mengalami peningkatan dari Rp. 416.991 meningkat menjadi Rp.
478.072 per kapita/bulan di tahun 2022.

Disamping itu, jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera
Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka Garis
Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai berada dibawah
Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.561.004 per kapita/bulan dan
Nasional sebesar Rp.535.547 per kapita/bulan dan berada pada
urutan ke-13 terbesar dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara.

Berikut disajikan perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten
Serdang Bedagai dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

sebagaimana pada Gambar 2.20.
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Gambar 2. 20 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai
dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2022
Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)
merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin
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tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk
dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di
antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin
tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2), terjadi peningkatan dari tahun
sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,87
meningkat menjadi 1,11 pada tahun 2022. Begitu juga Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,13 meningkat menjadi 0,24 pada
tahun 2022.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Serdang Bedagai 2018-
2022 dapat dilihat pada Gambar 2.21 sebagai berikut.

1.40 1.32
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40 0.22 031 0.20 ois 0.24
0.20 ’
0.00
2018 2019 2020 2021 2022
=8 |ndeks Kedalaman (P1) =8 |ndeks Keparahan (P2)

Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang
Bedagai
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan
Nasional, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Serdang
Bedagai pada tahun 2022 sebesar 1,11% lebih rendah

dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,41% dan Nasional
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sebesar 1,56%. Demikian juga dengan indeks keparahan
kemiskinan (P2) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebesar
0,24% lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar

0,34% dan Nasional sebesar 0,38%.

Tabel 2. 46 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
di Kbaupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Jumlah Persentase Garis
Kabupaten/ | Penduduk Penduduk P1 | P2 Kemiskinan
Provinsi Miskin Miskin (Rp/Kap/bulan)
(000) pITEp
Serdang 48,22 7,82 1,11 | 0,24 478.072
Bedagai
Sumatera 1.268,19 8,42 1,41 | 0,34 561.004
Utara
Nasional 26.360,00 9,57 1,56 | 0,38 535.547

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023,BPS Kab.Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023,BPSProv. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2023, BPS Nasional

2. Kemiskinan Ekstrem

Menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
32 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dijelaskan bahwa
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam
memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum
bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan
akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi
juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah
penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power
Parity), atau setara dengan Rpl0.739/orang/hari atau
Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana
apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2

anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di
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bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut
termasuk kategori miskin ekstrem.

Penduduk Miskin, rentan keluar masuk dalam kemiskinan
esktrem, dalam kondisi ideal, memperkecil tingkat kedalaman
kemiskinan dapat menekan kondisi kemiskinan ekstrem. Untuk
memperkecil kedalaman kemiskinan dapat dilakukan melalui
program intervensi kepada sasaran yang berada dalam desil 1 data
P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Perkembangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Kabupaten Serdang Bedagai dapat dijelaskan dalam Tabel 2.47
berikut:

Tabel 2. 47 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Persentase Kemiskinan Ekstrem di
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Tahun 2020 2021 2022
PO 7,79 8,3 7,83
P1 0,98 0,87 1,11
P2 0,2 0,12 0,24
KE 0 0 0,92

Sumber: BPS Kab. Serdang Bedagai
Ket.
PO = Angka kemiskinan
P1 = Kedalaman kemiskinan
P2 = Keparahan kemiskinan
KE = Kemiskinan ekstrem

Jika melihat tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun
2022 Angka kemiskinan (PO) menurun namun Kedalaman
kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) meningkat, hal ini
menggambarkan bahwa penduduk yang masih miskin kondisinya
semakin miskin dan semakin parah. Sejalan dengan itu kemiskinan
ekstrem (KE) mengalami peningkatan pada tahun 2022. Oleh sebab
itu pemerintah derah harus menyusun strategi, program dan
kegiatan yang tepat untuk mempemperkecil kedalaman kemiskinan

dan keparahan kemiskinan.
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Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban untuk:

1) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
di wilayah kabupaten;

2) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem
berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang
dibuktikan dengan Dberita acara musyawarah desa/
kelurahan;

3) Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta
mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima
dengan nama dan alamat (by name by address);

4) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima
manfaat; dan

5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3

(tiga) bulan sekali.

Pemerintah telah menetapkan bahwa data Pensasaran
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bersumber
dari hasil Pendataan Keluarga (PK)-BKKBN tahun 2021 dan
Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022, data P3KE ini
sudah dilakukan harmonisasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS), dan sudah diharmonisasikan dengan OM-SPAN
(Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara) milik
Kementerian Keuangan, yang merupakan aplikasi untuk pelaporan
penyerapan Dana Desa, dan sudah diharmonisasikan dengan data

SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kemendagri.

II-94

T




Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memperoleh
data P3KE yang berisi 30% penduduk dengan tingkat kesejahteraan
terendah berdasarkan nasional. Berisi data (miskin ekstrem, miskin
dan rentan miskin) sudah by name by address dan by NIK. Data
P3KE Serdang Bedagai berisi 30% Penduduk dengan tingkat
kesejahteraan terendah, terdapat 55.080 keluarga terdiri dari
243.441 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Desil 1, penduduk dengan kesejahteraan 10% paling rendah,
terdapat 11.462 keluarga terdiri dari 59.153 jiwa;

Desil 2, penduduk dengan kesejahteraan 11-20 % paling rendah,
terapat 20.703 keluarga terdiri dari 92.732 jiwa;

Desil 3, penduduk dengan kesejahteraan 21-30 % paling rendah,
terdapat 22.915 keluarga terdiri dari 91.556 jiwa;

Untuk mengetahui sebaran data P3KE dapat dijelaskan adalam
tabel berikut:

Tabel 2. 48 Sebaran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem (P3KE) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

Jumlah Keluarga Jumlah Individu/Jiwa
No. Kecamatan Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 K;:;ar!_qa Desil 1 | Desil2 | Desil3| di‘fig‘j'ﬁwa
1| PANTAI CERMIN 618 | 1197 | 1360 | 3475 | 3149 | 5419 | 5531 14,099
2 | PERBAUNGAN 08 | 2002 | 2741 | 5761 | 4683 | 9317 | 11204 |  25.204
3 | TELUKMENGKUDU | 1051 | 1770 | 1821 | 4642 | 5563 | 8.067 | 7.256 20.886
4 | SEIRAMPAH 1040 | 2222 | 2645 | 5907 | 5356 | 9866 | 10.683 |  25.905
5 | TANJUNGBERINGIN | 1821 | 2278 | 1831 | 5930 | 9503 | 9.975 | 6.961 26.439
6 | BANDARKHALIPAH | 1055 | 1127 | 900 | 3082 | 5554 | 5108 | 3.59% 14.258
7 | DOLOK MERAWAN 317 | 681 | 859 | 1857 | 1577 | 283 | 3341 7.752
8 | SPISPIS 818 | 1438 | 1433 | 3689 | 4103 | 6357 | 5620 16.080
9 | DOLOK MASHUL 764 | 1671 | 1869 | 4304 | 3931 | 7521 | 7411 18.863
10 | KOTARIH 207 | 38 | 406 | 997 | 1077 | 1765 | 1645 4.487
11 | SILINDA 214 | 361 | 386 | 961 | 1089 | 1709 | 1631 4429
12 | SERBA JADI 450 | 78 | 753 | 1921 | 2173 | 3001 | 2774 7.948
13 | TEBING TINGGI 547 | 980 | 1349 | 2876 | 2700 | 4298 | 5324 12.331
14 | PEGAJAHAN 237 | 927 | 1266 | 2430 | 1216 | 4223 | 5138 10.577
15 | SEIBAMBAN 687 | 1263 | 1397 | 3347 | 3820 | 6104 | 5906 15.830
16 | TEBING SYAHBANDAR | 540 | 1075 | 1271 | 2886 | 2819 | 485 | 5034 12.707
17 | BIANTANG BAYU 168 | 519 | 628 | 1315 | 831 | 2314 | 2501 5.646
TOTAL 11462 | 20703 | 22015 | 55080 | 59.153 | 92.732 | 91556 |  243.441

Sumber: BPS Kabupaten Serdang Bedagai
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Umumnya, penduduk miskin ekstrem berada di desil 1 sesuai
persentase kemiskinan ekstrem dan jumlah penduduk miskin
ekstrem. Persentase Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Serdang
Bedagai berada di angka 0,92 % atau 5.640 jiwa. Untuk itu
Pemerintah  Kabupaten  Serdang Bedagai harus  dapat
mengidentifikasi sasaran yang tepat sehingga intervensi program
dapat dengan efektif mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dalam
dokumen RPKD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025
terdapat 6 (enam) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin,
Ini merupakan strategi nasional yang diakomodir menjadi
strategi daerah, strategi ini dianggap cukup sesuai dalam
upaya penanggulangan kemiskinan. Nasional melalui
mekanisme APBN telah menggulirkan berbagai program
dalam rangka mengurangi beban masyarakat, meskipun kita
sadari bahwa bukan hanya msayarakat miskin yang menjadi
sasaran namun juga termasuk kelompok masyarakat rentan
miskin dan hampir miskin. Setidaknya 40% dari lapisan
masyarakat dengan kesejahteraan terendah telah menerima
program pemerintah pusat ini. Program tersebut berupa:
Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia
Pintar dan Program Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

2. Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat
Miskin,
Strategi seperti ini merupakan strategi nasional yang
disambut dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai, salah satunya adalah dengan peningkatan SDM
petani, pelaku UMKM dan para pencari kerja termasuk bagi

kelompok marginal dan penyandang cacat. Program
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pendidikan dan pelatihan harus dirumuskan sedemikian
rupa agar lebih efektif dan bermanfaat.

3. Pengembangan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Ekonomi
Mikro dan Kecil,

Untuk menopang perekonomian kerakyatan salah satu sector
yang cukup potensial di Indonesia khususnya di Kabupaten
Serdang Bedagai adalah sector UMKM. Sector ini terbukti
cukup kuat untuk bertahan menghadapi beberapa kali
moneter, namun ketika hantaman pandemic covid-19
seluruh sector mengalami kemunduran termasuk sector
UMKM.

Disamping itu kemajuan teknologi menjadi peluang dan
tantangan untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Serdang
Bedagai. Dengan melihat potensi dan kondisi pemerintah
daerah dapat mendorong adanya program pengembangan
industry agro, pengembangan industry kreatif,
perkembangan kewirausahaan, pembinaan dan
pengembangan BUMDes serta sertifikasi produk.

4. Peningkatan Kualitas Data Penanggulangan Kemiskinan
Agar kinerja penanggukangan kemiskinan dapat terukur dan
tepat sasaran maka pemanfaatan data terpadu merupakan
sebuah keniscayaan. Disamping itu peningkatan kualitas
data terpadu tersebut harus terus diupayakan. Pemerintah
melalui kementerian sosial telah menyediakan wadah untuk
kebutuhan data terpadu tersebut yaitu yang disebut dengan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam perjalanannya proses pemutakhiran basis data
terpadu tersebut mengalami beberapa perubahan system
dengan harapan data yang disajikan dapat berkualitas

sehingga dapat lebih tepat sasaran.
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S. Pengembangan Basis Data Kemiskinan Lokal,

Melihat dari permasalahan yang ada Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai harus memiliki jalan keluar terhadap
permasalahan yang krusial yaitu tidak terlayaninya
penduduk miskin yang dikarenakan hal-hal teknis tertentu,
misalnya keterbatasan kuota dari program nasional,
kepemilikan NIK yang masih bermasalah dan lain sebagainya.
Untuk menjawab permasalahan di atas Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai harus membangun dan memiliki
Data Terpadu khusus bagi masyarakat miskin yang tidak
tertampung, atau tidak tertampung sementara di DTKS agar
tetap dapat menerima layanan dari APBD maupun
mendapatkan fasilitasi agar masuk ke dalam DTKS.

Dengan menerapkan indikator kemiskinan daerah,
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat membangun
basis data kemiskinan lokal dengan mempersiapkan segala
konsekuensinya seperti: Pengalokasian anggaran untuk
pendataan, updating data dan pelaksanaan program yang
terkait dengan kebijakan lokal daerah.

6. Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan harus disinergikan
dengan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya di
level pemerintah daerah namun juga di level pemerintah
atasan serta yang tidak dapat dilupakan adalah peran serta
masyarakat, seperti pihak swasta, pengusaha maupun
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang
kemanusiaan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah
melakukan koordinasi terkait sinergitas penanggulangan
kemiskinan dengan memberdayakan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sudah

terbentuk sampai tingkat desa. Selain itu juga telah dibentuk

T
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Forum Tangung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
(TUSLP) yang memfasilitasi pembangunan pengentasan
kemiskinan melalui mekanisme CSR.

Setiap program dan kegiatan yang bertujuan untuk
mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan
masyarakat miskin harus terorganisir dan terpadu agar

pengentasan kemiskinan dapat diukur dan tepat sasaran.

Secara nasional terdapat 3 strategi penghapusan kemiskinan
ekstrem sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
32 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu:

1. Mengurangi beban
2. Meningkatkan pendapatan

3. Menurunkan jumlah kantong kemiskinan

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan
yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur
panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (United
Nations Development Programme-UNDP). Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). Selain itu IPM juga merupakan salah satu
indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan
asumsi makro di DPR-RI serta digunakan sebagai salah satu
alokator dalam penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu
Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan
keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah,
jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks

kemahalan konstruksi.
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Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index
(HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang
dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun
kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup
masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran
kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan
suatu daerah dilihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan, yaitu
(1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan/tingkat
pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur panjang
dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH)
Saat Lahir untuk mengukur peluang hidup yang mewakili capaian
pembangunan bidang kesehatan. Dimensi pengetahuan diwakili
oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan yang
mewakili capaian pembangunan bidang pendidikan. Sedangkan
dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-
rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan untuk mengukur
akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di
kabupaten/kota, dibedakan 4 kriteria yaitu:

Nilai IPM Status IPM
< 60 Rendah
60 < IPM < 70 Sedang
70 < IPM < 80 Tinggi
2 80 Sangat Tinggi

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di
Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2018-2022 terus
mengalami peningkatan dan telah mencapai status IPM Tinggi. Pada
Tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai adalah
sebesar 69,69 dan terus meningkat menjadi 71,21 Tahun 2022
tumbuh 0,92 persen (meningkat 0,65 poin) dibandingkan capaian
IPM 2021 sebesar 70,56.
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Dengan nilai IPM sebesar 71,21 tahun 2022 maka Kabupaten
Serdang Bedagai berada pada posisi status pembangunan manusia
kategori “tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang
telah dilaksanakan telah berhasil namun harus lebih ditingkatkan
pada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang
lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

71.5 71.21

71 70.56
70.5 70.21 70.24

70 69.69
69.5
69

68.5

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 2. 22 Perkembangan IPM Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

Indikator pembentuk IPM Kabupaten Serdang Bedagai meliputi
Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata
Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, mengalami
kenaikan dalam kurun waktu 2018-2022.

Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Serdang Bedagai
pada tahun 2022 yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 68,82
tahun, kemudian Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling)
sebesar 8,69 tahun, Harapan Lama Sekolah (Expected Years of
Schooling) sebesar 12,61 tahun, dan Pengeluaran Per kapita
Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP)
sebesar Rp.11.017,- (ribu rupiah).

Pada tahun 2022, umur harapan hidup saat lahir sebesar
69,21 tahun yang berarti di Serdang Bedagai rata-rata bayi yang
lahir tahun 2022 dapat bertahan hidup hingga usia 69,21 tahun.

Rata-rata lama sekolah mencapai 8,71 tahun yang berarti secara
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rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas Serdang Bedagai telah
menempuh pendidikan hingga 8,71 tahun atau setara dengan
mencapai SMP kelas Il dan III. Sementara harapan lama sekolah
mencapai 12,63 tahun yang berarti anak berusia 7 tahun Serdang
Bedagai yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu
bersekolah hingga 12,63 tahun atau mencapai SMA kelas III atau
Diploma I. Pengeluaran per kapita sebesar Rp.11.499.000 per
orang/ tahun yang berarti pengeluaran per orang masyarakat
Serdang Bedagai untuk konsumsi selama setahun sebesar
Rp.11.499.000.

Tabel 2. 49 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

| | | |

Umur Harapan Hidup (Tahun) 68,08 | 68,46 | 68,68 | 68,82 69,21

Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,57 12,59 12,60 12,61 12,63
Rata-rata Lama Sekolah 851 8,53 8,54 8,60 871

(Tahun)

Pengeluaran Per kapita/Daya

Beli (Rp.000,-) (Rp/Orang/Tahun)

10.737 | 11.061 | 10.950 | 11.017 | 11.499

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
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Gambar 2. 23 Perbandingan IPM Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2022
Sumber: Kab Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Prov. Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara
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Berdasarkan posisi IPM tahun 2022 dengan kabupaten/kota
di Sumatera Utara, capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai
sebesar 71,21 menunjukkan berada pada peringkat ke-18 dari 33
kabupaten/kota di Sumatera Utara dan lebih rendah dari IPM
Kabupaten Deli Serdang sebesar 76,19, Kota Tebing Tinggi sebesar
76,17 dan Kabupaten Simalungun sebesar 73,77 serta IPM Provinsi
Sumatera Utara sebesar 72,71 serta Nasional sebesar 72,91

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.23 berikut ini.

4. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk
meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah
satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang
dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah
Indeks Pendidikan.

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu
daerah tergantung dari komponen pembentuknya. Semakin tinggi
nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM dan
begitu juga sebaliknya.

Komponen yang membentuk indeks pendidikan adalah Rata-
rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
Semakin tinggi nilai RLS dan HLS maka semakin tinggi pula indeks
pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang
digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang (BPS).

Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 50 Perkembangan Indeks Pendidikan Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Harapan Lama Sekolah
(Tahun)

Rata-rata Lama Sekolah
Tahun

12,57 12,59 12,60 12,61 12,63

8,51 8,53 8,54 8,69 8,71

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Berdasarkan Tabel 2.50 Perkembangan indeks pendidikan
selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun
namun pertumbuhannya kecil setiap tahun. Hal ini disebabkan
oleh kecilnya rata-rata pertumbuhan HLS sebesar 0,12% per tahun
dan RLS tumbuh rata-rata 0,58% per tahun, oleh karena perlu
menjadi perhatian untuk meningkatkan pertumbuhan angka HLS
dan RLS.

Perkembangan Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah dan
Rata-rata Lama Sekolah selama tahun 2018-2022 dapat dilihat
pada Gambar 2.24.

HLS, RLS dan Indeks Pendidikan 2022
14 0.642
12.57 12.59 12.60 12.61 12.63 ¢ 210
12 0.64
10 8.51 8.53 8.71 0.638
8 0.636
6 0.6341 0.634
0.6328
4 0.632
2 0.63
0 0.628
2018 2019 2020 2021 2022
I HLS B RLS =Indeks Pendidikan

Gambar 2. 24 Perkembangan Indeks Pendidikan, HLS dan RLS

Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
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Pada tahun 2022, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten
Serdang Bedagai mencapai 8,71 tahun. Jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera
Utara dan Nasional, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Serdang
Bedagai berada di bawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,71
tahun dan di atas Nasional sebesar 8,69 tahun serta berada di
urutan ke-9 terkecil dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera
Utara.

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Serdang
Bedagai dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat
dilihat pada Gambar 2.25.
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Gambar 2. 25 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Serdang
Bedagai dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Nasional
Tahun 2022
Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Prov. Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

Sedangkan perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebesar 12,63 tahun
berada dibawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 13,31 tahun dan
Nasional sebesar 13,10 tahun dan diurutan ke-2 terkecil dari 33
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Perbandingan HLS

Kabupaten Serdang Bedagai dengan kabupaten/kota tetangga

.
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berada dibawah Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Batu Bara
dan Kota Tebing Tinggi.

Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Serdang
Bedagai dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat
dilihat pada Gambar 2.26.
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Gambar 2. 26 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Serdang
Bedagai dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Nasional
Tahun 2022
Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Prov. Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov.Sumatera Utara

Capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Serdang Bedagai yang masih lebih kecil/dibawah
kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara menyebabkan IPM
Kabupaten Serdang Bedagai juga masih di bawah Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi dan
Provinsi Sumatera Utara dan berada di atas Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai komponen
Indeks Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai lebih rendah
dibandingkan dengan indeks kesehatan dan lebih tinggi dari indeks
pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar indeks
pendidikan dapat meningkat di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor yang secara signifikan

.
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mempengaruhi indeks pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai
secara positif yaitu variable alokasi belanja pemerintah daerah
bidang pendidikan, pendapatan per kapita, angka partisipasi
sekolah SMP, angka partisipasi sekolah SMA, dan rasio murid guru
tingkat SD. Strategi untuk meningkatkan indeks pendidikan di
Kabupaten Serdang Bedagai melalui alokasi belanja pemerintah
daerah bidang pendidikan, yaitu: (a) pemerataan kuantitas tenaga
pendidik, (b) beasiswa siswa kurang mampu, (c) rehabilitasi ruang
kelas, (d) penambahan jumlah sekolah formal dan non formal, (e)
diklat/workshop wuntuk tenaga pendidik, (f) bantuan biaya

operasional pada sekolah non formal.

5. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan komponen yang menyusun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu
daerah tergantung dari komponen pembentuknya. Semakin tinggi
nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM dan
begitu juga sebaliknya.

Komponen yang membentuk Indeks kesehatan adalah Umur
Harapan Hidup waktu lahir. Ada 24 indikator kesehatan yang
memiliki nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan
tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi
balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus
dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi
pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental,
prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi
disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi
ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari,
akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes,
cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap,
cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio

bidan/desa. Atau dapat dikelompokkan menjadi 7 sub indeks yaitu
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: kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan,
perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular dan
kesehatan lingkungan. Perkembangan Indeks Kesehatan
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

Tabel 2. 51 Perkembangan Indeks Kesehatan Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Komponen Indeks Tahun
Kesehatan 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Umur Harapan Hidup 68,08 | 68,46 | 68,68 | 68,82 | 6921
(Tahun)
Indeks Kesehatan 0,7397 | 0,7455 | 0,7489 | 0,7511 | 0,7571

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov.
Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 2.51, Indeks Kesehatan Kabupaten
Serdang Bedagai terus mengalami peningkatan dari 0,7307 tahun
2018 meningkat menjadi 0,7571 di tahun 2022. Hal ini
menunjukan bahwa kualitas kesehatan masyarakat semakin
meningkat. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 69,21 tahun. Jika
dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, UHH di Kabupaten
Serdang Bedagai berada di bawah Provinsi Sumatera Utara sebesar
69,61 tahun dan di bawah Nasional sebesar 71,85 tahun serta
berada di urutan ke-13 terkecil dari 33 kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara.

Perbandingan UHH Kabupaten Serdang Bedagai dengan
kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera

Utara serta Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.27.
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Gambar 2. 27 Perbandingan UHH Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2022
Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
Prov. Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

6. Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran merupakan komponen yang menyusun
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu
daerah tergantung dari komponen pembentuknya. Semakin tinggi
nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM dan
begitu juga sebaliknya.

Komponen pembentuk  Indeks Pengeluaran adalah
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran per kapita
adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota
rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota
rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli
(BPS). Pengeluaran per Kapita dihitung menggunakan rata-rata
pengeluaran per Kapita konstan/riil yang disesuaikan dengan
paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok
makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang
akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin

tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

.
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Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah
satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk,
dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk
perubahan tingkat kesejahteraan. Perkembangan Indeks
Pengeluaran (Pengeluaran per Kapita) Kabupaten Serdang Bedagai

2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 52 Perkembangan Indeks Pengeluaran Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun

Komponen Indeks Pengeluaran
2018 2019 2020 2021 2022

Pengeluaran riil per Kapita

Disesuaikan /Daya Beli (Ribu 10.737 | 11.061 | 10.950 | 11.017 | 11.499
Rupiah) (Rp/Orang/Tahun)
Indeks Pengeluaran 0,3806 | 0,3933 | 0,3889 | 0,3915 | 0,4104

Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 2.52, perkembangan indeks pengeluaran
(Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan) terus mengalami
peningkatan dari 0,3806 tahun 2018 meningkat menjadi 0,4104 di
tahun 2022. Indeks Pengeluaran mengalami penurunan pada
tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 tetapi
di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali seiring dengan
menurunnya kasus Covid-19 dan pemulihan kondisi ekonomi.

Pada tahun 2022, Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan
Kabupaten Serdang Bedagai mencapai Rp.11,499.000. Jika
dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Pengeluaran riil per Kapita
Disesuaikan di Kabupaten Serdang Bedagai berada di atas Provinsi
Sumatera Utara sebesar Rp.10.848.000 dan di atas Nasional
sebesar Rp.11.480.000 serta berada di urutan ke-15 terbesar dari
33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Perbandingan Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan

Kabupaten Serdang Bedagai dengan kabupaten/kota di Provinsi
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Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat

dilihat pada Gambar 2.28.

Pengeluaranriil per Kapita Disesuaikan 2022
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Gambar 2. 28 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten
Serdang Bedagai dengan Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara,
Nasional Tahun 2022
Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai
Prov. Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase
jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Selama
tahun 2018-2022, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai
memperlihatkan angka yang meningkat. Pada tahun 2018, TPT
Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 5,10%, kemudian menurun
menjadi 4,37% di tahun 2019. Pada tahun 2020 meningkat kembali
menjadi 5,54% dan turun kembali di tahun 2021 menjadi 3,93%
serta mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 menjadi
4,98%.

Begitu juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dimana pada
tahun 2018 mencapai sebesar 68,28% meningkat menjadi 70,70%.
Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 69,82%
menurun menjadi 66,75%. Namun di tahun 2022 mengalami

peningkatan menjadi 67,59%.

.
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Pada tahun 2022, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai
mencapai 4,98% mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen dari
tahun sebelumnya 3,93%. TPAK mencapai 67,59% mengalami
peningkatan sebesar 0,84% menjadi 67,59%. Peningkatan angka
TPT dan TPAK sangat dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19
yang masih berlangsung selama tahun 2021 yang mengakibatkan
pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 2. 53 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Jenis Kegiatan Utama 2018 2019 2020 2021 2022
1. Angkatan Kerja 292.749 | 305.205 | 314.818 | 302.722 | 308.235

a. Bekerja 277.818 | 291.859 | 297.382 | 290.837 | 292.872

b. Penganggur 14.931 13.346 17.436 11.885 15.363
2. Bukan Angkatan Kerja 136.000 | 126.475 | 136.100 | 150.827 | 147.830
Jumlah 428.749 | 431.680 | 450.918 | 453.549 | 456.065
g;f:%g :Ir{t)iSipaSi Angkatan 68,28 | 70,70 | 69,82 | 66,75 | 67,59
’(I"I{B’%?at Pengangguran Terbuka 5,10 4,37 5,54 3,93 4,08

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS Serdang Bedagai

TPT DAN TPAK 2022
——TPT 2022 ~——TPAK 2022

80.00 68.28 70.70 69.82 66.75 67.59
70.00 O— —l— — - —n
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20.00
10.00 Sﬁ’ 4f7 5i4 3.93 4.j8
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Gambar 2. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS Serdang Bedagai

Pada tahun 2022, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar
4,98%. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT

Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,16% dan Nasional sebesar
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5,86% serta berada diurutan ke-15 terkecil dari 33 kabupaten /kota
di Provinsi Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota tetangga, lebih rendah dari Kabupaten
Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi dan
Kabupaten Deli Serdang.

Perbandingan TPT Kabupaten Serdang Bedagai dengan 33
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat

dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2. 30 Perbandingan TPT Kabupaten Serdang Bedagai dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2022
Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka, 2023, BPS Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2023, BPS Nasional

8. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak
akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak
lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki
keterlambatan dalam berpikir (Kementerian Kesehatan RI). Hal ini
karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya
asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan
sumber protein hewani.

Sejak tahun 2018 Kabupaten Serdang Bedagai telah

menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas
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pembangunan sebagaimana terdapat di dalam RPJMD 2016-2021
dan Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai lokus stunting
sejak tahun 2021. Hal ini dalam rangka mendukung program
nasional Stranas Percepatan Penurunan Stunting. Menindaklanjuti
kebijakan pemerintah pusat terkait Percepatan Penurunan
Stunting, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk
Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Bupati Nomor
207/18.22/2022 dan juga membentuk Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Kecamatan serta menyusun rencana aksi
konvergensi percepatan penurunan stunting berupa program,
kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan multisektor
sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 71
tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022-2026.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang
Bedagai dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),
perkembangan angka prevalensi stunting di Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang
fluktuatif. Pada tahun 2018, angka prevalensi stunting mencapai
12,68% meningkat menjadi 26,20% di tahun 2019-2020. Pada
tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 20% dan di tahun 2022
mengalami peningkatan kembali menjadi 21,10%. Posisi angka
prevalensi stungting tahun 2022 sebesar 21,10% menyebabkan
Kabupaten Serdang Bedagai berstatus ‘kuning” dimana di tahun
2021 berstatus “hijau”.

Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilahat pada Gambar 2.31

berikut ini.
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Gambar 2. 31 Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai, 2023 dan Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI) 2022, Kemenkes RI

Secara Nasional sejak tahun 2007-2022, tren balita stunting
mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 mengalami
penurunan sebesar 2,80% menjadi 21,60% bila dibandingkan
dengan tahun 2021 sebesar 24,40% dan pada tahun 2024
prevalensi stunting ditargetkan sebesar 14% (ditargetkan turun
3,8% per tahun) . Perkembangan prevalensi stunting tahun 2007-
2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 2. 32 Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Indonesia Tahun
2007-2022
Sumber : Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kemenkes RI

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun

2022, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara

.
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mencapai 21,10% mengalami penurunan sebesar 4,7% bila
dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 25,8% yang

menempatkan peringkat 19 terbanyak secara Nasional.
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Gambar 2. 33 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur)
Berdasarkan Provinsi di Indonesia, SSGI 2022
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kemenkes RI

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun
2022, angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara
mencapai 21,10% lebih rendah dari Nasional sebesar 21,60%.
Tercatat 5 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
berstatus “merah” yaitu memiliki prevalensi stunting di atas angka
30 persen, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang
Lawas, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sementara yang berstatus kuning atau yang memiliki
prevalensi stunting di kisaran 20 hingga 30 persen sebanyak 16
kabupaten/kota meliputi Kabupaten Humbang Hasudutan,
Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Padang
Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Dairi, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kota Tanjung Balai,

Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten
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Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kabupaten Labuhan Batu,
Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Sedangkan  yang  berstatus hijau yang  memiliki
prevalensi stunting di kisaran 10 hingga 20 persen mencakup 12
daerah. Keenamnya terdiri dari Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Nias

Utara, Kab. Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga,

Kab. Asahan, Kota Medan, Kab. Simalungun, Kota Gunung Sitoli,
Kab. Langkat, Kota Binjai dan Kota Tebing Tinggi.
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Gambar 2. 34 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur)
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utar, SSGI 2022
Sumber: Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kemenkes RI

9. Indeks Reformasi Birokrasi

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tantang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024, Reformasi Birokrasi merupakan
sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan
terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola
pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan.

Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi

T T
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pelaksanaan program-program pembangunan, semakin baik tata
kelola pemerintahan, semakin cepat pula perputaran roda
pembangunan.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah
terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta
bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program
Reformasi Birokrasi, yaitu : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel,
Birokrasi yang Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.
Tabel 2. 54 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serdang Bedagai Tahun

2018-2022
Uraian 2018 | 2019 2020 | 2021 2022
Nilai Indeks Reformasi 60 6436 | 5444 | 5512 | 56,68
Birokrasi
Kategori Predikat CcC B cC CcC CcC

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 adalah 56,68
atau kategori CC. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara yaitu sistem
merit, kualitas pelayanan publik, dan maturitas SPIP. Namun,
profesionalitas ASN, implementasi SPBE dan kualitas pengelolaan
arsip mengalami penurunan. Secara keseluruhan hasil antara
Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2022 mengalami
peningkatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu
meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan
budaya integritas, kinerja dan melayani, yaitu: menetapkan agen
perubahan secara masif, melakukan optimalisasi penerapan SPBE

yang terintegrasi, menetapkan peta proses bisnis pada seluruh

T
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Perangkat Daerah, melaksanakan asessment kepada seluruh
pegawai, mengintensifkan pembangunan Zona Integritas terutama
pada unit kerja layanan utama, melakukan evaluasi atas efektifitas
implementasi kebijakan penanganan gratfikasi, pengaduan
masyarakat, whistleblowing system dan benturan kepentingan dan
menyusun kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada

pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar.

10. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil akhir penilaian
AKIP memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat

sebagai berikut:

. Nilai .
No Kategori Angka Interpretasi
1 AA >90-100 Istimewa /Sangat Memuaskan
2 A >80-90 Memuaskan
3 BB >70-80 Sangat Baik
4 B >60-70 Baik, perlu sedikit perbaikan
5 cc ~50-60 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan
yang tidak mendasar
6 c >30-50 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan
perubahan yang sangat mendasar
Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan
7 D >0-30
dan perubahan yang sangat mendasar
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Perkembangan capaian Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 55 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai Evaluasi AKIP - 64,32 65,21 65,52 65,85
Kategori Predikat B B B B B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai
tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 65,85 dengan predikat “B”.
Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas
kinerja “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada
pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih
perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen
kinerja. Secara umum, Hasil evaluasi tahun 2022 lebih baik dari
tahun sebelumnya, namun tidak diperbandingkan dengan
sebelumnya karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun
2021 terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta
kriteria penilainnya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan
pada implementasi AKIP baik pada level pemerintah daerah
maupun level perangkat daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 dalam rangka
lebih mengefektifkan penerapan akuntabiltas kinerja, beberapa hal
yang perlu ditingkatkan yaitu: menyempurnakan rumusan sasaran
strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum
berorientasi hasil dan indikator belum SMART terutama pada
perangkat daerah  kluster pendukung dan  tambahan,
menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja
berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021,
memastikan IKU pada pemerintah daerah dan perangkat daerah
dilengkapi formula perhitungan tiap indikator, mengoptimalkan

aplikasi SIMBA sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja
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Bupati dan perangkat daerah, mendorong perangkat daerah untuk
melakukan pemantauan atas capaian kinerja, meningkatkan
kualitas laporan kinerja pada perangkat darah, menggunakan
informasi capaian kinerja pada lajoran kinerja sebagai dasar
penentuan target tahun selanjutnya, menyusun pedoman evaluasi
implementasi AKIP mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor
88 Tahun 2021, meningkatkan kualitas SDM Inspektorat,
mendorong perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil
evaluasi internal dan implementasi SAKIP yang dilakukan
Inspektorat dan mendorong penyusunan kebijakan reward and
punishment untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan
memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi

SAKIP capaian kinerjanya baik.

11. Maturitas SPIP

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, dalam
rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam Peraturan BPKP ini
juga diatur mengenai Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan
SPIP yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI)
dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Manajemen
Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas
penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter
penilaian pengelolaan risiko. Indeks Efektivitas Pengendalian
Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala
upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai
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atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan
SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, sedangkan Penilaian atas Maturitas
Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan
SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP dengan

interval skor tingkat maturitas SPIP sebagai berikut:

No Tingkat Maturitas Interval Skor
1 | Rintisan 1,00 < Skor < 2,00
2 | Berkembang 2,00 < Skor < 3,00
3 | Terdefenisi 3,00 < Skor < 4,00
4 | Terkelola dan Terukur 4,00 < Skor < 4,50
S | Optimum = 4,50

Perkembangan capaian Maturitas SPIP Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 56 Perkembangan Maturitas SPIP Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
2,70 2,70 3
(berkembang) | (berkembang) | (terdefenisi)
Sumber: Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022, Menpan RB dan BPKP

Maturitas SPIP - -
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12. Kapabilitas APIP

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, Kapabiltas APIP merupakan salah unsur untuk menilai
tingkat maturitas SPIP secara terintegrasi selain SPIP, MRI dan
IEPK.

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah  Daerah, pengertian
Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan
aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan
pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil
pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya
secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level

kapabilitas APIP terdiri dari Level 1 sd. Level 5 sebagai berikut:

Optimized (Level | APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas
5) pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian
efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan
Institutionalized APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi
(Level 4) organisasi K/L/D. Selain itu, hasil pengawasan APIP terkait tata

kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah
menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan
secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi K/L/D.

Delivered (Level | APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan
3) consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam
kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan
memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E,
peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan
tata kelola bagi organisasi K/L/D

Struktured (Level | APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi
2) dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas
pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar
minimal dan praktik profesional yang disyaratkan

Initial (Level 1) organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk
melakukan pengawasan intern. Kondisi tersebut menjadi
landasan bagi APIP untuk - 20 - melaksanakan aktivitas
pengawasan meskipun belum sepenuhnya didukung oleh
infrastruktur (SDM dan Praktik Profesional) yang memadai.
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Perkembangan capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 57 Perkembangan Kapabilitas APIP Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
2,70 2,70 3,00

(struktured) (struktured) | (delivered)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022, Menpan RB dan BPKP

Kapabilitas APIP - -

13. Tingkat Kematangan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,
Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan
dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat
ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat
daerah yang modern. Penataan Perangkat Daerah adalah penataan
terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas
dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar
tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas
pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada
perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan
kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Tingkat
kematangan organisasi perangkat daerah dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

No Skor Tingkat Kematangan
1 10-19 Sangat Rendah
2 19,1-28 Rendah
3 28,1-37 Sedang
4 37,1-46 Tinggi
) 46,1-55 Sangat Tinggi
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Perkembangan capaian Tingkat Kematangan Organisasi
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai
berikut.

Tabel 2. 58 Tingkat Kematangan Organisasi Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
Tingkat Kematangan - - 32,19 40 32,19
Kategori Predikat - - Sedang Tinggi Sedang

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut
dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
informasi dan komunikasi untuk

memanfaatkan teknologi

memberikan layanan kepada pengguna SPBE yaitu instansi
pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan
pihak-pihak lainnya. SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, nilai indeks SPBE yang merepresentasikan tingkat
kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan

predikat sebagai berikut:

No Nilai Indeks Predikat

1 4,2-5,0 Memuaskan
2 3,5-<4,2 Sangat Baik
3 2,6 -<3,5 Baik

4 1,8-<2,6 Cukup

5 <1,8 Kurang

Perkembangan capaian Indeks SPBE Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. 59 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai Indeks SPBE - 2,29 - 2,28 1,92
Kategori Predikat - Cukup Cukup Cukup Cukup

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian implementasi Indeks SPBE Kabupaten Serdang
Bedagai tahun 2022 sebesar 1,92 dengan predikat “Cukup”, lebih
rendah dari capaian tahun 2021 sebesar 2,28 (predikat “Cukup)).
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola SPBE,
namun penerapan dari tata kelola SPBE tersebut belum
sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja
terkecil karena adanya beberapa faktor seperti keterbatasan
anggaran dan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi TIK.
Untuk itu diharapkan melakukan optimalisasi penerapan SPBE
yang terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil,
baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun
memberikan kemudahan pelayanan kepada  stakeholders.
Selanjutnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala untuk mengukur tingkat efektifitas dan dampak penerapan
SPBE tersebut.

15. Indeks Profesionalitas (IP) ASN

Menurut Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen
ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas.
Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat
mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka
mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas
ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,

serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalitas (IP)
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ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan
kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan
pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan
menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN
dengan menggunakan  kriteria tertentu sebagai standar
profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada
Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar
pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan
mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Kategori tingkat

[P ASN adalah sebagai berikut:

No Nilai Tingkat Profesionalitas
1 91-100 Sangat Tinggi
2 81-90 Tinggi
3 71-80 Sedang
4 61-70 Rendah
5 <60 Sangat Rendah

Perkembangan capaian Indeks IP ASN Kabupaten Serdang

Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
Nilai Indeks IP ASN - - 69,80 69,80 33,89
Kategori Predikat - - Rendah Rendah Sangat Rendah

Sumber: BKPSDM Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2022 (BKN)
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Berdasarkan data diatas terkait Indeks IP ASN di Kabupaten
Serdang Begadai Tahun 2018-2022 nilai yang diperoleh cendurung
menurun. Kurangnya pengembangan kompetensi ASN menjadi
salah satu faktor penurunan nilai ini. oleh karena itu perlu
dilakukan peningkatan kompetensi ASN melalui kegiatan bimtek,
diklat dan memberi kemudahan, kesempatan dan akses bagi PNS
yang ingin meningkatkan kualifikasi.

16. Indeks Sistem Merit

Seuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018
tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Marit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara
adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
atau kondisi kecacatan. Sedangkan Indeks Sistem Merit adalah
ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan
Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem
Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna
mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi
pemerintah.

Hasil penilaian penerapan sistem merit menjadi dasar

penetapan tingkat penerapan sistem merit sebagai berikut:

No Kategori Nilai Indeks Predikat

1 Kategori IV 325-400 0,81-1 Sangat Baik
2 Kategori III 250-324 0,61-0,8 Baik

3 Kategori II 175-249 0,41-0,6 Kurang

4 Kategori I 100-174 0,2-0,4 Buruk

Perkembangan capaian Indeks Sistem Merit Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. 61 Nilai Indeks Sistem Merit Kabupaten Serdang Bedagai Tahun

2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai Sistem Merit - - - 148,50 205,50
Kategori Predikat - - - Kurang Kurang

Sumber: BKPSDM Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2022 (KASN)

Pada tahun 2022, Nilai Sistem Merit sebesar 205,50 (predikat
“Kurang”) lebih baik bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021
sebesar 148,50 (predikat “Kurang”). Hal ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan assessment baru dilakukan pada sebagian pegawai
dan belum sepenuhnya melakukan pemetaan talenta pegawai.
Untuk itu sesuai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022,
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu melaksanakan
assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya
sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi.
Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai
tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi
bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
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Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14
tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan.
Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi
masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur
tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat
tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampat dengan

tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat), yaitu:

Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kategori
Konversi Pelayanan
1,00-2,599 25-64,99 D Tidak Baik
2,60-3,064 65,00-76,60 C Kurang Baik
3,065-3,532 76,61-88,30 B Baik
3,533-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan
data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada
masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit
penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk
mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas
pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara
berkesinambungan.

Perkembangan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai
berikut.

Tabel 2. 62 Nilai IKM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
IKM 77 78 83 81,77 84,36
Kategori Predikat Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai
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18. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Indeks
Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu indikator dari sasaran
Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022

yaitu Pelayanan Publik yang Prima.

tentang Pemantauan dan Evaluasi

Publik,

Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Pemantauan dan  Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang disingkat PEKPPP adalah
upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka
waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.
Selanjutnya Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Perkembangan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten

Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 63 Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
Nilai IPP - 3,28 3,74 3,79 3,77
Kategori Predikat - - B (Baik) B (Baik) B (Baik)
. . 3,28 3,74 85,13 80,20
g;‘f;k;nan lflfﬁfé’(sl}@) Kualitas | (skala | (skala | (skala O- | (skala O-
¥ 1-4) 1-4) 100) 100)

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2022, Menteri PANRB

Capaian IPP Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebesar
3,77 (kategori Baik) lebih rendah dari capaian tahun 2021.
Sementara Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik tahun 2022
tercapai sebesar 80,20 turun jika dibandingkan dengan tahun 2021
sebesar 85,13. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai diharapkan melakukan evaluasi atas efektivitas
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implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, pengaduan
masyarakat, whistleblowing System, dan benturan kepentingan dan
menyusun kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada

pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar.

19. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
Publik dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum antara
hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima
layanan publik. Kegiatan penilaian Standar pelayanan ini disebut
Survei Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, penilaian kepatuhan
terhadap standar pelayanan publik dengan variabel : standar
pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan
publik (SIPP), sarana, prasarana dan fasiltas, pelayanan khusus,
pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi dan moto
pelayanan dan atribut. Hasil penilaian kepatuhan dengan nilai dan

kategori sebagai berikut:

Nilai Zona Predikat
81-100 Zona Hijau Kepatuhan Tinggi

51-80 Zona Kuning Kepatuhan Sedang

0-50 Zona Merah Kepatuhan Rendah

Perkembangan capaian Kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Publik Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 64 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
Kepatuhan terhadap _ _ 89,59 (7270’?12 89,21
Standar Pelayanan Publik (Zona Hijau) Kuni (Zona Hijau)

uning)
Kategori Predikat - - Ke’II)‘gtuh.an Kepatuhan Kepgtuhgn
inggi Sedang Tinggi

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2022, Menteri PANRB dan
Ombudsman RI
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Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di
Kabupaten Serdang Begadai tahun 2018-2022 mengalami
peningkatan. hal ini membuktikan bahwa semakin baik capaian

pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat.

20. Indeks Pengawasan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan
menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk
pelindungan kepentingan negara dan hakhak keperdataan rakyat.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan
kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar
kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal,
harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang
membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari
berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.
Instrumen yang dipergunakan dalam pengawasan kearsipan pada
Tahun 2020 mengalami perubahan terkait dengan ditetapkannya
Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan
Kearsipan yaitu dengan menggunakan Keputusan Kepala ANRI
Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan
Kearsipan.

Pengawasan kearsipan berdampak pada Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (RB) karena menjadi salah satu indeks RB,
yaitu pada area perubahan Tata Laksana dengan ukuran
pencapaian pada aspek hasil antara dengan indikator: kualitas
pengelolaan arsip, diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan
dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam
menentukan Indeks Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada objek

pengawasan.
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Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan

kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

Nilai Kategori Predikat
90-100 AA Sangat Memuaskan
80-90 A Memuaskan
70-80 BB Sangat Baik
60-70 B Baik

50-60 CcC Cukup

30-50 C Kurang

0-30 D Sangat Kurang

Perkembangan capaian Indeks Pengawasan Kearsipan di
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai

berikut.

Tabel 2. 65 Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 | 2020 2021 2022
Indek§ Pengawasan %) *) 61,00 29,76 16,95
Kearsipan
] ] B D (Sangat D (Sangat
* *
Kategori Predikat ) ) (Baik) Kurang) Kurang)

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Kabupaten Serdang Bedagai, Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2022, Menteri PANRB dan ANRI
Keterangan: *) data tidak tersedia

Capaian nilai Indeks Kearsipan di Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang signifikan.
Berdasarkan data diatas kategori yang diperoleh yaitu sangat
kurang pada tahun 2022. Hal ini tentunya disebabkan oleh
beberapa faktor dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan seperti
kurangnya Regulasi kebijakan kearsipan, belum optimalnya
pembinaan kearsipan, kurangnya sarana dan Prasarana dalam
pengolahan Arsip, kurangnya SDM pada lembaga kearsipan daerah
yang memiliki kompetensi sesuai kualifikasi, dan Lembaga
Kearsipan tidak secara rutin mengalokasikan pendanaan untuk
melaksankan kegiatan Kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan
sebuah upaya agar pada tahun selanjutnya dapat memperoleh nilai

yang lebih baik. Adapun upaya solusi yang dapat dilakukan yaitu
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melakukan penyususnan regulasi daerah terkait penyelenggaraan
kearsipan, pembinaan kearsipan secara rutin, penyediaan sarana
prasarana kearsipan, meningkatkan kompetensi SDM, dan

menganggarkan terkait pengelolaan kearsipan secara rutin.

21. Indeks Desa Membangun (IDM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun, Indeks Desa Membangun adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terdiri
dari dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman;
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari dimensi ekonomi; dan
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terdiri dari dimensi ekologi.
Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya
Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan
peningkatan Desa Mandiri dengan tujuan menetapkan status
kemajuan dan kemandirian Desa; dan menyediakan data dan
informasi dasar bagi pembangunan Desa. Status perkembangan
desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) terdiri atas Desa
Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju

dan Desa Mandiri dengan rentang nilai sebagai berikut:

No Status Desa Rentang Nilai

1 Mandiri >0,8155

2 Maju >0,7072 s.d £ 0,8155
3 Berkembang >0,5989 s,d < 0,7072
4 Tertinggal >0,4907 s.d < 0,5989
5 Sangat Tertinggal < 0,4907

Berdasarkan data Tabel 2.66, diperolehan nilai Indeks Desa
Membangun di Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022
mengalami peningkatan yang didukung oleh adanya koordinasi
yang baik antara DPMD dengan PD lainnya. Namun demikian
pemerintah daerah terus melakukan upaya agar nilai IDM terus
naik dengan mengintensifkan evaluasi data pada indeks komposit

masing masing desa. Sedangkan status desa di Kabupaten Serdang
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Begadai Tahun 2018-2022 masih bertsatus berkembang. Hal ini
menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar terus
meningkatkan pembangunan pada sektor-sektor yang masih belum
optimal.

Perkembangan capaian Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai
berikut.

Tabel 2. 66 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 2020 2021 2022
Indeks Desa ) ) 0,6534 0,6598 0,6714
Membangun
Status Desa *) *) Berkembang | Berkembang | Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Serdang Bedagai
Keterangan: * data tidak tersedia

22. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Isu gender menjadi salah satu isu penting yang dicantumkan
dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat
daerah, nasional maupun global diantaranya dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals
(SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs
yakni Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan kaum
perempuan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan
(rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-Laki.
Seamkin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin
setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun
semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin
besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan
laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan
angka IPG, karena angka 100 menggambarkan rasio perbandingan
yang paling sempurna berarti setara antara pembangunan

perempuan dengan laki-laki.
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Tabel 2. 67 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

IDG 88,61 88,79 88,74 89,00 89,19
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai, BPS Indonesia

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa capaian nilai Indeks
Pembangunan Gender di Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-
2022 terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi bukti yang baik
bahwa porposi peran antara laki-laki dan perempuan berjalan

degan baik.

23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan
kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi.
Menurut BPS, IDG merupakan indikator yang menunjukkan
apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2. 68 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

IDG 69,84 65,70 65,00 65,50 66,00
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai, BPS Indonesia

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan
ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan
perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di
parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan
keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga managerial,
professional, administrasi dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian

kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
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Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada
Tabel 2.68 di atas.

24. Predikat Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Penghargaan/predikat KLA di daerah diberikan dengan 5
kategori yaitu: Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Utama, Nindya,
Madya dan Pratama.

Perkembangan capaian Predikat Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022 adalah sebagai

berikut.

Tabel 2. 69 Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 2019 2020 2021 2022

Predikat KLA Pratama Pratama Pratama Pratama Madya
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai, BPS Indonesia

25. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintahan

Peningkatan Kualitas SDM merupakan suatu kunci
keberhasilan Pembangunan, dengan mempertimbangkan
keberagaman aspirasi dan cara pandang seluruh kelompok
masyarakat. Pembangunan menuntut partisipasi dan strategi yang
mampu menempatkan, baik laki laki maupun perempuan sebagai
pelaku pembangunan.

Peningkatan sinergi dan kemitraan program pemberdayaan

perempuan sebagai implementasi dari tujuan pembangunan
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berkelanjutan (SDGs) pada tujuan ke-5 adalah mencapai
kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Perkembangan capaian Persentase Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-
2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 70 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Persentase Partisipasi Perempuan di
Lembaga Pemerintahan (%)
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai

5,00 | 4,40 | 3,45 | 4,47 | 3,71

26. Persentase Desa Layak Anak Yang Terbentuk

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam rangka mendukung kebijakan perlindungan anak
melalui KLA, perlu menyelenggarakan perlindungan anak sampai
wilayah terkecil pemerintahan yaitu desa/kelurahan melalui
Desa/Kelurahan Ramah  Perempuan dan  Peduli Anak
(DRPPA/KRPPA).

Perkembangan capaian Persentase Desa Layak Anak Yang
Terbentuk Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 71 Persentase Desa Layak Anak Yang Terbentuk Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

Uraian 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Persentase Desa Layak Anak Yang « .
Terbentuk (%) ) ) 6,33 | 10,29 | 18,95
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai
Keterangan: *) data tidak tersedia
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Berdasarkan data diatas tingkat persentase desa layak anak di
Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022 terus mengalami
peningkatan. Adanya FADASE (Forum Anak Serdang Bedagai) yang
dapat dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas dan
inovasi anak merupakan salah satu faktor yang menjadikan
ketercapaian desa layak anak. Namun demikian hal tersebut masih
perlu ditingkatkan dan upaya komitmen Pemerintah Daerah dalam
mendukung perwujudan desa layak anak seperti pembuatan

PERDA atau PERBUB.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Seni Budaya dan Olah Raga merupakan salah satu prioritas
pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini diwujudkan
dengan meningkatkan pertumbuhan jumlah even budaya dan even
olahraga yang mendukung pariwisata sehingga diharapkan mampu
meningkatkan retribusi di sektor pariwisata yang mendukung
meningkatnya PAD Kabupaten Serdang Bedagai.

Berikut disajikan capaian perkembangan seni budaya dan olah
raga di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2018-2022.

Tabel 2. 72 Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

INDIKATOR TAHON

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Persentase Pertumbuhan Jumlah Even %) *) #) 0 5
Budaya dalam Mendukung Pariwisata (%)
Jumlah Even Olaharaga yang mendukung %) *) #) 0 3
Pariwisata (even)
Persentase Pertumbuhan Retribusi Tempat *) *) #) 0 977
Rekreasi dan Olahraga (%) ’

Sumber :LKPJ Bupati dan Evaluasi RKPD Kab.Serdang Bedagai 2018-2022

Berdasarkan Tabel 2.72 diatas, perkembangan even budaya
dan even oleh raga yang mendukung pariwisata masih relatif sedikit
dimana di tahun 2022 indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah
Even Budaya dalam Mendukung Pariwisata baru tercapai masing-
masing 5% yang disebabkan oleh adanya recofusing anggaran dan

Sarana prasarana kebudayaan yang kurang memadai, baik dari segi
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baju adat, alat musik, seragam korsik, dan perlengkapan
pertunjukan seni budaya. Sedangkan pada tahun 2022 indikator
Jumlah Even Olaharaga yang mendukung Pariwisata (even) baru
tercapai 3 even yang disebabkan oleh kurangnya anggaran karena
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan indikator
persentase pertumbuhan retribusi tempat rekreasi dan olah raga
pada tahun 2022 tercapai 9,77% yang disebabkan karena masih
belum optimalnya pengembangan dan penataan destinasi wisata

serta kurangnya promosi.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah tergambar melalui beberapa
indikator diantaranya adalah Pengeluaran konsumsi rumah tangga
per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi
rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi
rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi
pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi
pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai
tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah
persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total
pengeluaran maka makin membaik tingkat kesejahteraan
masyarakat.

Tabel 2. 73 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
per Bulan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018-2022

TAHUN
INDIKATOR
2018 2019 | 2020 | 2021 2022
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (rupiah/bulan)
e Makanan 434.552 | 536.514 | 539.924 | 554.582 562.604
e Bukan 306.115 | 396.734 | 436.127 | 418.377 475.949
Makanan
Jumlah rata-rata 740.667 | 933.248 | 976.051 | 972.959 | 1.038.553
pengeluaran per kapita
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TAHUN
INDIKATOR
2018 2019 2020 2021 2022
sebulan menurut jenis
makanan (rp/bln)
Persentase Jenis Konsumsi
e Makanan 58,21 57,49 55,32 57,00 57,93
¢ Bukan 41,79 42,51 44,68 43,00 42,07
Makanan
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2022, BPS Serdang Bedagai

Dalam Angka 2019-2023, BPS Kab. Serdang Bedagai

Berdasarkan data Tabel 2.73 bahwa rata-rata pengeluaran per

kapita sebulan di Kabupaten Serdang Bedagai, pesentase
pengeluaran untuk makanan lebih besar daripada pengeluaran
bukan makan yang menunjukkan

tingkat kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai belum tinggi.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas Wilayah/infrastruktur mempunya peranan penting
dalam mendukung kinerja sektor-sektor prioritas. Pembangunan
infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu

negara/daerah.

1. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik
Keberadaan listrik sebagai sumber penerangan adalah sesuatu
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kegiatan
sehari-hari seperti mengurus pekerjaan rumah, kantor dan sekolah
sangat membutuhkan penerangan dari listrik. Penerangan listrik
dapat bersumber dari listrik PLN dan Non PLN. Listrik Non PLN
menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan
pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Tabel 2. 74 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun
2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun Jumlah Rumah - Sumber Penerangan
Tangga strik PLN Listrik Non PLN Lainnya (%)
(%) (%)
2018 149.847 99,49 0,00 0,51
2019 150.281 99,14 0,57 0,28
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Tahun Jumlah Rumah Listrik PLN suTﬁr'ze; era:f;n
Tangga istri istrik Non . o
g8 (%) (%) Lainnya (%)
2020 150.402 99,70 0,17 0,13
2021 161.143 99,84 0,12 0,05
2022 162.534 99,69 0,27 0,04

Sumber: Provinsi Sumatera Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

2. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus
tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi
syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya
telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di
alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah
tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung
diminum.

Air minum layak belum tentu aman. Air minum aman adalah
air yang digunakan untuk minum, masak, dan kebutuhan sehari-
hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia
prioritas.

Berdasarkan Tabel 2.75, persentase rumah tangga yang
menggunakan air minum layak di Kabupaten Serdang Bedagai
terus mengalami peningkatan dari 50,48% meningkat menjadi
99,32% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2022
terdapat sekitar 0,68% rumah tangga yang belum menggunakan air
minum layak atau sekitar 1.105 rumah tangga (jumlah rumah
tangga tahun 2022 sebanyak 162.534).

Tabel 2. 75 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum
Layak Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

50,48 | 71,30 | 99,23 | 98,14 | 99,32

Indikator

Persentase Rumah Tangga Yang
Menggunakan Air Minum Layak (%)
Sumber: Provinsi Sumatera Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara
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3. Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan

Keberadaan hotel dan restoran/rumah makan merupakan
fasilitas yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai sangat
mendukung dalam peningkatan daya saing daerah terutama untuk
meningkatkan PAD. Selain itu keberadaan hotel, restoran dan
fasilitas umum lainnya akan mampu mendukung kunjungan
wisatawan baik domestik dan mancanegara dan akan
meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Perkembangan jumlah
hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Serdang Bedagai
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 76 Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun Hotel Restoran/
Berbintang Non Bintang Rumah Makan
2018 1 7 145
2019 1 8 145
2020 1 8 145
2021 1 10 145
2022 1 10 145

Sumber: Provinsi Sumatera Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

4. Indeks Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat
penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi
pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai berkomitmen untuk terus
meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan
infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting
untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia
usaha dan investasi.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di dalam RPJMD
2021-2026 melalui prioritas pembangunan “Infrastruktur

Terintegrasi” terus meningkatkan kuantitas maupun kualitas
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infrastruktur pekerjaan umum dan infrastruktur perumahan dan
permukiman dengan mengalokasi anggaran terbesar di bidang
infrastruktur.

Indeks Infrastruktur Daerah dibentuk oleh Indeks
Infrastruktur Pekerjaan Umum (Indeks IPU) dan Indeks
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Indeks infrastruktur
pekerjaan umum diperoleh dari perhitungan 4 (empat) indikator
yaitu Indeks Infrastruktur Binamarga dalam kondisi baik, Indeks
Infrastruktur SDA dalam kondisi baik, Indeks Ketaatan terhadap
tata ruang dan Indeks Cipta Karya. Sedangkan Indeks
infrastruktur Perumahan dan Permukiman diperoleh dari
perhitungan 2 (dua) unsur yaitu Indeks rumah layak huni dan
Indeks permukiman layak huni. Perkembangan indeks
infrastruktur daerah selama tahun 2020-2022 menunjukkan
peningkatan dimana tahun 2020 tercapai sebesar 13,78 meningkat
menjadi 16,53 di tahun 2022. Pekembangan Indeks Infrastruktur
Daerah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

5. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan indikator
komposit dari Indeks Infrastruktur Daerah. Indeks Infrastruktur
Pekerjaan Umum dibentuk dari 4 (empat) indikator yaitu (1)
Persentase infrastruktur kebinamargaan dalam kondisi baik; (2)
Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik; (3) Persentase
ketaatan terhadap tata ruang; dan (4) Persentase Rumah tangga
memperoleh kebutuhan pokok keciptakaryaan.

Perkembangan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum selama
tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan dari 0,58 di tahun
2020 meningkat menjadi 0,64 di tahun 2022. Perkembangan
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2018-2022 dapat
dilihat pada Tabel 2.77.
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6. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman merupakan
indikator komposit dari Indeks Infrastruktur Daerah. Indeks
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dibnetuk oleh 2 (dua)
indikator yaitu (1) Indeks Rumah Layak Huni; dan (2) Indeks
Permukiman Layak Huni.

Perkembangan Indeks Infrastruktur Perumahan dan
Permukiman selama tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan
dari 33,58 di tahun 2020 meningkat menjadi 40,36 di tahun 2022.
Pekembangan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

7. Persentase ketaatan terhadap tata ruang

Indikator Persentase ketaatan terhadap tata ruang merupakan
indikator komposit dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.
Indikator Persentase ketaatan terhadap tata ruang dibentuk oleh 2
(dua) indikator yaitu Persentase bangunan pemerintah yang
memenuhi standar teknis dan Persentase rekomendasi yang
diterbitkan. Perkembangan Persentase ketaatan terhadap tata
ruang selama tahun 2020-2022 menunjukkan peningkatan dari
78% di tahun 2021 meningkat menjadi 79,60% di tahun 2022.
Pekembangan Persentase ketaatan terhadap tata ruang Tahun

2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2. 77 Perkembangan Kinerja Infrastruktur Daerah Tahun 2018-2022

TAHUN
INDIKATOR

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Indeks Infrastruktur Daerah (poin) *) *) 13,78 | 14,71 | 16,53
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (poin) *) *) 0,58 0,61 0,64
Indeks Ipfrastrulf:tur Perumahan dan # ) 33,58 | 3585 | 40,36
Permukiman (poin)
Persentase ketaatan terhadap tata ruang (%) *) *) *) 78 79

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi
Mantap (%)

Persentase Jembatan dalam kondisi baik (%) | 74,22 | 78,91 56 58,33 | 60,16

Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) 50 69,21 | 70,64 | 75,59 | 78,93

Sumber: Dinas PUTR Kab. Serdang Bedagai

38,32 | 46,53 | 47,76 | 60,98 | 63,69
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Berdasarkan Tabel 2.77 dapat dilihat bahwa dalam kurun
waktu lima tahun terakhir kinerja terkait infrastruktur daerah
beberapa indikator penyusunnya mengalami fluktuatif seperti
capaian indeks infrastruktur daerah. Sedangkan Indeks
Infrastruktur Pekerjaan Umum pada tiga tahun terakhir mengalami
kenaikan. Sedangkan Indeks Infrastruktur Perumahan dan
Permukiman mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya
kerjasama antar perangkat daerah dan terdapat hal pendukung
seperti sarana prasarana. Disisi lain indikator Persentase ketaatan
terhadap tata ruang, Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Persentase Jalan Kabupaten
Dalam Kondisi Mantap juga mengalami peningkatan. Sedangkan
indikator Persentase Jembatan dalam kondisi baik mengalami

fluktuatif.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan
antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep
Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan
untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan
hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan
indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat
digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk
menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air
(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan yang

diukur berdasarkan luas tutupan hutan.
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Tabel 2. 78 Perkembangan IKLH Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang

Bedagai
Indikator Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
IKLH *) *) 58,31 57,53 60,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai, 2023
Keterangan: *) data tidak tersedia

9. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat
analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata
kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di
wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk
memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota
di Indonesia.

Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan

dengan memerhatikan faktor Ancaman, Kerentanan, dan Kapasitas.

2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondusifitas keamanan menjadi hal penting dalam menjamin
keberlanjutan investasi. Nilai investasi yang meningkatkan akan
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
penyerapan tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran dan
angka kemiskinan serta akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara umum. Perkembangan kinerja iklim berinvestasi

tergambar seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2. 79 Perkembangan Kinerja Iklim BerInvestasi Daerah
Tahun 2018-2022

TAHUN
INDIKATOR
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Angka Konflik SARA 0 0 0 0 0
Jumlah kasus radikalisme 0 0 0 (0] 0
Jumlah konflik sosial yang disebabkan oleh

. 0 0 0 0] 0
penyakit masyarakat

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Serdang Bedagai
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2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM sangat penting dalam membantu penyerapan
tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran di Kabupaten
Serdang Bedagai. Berikut disajikan data kinerja terkait SDM Tahun
2018-2022, yaitu:

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2. 80 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2022 Kabupaten
Serdang Bedagai (Persen)

No OREICH TP AT 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Ditamatkan

Tidak punya ljazah SD 13,82 | 21,61 | 1821 | 11,98 15,70

2 | Sekolah Dasar (SD) 22,92 | 23,76 | 26,72 | 22,46 | 22,71

3 (ssel\l/‘[(l’al)ah Menengah Pertama 26,72 | 21,52 | 21,46 | 26,02 23,35

4 (szﬁ%lf‘h Menengah Umum 30,03 | 29,46 | 2929 | 33,87 31,67
5 | Diploma I, II 0,54 0,09 0,17 0,32 0,21
6 | Diploma III 0,69 0,88 0,47 1,40 0,83
7 | Diploma 1v/S1/52/83 5,28 2,67 3,67 3,95 4,37

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

Berdasarkan Tabel 2.80, penduduk Kabupaten Serdang
Bedagai yang berumur di atas 10 tahun memiliki tingkat pendidikan
sebagian besar adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) mencapai
31,67%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 23,35% dan
Sekolah Dasar (SD) sebesar 22,71%. Sedangkan yang tamat
Diploma LILIII dan Sarjana (S1,S2,S3) mencapai masing-masing
sebesar 0,21%, 0,83% dan 4,37%. Sehingga secara keseluruhan
tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai masih
rendah.

Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yang
berdampak pada lapangan pekerjaan utama sebagian besar
masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai adalah di sektor pertanian

dan jasa-jasa yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi.
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Kondisi lapangan pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Serdang

Bedagai dapat dilihat pada Tabel 2.81 berikut ini.

Tabel 2. 81 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-Laki | Perempuan Jumlah
1 | Pertanian 81.304 25.351 106.655

Industri Pengolahan 37.098 10.733 47.831
Jasa-jasa (6,7,8 dan 9) 74.126 64.260 138.386
Jumlah 192.528 100.344 292.872

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

b. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan BPS, Rasio ketergantungan atau rasio beban
tanggungan (depencency ratio) adalah angka yang menyatakan
perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif
(penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun)
dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 -
64 tahun). Dikutip dari situs Investopedia, rasio ketergantungan
juga bisa diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah
tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu
wilayah atau negara.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu
wilayah besar dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas,
artinya penduduk yang bukan wusia angkatan kerja dapat
mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja.
Perkembangan rasio ketergantungan selama tahun 2018-2022
menunjukkan perkembangan yang menurun dari 55,05% menurun
menjadi 49,47%.

Tabel 2. 82 Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang
Bedagai

Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

186.376 | 185.186 | 184.547 | 183.845 | 183.533

No Uraian

Jumlah penduduk usia < 15
tahun (jiwa)
Jumlah penduduk usia > 64
tahun (jiwa)

T

31.546 37.877 33.167 35.301 37.567
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Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022
3 | Jumlah penduduk usia 217.922 | 223.063 | 217.714 | 219.146 | 221.100

tidak produktif (1) + (2)
Jumlah penduduk usia
produktif 15-64 tahun (jiwa)
Rasio Ketergantungan
(3)/(4) (persen) 55,05 56,01 49,51 49,48 49,47

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab.Serdang Bedagai

395.887 | 398.249 | 439.776 | 442.930 | 446.898

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Tabel 2.127, hasil evaluasi capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang
Bedagai tahun 2021-2022 pasa Aspek Pelayanan Umum, dari total
indikator 567 indikator terdapat 415 indikator sudah
tercapai/ melampaui (73,19%) dan 152 indikator belum tercapai
(26,81%).  Penjelasan capaian indikator pada aspek pelayanan
umum sesuai dengan urusan pemerintahan dijekaskan sebagai
berikut:

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan wurusan wajib dilakukan
terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib
pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan: (1) pendidikan; (2)
kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4)
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman,
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (6) sosial.

Keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan wajib
pelayanan dasar diukur melalui beberapa indikator baik tujuan,
sasaran, dan program yang termasuk dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) Daerah serta IKU dan IKK Perangkat Daerah. Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah
urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah.

Urusan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
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1. PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh
sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan
salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena
itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk
untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Berikut disajikan gambaran capaian kinerja indikator bidang
pendidikan tahun 2018-2022.

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) selama kurun
waktu 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun dari 8,51
tahun meningkat menjadi 8,71 tahun di tahun 2022 dengan rata-
rata peningkatan per tahun sebesar 0,05 poin. Hal ini dapat
dikatakan bahwa penduduk berusia 25 ke atas di Kabupaten
Serdang Bedagai telah menempuh pendidikan hingga 8,71 tahun
atau setara dengan mencapai SMP kelas II atau III.

Untuk mendukung peningkatan angka RLS, perlu mendorong
peningkatan APK PAUD, APK SD dan APK SMP.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Usia 5-6 Tahun
pada tahun 2018 tercapai sebesar 57,81% dan mengalami
peningkatan menjadi 69,00% pada tahun 2021 dan mengalami
peningkatan kembali di tahun 2022 yaitu sebesar 69,50%.

Capaian APK SD/Sederajat selama tahun 2018-2021
menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun dari
111,25% tahun 2018 meningkat menjadi 115,37% di tahun 2021.
Namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 104,10%.

Sedangkan capaian APK SMP/Sederajat menunjukkan
peningkatan selama 2018-2019 dari 102,40% tahun 2018
meningkat menjadi 103,92% di tahun 2019, namun mengalami

penurunan di tahun 2020-2021 menjadi 96,98% dan 83,81%. Pada
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tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 104,50%. Nilai APK
SD dan APK SMP melebihi dari 100 persen menunjukkan bahwa
ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau
melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat
menunjukkan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai mampu
menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang
sesungguhnya.

Capaian APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan
meningkat setiap tahun dari 95,36% tahun 2018 meningkat
menjadi 99,01% di tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami
penurunan menjadi 90,50%. Sedangkan capaian APM
SMP/Sederajat menunjukkan kecenderungan menurun selama
2018-2022 dari 84,76% tahun 2018 menurun menjadi 72,00% di
tahun 2022. Namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai
2021 menjadi 97,00%. Hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit
atau menurun anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi
di jenjang pendidikan tertentu
b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian angka harapan lama sekolah (HLS) selama kurun
waktu 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun dari 12,57
tahun meningkat menjadi 12,63 tahun di tahun 2022 dengan rata-
rata peningkatan setiap tahun sebesar 0,015 poin. Hal ini dapat
dikatakan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Serdang
Bedagai yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu
bersekolah hingga 12,63 tahun atau mencapai jenjang pendidikan
SMA kelas III atau Diploma I.

Capaian indikator Persentase kepala sekolah yang bersertifikat
kepala sekolah mengalami penurunan dari 50,07% di tahun 2021
menurun menjadi 33,00% di tahun 2022. Sedangkan capaian
indikator Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi
(Literasi) memenuhi kompetensi minimum", dan Persentase siswa

dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi
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kompetensi minimum" masing-masing mencapai 56,83% dan
54,34%.

Untuk mendukung peningkatan angka HLS, perlu mendorong
peningkatan beberapa target indikator diantaranya yaitu Persentase
pendidik dan tenaga kependidikan yang berijazah S1/D4. Selama
kurun waktu 2018-2022, capaian indikator ini berfluktuatif dimana
selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 87,20%
meningkat menjadi 96% di tahun 2020. Pada tahun 2021
mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2022
menjadi sebesar 82,69%.

c. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B
dan Paket C. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan
pendidikan kesetaraan dengan indikator tingkat partisipasi
masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan. Selama tahun 2021-2022 indikator ini tercapai sebesar
75%.

Masih rendahnya angka RLS di Kabupaten Serdang Bedagai
salah satu penyebabnya adalah masih banyak penduduk yang tidak
mengikuti pendidikan formal dan juga kurang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan.

Capaian APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan
meningkat setiap tahun dari 95,36% tahun 2018 meningkat
menjadi 99,01% di tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami
penurunan menjadi 90,50%. Sedangkan capaian APM
SMP/Sederajat menunjukkan kecenderungan menurun selama
2018-2022 dari 84,76% tahun 2018 menurun menjadi 72,00% di
tahun 2022. Namun mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai

2021 menjadi 97,00%. Hal ini menunjukkan bahwa makin sedikit
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atau menurun anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi

di jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 2019 2020 2021 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 8,51 8,53 8,54 8,69 8,71

APK PAUD Usia 5-6 Tahun % 57,81 65,14 68,44 69,00 69,50
APK SD/MI Sederajat % 111,25 111,12 | 112,93 115,37 104,10
APK SMP/MTs Sederajat % 102,40 103,92 96,98 83,81 104,50

Tingkat partisipasi masyarakat
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar
dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan

Harapan Lama Sekolah tahun 12,57 12,59 12,60 12,61 12,63

Persentase pendidik dan tenaga
kependidikan yang berijazah % 87,20 90,00 96,00 82,00 82,69
S1/D4

Persentase kepala sekolah yang
bersertifikat kepala sekolah
Persentase siswa dengan nilai
Asesmen Kompetensi (Literasi)
memenuhi kompetensi
minimum"

Persentase siswa dengan nilai
Asesmen Kompetensi (Numerasi)
memenuhi kompetensi
minimum"

Persentase alokasi anggaran
belanja modal untuk
pembiayaan sarana prasarana
pendidikan

Persentase satuan pendidikan
yang memiliki lingkungan
kondusif dalam pembangunan
karakter (Sekolah Mantab)
Persentase siswa dengan nilai
Survei Karakter memenuhi % *) *) *) 0 69,17
tingkat minimum

Indeks Kepuasan Masyarakat

Yo *) *) ) 13,51 21,02

% *) %) *) 50,07 | 33,00

% %) %) *) 0 56,83

% *) %) *) 0 54,34

% %) %) 3 3 7,95

% %) %) *) 10 20

1 * *
terhadap layanan pendidikan poin ) ) 28,71 e et
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah predikat *) *) B BB B
APK PAUD Usia 5-6 tahun % 57,81 65,14 68,44 69,00 69,50
APK SD/MI Sederajat % 111,25 111,12 112,93 115,37 104,10
APK SMP/MTs Sederajat % 102,40 103,92 96,98 83,81 104,50
APM SD/MI/Sederajat % 95,36 95,91 99,03 99,01 90,50
APM SMP/MTs/Sederajat % 84,76 86,24 85,02 80,59 72,00
Tingkat partisipasi masyarakat
usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar % * *) *) 13,51 21,02
dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan
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Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat
2018 2019 2020 2021 2022

Persentase sekolah yang
melaksanakan Kurikulum % *) *) 18 0 100
Muatan Lokal
Persentase Pendidik yang o . .
bersertifikat & ) ) i i i
Persenfcase perizinan pendidikan % *) *) 100 0 0
yang dikeluarkan
Persentase Bahasa dan sastra % #) * *) 0 0

daerah yang dikembangkan

Sumber : Dinas Pendidikan, Kab Serdang Bedagai 2022
Keterangan : *) data tidak tersedia

Berdasarkan data Tabel 2.83 dapat dilihat bahwa capaian
indikator kinerja bidang pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah
dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang
disebabkan karena adanya bantuan pemerintah seperti BOS dan
PIP kepada peserta didik. Sedangkan untuk indikator APK PAUD
juga mengalami kenaikan yang disebabkan oleh semakin tinggi
minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada PAUD.
Sedangkan indikator APK SD dan APK SMP mengalami fluktuatif
hal ini dipengaruhi oleh adanya masyarakat di luar Serdang Begadai
yang menyekolahkan anaknya didalam wilayah Serdang Begadai.
Sedangkan untuk indikator Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-
18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
mengalami stagnan yang disebabkan oleh terkendalanya biaya
ekonomi, adanya pemikiran yang menganggap pendidikan tidak
terlalu penting dan minimnya lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya indikator
Harapan Lama Sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir
mengalami peningkatann yang disebabkan oleh semakin tinggi
minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan namun hal ini
kurang didukung dengan ketersediaan lembaga pendidikan tinggi
di Serdang Begadai.

Tingkat kepala sekolah yang bersertifikat kepala sekolah di

Kabupaten Serdang Begadai mengalami penurunan yang signifikan
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dimana hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan peraturan
untuk menjadi kepala sekolah harus lulus sebagai Guru Penggerak.
Sedangkan untuk tingkat kondusifitas sekolah dalam
pembangunan karakter di Kabupaten Serdang Begadai mengalami
peningkatan yang dipengaruhi karena adanya Sekolah Mantab yang
menjadi skala prioritas pertama dalam program strategis Bupati
dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Selain itu terkait kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diukur melalui
Indeks Kepuasan Masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Peningkatkan tersebut karena adanya komitmen dari Dinas
Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik
terhadap masyarakat.
2. KESEHATAN

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan juga dalam

rangka mewujudkan Indonesia Sehat tahun 2025.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir merupakan salah
komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ada 24 indikator kesehatan yang memiliki nilai korelasi UHH yang
tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi
buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek,
prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk,
prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi,
prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit
gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi
penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan,
proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi,

cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1,

T
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cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio
Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa. Atau dapat
dikelompokkan menjadi 7 sub indeks yaitu : kesehatan balita,
kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan,
penyakit tidak menular, penyakit menular dan kesehatan
lingkungan. Perkembangan UHH Kabupaten Serdang Bedagai
tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 84 Perkembangan Umur Harapan Hidup Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
2018 | 2019 2020 | 2021 2022
Umur Harapan Hidup tahun 68,08 | 68,46 | 68,68 | 68,82 | 69,21

Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Provinsi Sumatera Utara

Indikator Sat

Berdasarkan Tabel 2.84, UHH Kabupaten Serdang Bedagai
terus mengalami peningkatan dari 68,08 tahun di tahun 2018
meningkat menjadi 69,21 tahun di tahun 2022. Hal ini
menunjukan bahwa kualitas kesehatan masyarakat semakin
meningkat. Pada tahun 2022, Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 69,21 tahun yang berarti
bahwa di Kabupaten Serdang Bedagai rata-rata bayi yang lahir
tahun 2022 dapat bertahan hidup hingga usia 69,21 tahun.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Rate adalah
jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada masa
tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate
(MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku
hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan,
tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan

kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.
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Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Serdang Bedagai
selama kurun waktu 2018-20222 cenderung berfluktuatif. Pada
tahun 2018, AKI sebanyak 47 per 100.000 KH mengalami
peningkatan menjadi 96 per 100.000 KH di tahun 2019 dan di
tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 115 per 100.000 KH
serta mengalami penurunan di tahun 2021-2022 dari 75 per
100.000 KH menjadi 55 per 100.000 KH. Capaian AKI tahun 2022
sebanyak 55 per 100.000 KH, artinya di Kabupaten Serdang
Bedagai pada tahun 2022 diantara 100.000 kelahiran hidup ada 55
ibu yang meninggal karena melahirkan.

Tabel 2. 85 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

47 96 115 75 55

Indikator

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
KH

Sumber:  Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan
banyaknya kematian bayi usia O tahun dari setiap 1000 kelahiran
hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun
(dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Serdang Bedagai
kurun waktu 2018-2022 mengalami penurunan dari 6 per 1000 KH
di tahun 2018 turun menjadi 2 per 1000 KH pada tahun 2022.
Capaian AKB tahun 2022 sebanyak 2 per 1000 KH, artinya di
Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2022 diantara 1000
kelahiran hidup ada 2 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1

(satu) tahun.
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Tabel 2. 86 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
Indikator
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH 6 5 4 3 2

Sumber: Kab. Serdang Bedagai Dalam Angka 2023, BPS Kab. Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara Dalam Angka 2023, BPS Prov. Sumatera Utara

d. Prevalensi Balita Stunting

Sejak tahun 2018 Kabupaten Serdang Bedagai telah
menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai prioritas
pembangunan sebagaimana terdapat di dalam RPJMD 2016-2021
dan Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai lokus stunting
sejak tahun 2021. Hal ini dalam rangka mendukung program
nasional Stranas Percepatan Penurunan Stunting. Menindaklanjuti
kebijakan pemerintah pusat terkait Percepatan Penurunan
Stunting, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membentuk
Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Bupati Nomor
207/18.22/2022 dan juga membentuk Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Kecamatan serta menyusun rencana aksi
konvergensi percepatan penurunan stunting berupa program,
kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan multisektor
sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 71
tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022-2026.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang
Bedagai dan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),
perkembangan angka prevalensi stunting di Kabupaten Serdang
Bedagai Tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang
fluktuatif. Pada tahun 2018, angka prevalensi stunting mencapai
12,68% meningkat menjadi 26,20% di tahun 2019-2020. Pada

tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 20% dan di tahun 2022
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mengalami peningkatan kembali menjadi 21,10%. Posisi angka
prevalensi stungting tahun 2022 sebesar 21,10% menyebabkan
Kabupaten Serdang Bedagai berstatus ‘kuning” dimana di tahun

2021 berstatus “hijau”.

Tabel 2. 87 Perkembangan Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Prevalensi Balita Stunting

%) 12,68 | 26,20 | 26,20 | 20,00 | 21,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai, 2023 Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI) 2022, Kemenkes RI

Indikator

e. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil

Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4) adalah jumlah ibu
hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai
dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang
dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu
hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
(Kemenkes, 2016). Kualitas capaian pelayanan kesehatan ibu hamil
dapat dinilai dari cakupan kunjungan ibu hamil (K4).Cakupan K4
memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil
dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan
kehamilannya ke tenaga kesehatan sehingga kemungkinan
persalinnnya akan ditolong tenaga kesehatan. Meningkatnya
cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 akan meningkatkan
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sehingga
akan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB).

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil
menunjukkan kecenderungan berfluktuatif dari 85,50% tahun
2018 menjadi 86,47% tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun
menjadi 81,62% dan naik kembali 86,20% di tahun 2021 serta

mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 82,30%.
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f. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Cakupan Pertolongan Persalinan adalah cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan (linakes) dan melakukan persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (Fasyankes). Semakin meningkat cakupan
berarti semakin meningkat kesadaran masyarakat khususnya ibu
bersalin untuk melakukan persalinan di fasyankes dan ditolong
oleh tenaga kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin
menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. Pada tahun 2018
mencapai 84,77, lalu naik kembali menjadi 87,94% di tahun 2019.
Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84,87% dan di
tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 87,20 serta turun
kembali di tahun 2022 menjadi 84,44%.

Perkembangan capaian kinerja bidang kesehatan tahun 2018-
2022 di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.

Tabel 2. 88 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja

2018 2019 2020 | 2021 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 68,08 68,46 68,68 68,82 69,21
Angka Kematian Ibu per 100,000

KH (kelahiran hidup) 47 8 il s i
Angka Kematian Bayi per 1000 KH 6 5 4 4 2

(kelahiran hidup)
Prevalensi Stunting % 12,68 26,20 26,20 | 20,00 21,10

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan poin 73,14 79,53 78,53 | 80,13 83,84
Indeks Kepuasan Masyarakat . *

Pelayanan Rumah Sakit poin ) e el 2 &3
Akreditasi Rumah Sakit Predikat | pratama | pratama | dasar | dasar dasar
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat B B BB BB BB
g:rlill,illpan pelayanan kesehatan ibu % 85,50 86,47 81,62 | 86,20 82.30
Cakupan pelayanan kesehatan ibu % 84.77 87.94 84.87 | 87.20 84 .44
bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan bayi % 92,02 87,99 84,97 | 86,90 97,28

baru lahir
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Cakupan pelayanan kesehatan
balita
Cakupan pelayanan kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar
Cakupan pelayanan kesehatan
pada Usia Produktif
Cakupan pelayanan kesehatan
pada Usia Lanjut
Cakupan pelayanan kesehatan
Penderita Hipertensi
Cakupan pelayanan kesehatan
Penderita Diabetes Militus
Cakupan pelayanan kesehatan
Orang dengan Gangguan Jiwa % 57,14 13,21 19,31 26,77 57,24
(ODGJ) berat
Cakupan pelayanan kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis
Cakupan pelayanan kesehatan
orang dengan resiko terinfeksi HIV
Terpenuhinya upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan % *) *) *) 100,00 | 100,00
masyarakat
Persentase Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi sesuai Standar
Persentase Usaha yang Memiliki [zin
Aktif
Persentase Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang berperan
dalam pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan

Sumber :Dinas Kesehatan, dan RSUD Sultan Sulaiman, Kab. Serdang Bedagai 2022

Keterangan: *) data tidak tersedia

% 70,21 76,57 81,90 | 87,60 89,23

% 100,00 95,25 0,00 23,00 93,58

% 5,63 37,06 26,42 | 34,00 54,78

% 74,91 71,92 | 77,03 | 70,77 | 84,70

% 34,10 25,30 12,33 | 53,50 37,67

% 13,75 75,47 | 61,24 | 59,30 | 86,06

% 58,21 62,00 | 33,00 | 72,00 | 61,01

% 13,72 61,84 32,40 | 70,23 74,60

Yo 80,00 80,00 95,00 5,00 10,00

Yo *) *) ) 10,00 25,00

Yo *) *) ) 25,00 40,00

Berdasarkan data diatas terkait masing-masing komponen
indikator penyusun yang pertama yaitu Umur Harapan Hidup
(UHH) di Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022 mengalami
peningkatan yang dibarengi juga dengan peningkatan akses
pelayanan kesehatan. Selanjutnya terkait Angka Kematian Ibu
cenderung fluktuatif hal ini karena kurangnya kesadaran Ibu hamil
Untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sehingga perlu adanya
sosialisasi kepada Ibu hamil untuk mendeteksi secara dini resiko
pada masa hamil. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi di
Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022 cenderung
menurun. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan
seperti peningkatkan kompetensi kegawatdaruratan pada tenaga
kesehatan (Bidan) dan meningkatkan kepatuhan ibu hamil untuk
pemeriksaan ANC berjalan dengan baik. Selain itu untuk Prevalensi
Stunting di Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022

mengalami capaian fluktuatif karena kurangnya pengetahuan
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orang tua terkait pola asuh pada balita sehingga perlu memberikan
penyuluhan dan edukasi kepada orang tua yang memliki balita dan
melakukan intervensi kepada balita stunting setiap satu bulan
sekali. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Kesehatan dan Rumah Sakit terlihat meningkat. Namun demikian
masih perlu dilakukan perbaikan khususnya dalam hal pemenuhan
sarana dan prasarana melalui dana APBD dan APBN.

Secara umum capaian pelayanan kesehatan mengalami
fluktuatif seperti tingkat cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di
Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022 mengalami
fluktuatif karena kurangnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan
pemerikasaan kehamilan (ANC) di Fasyankes. Begitupun dengan
pelayanan kesehatan ibu bersalin juga mengalami fluktuatif karena
Banyaknya jumlah penduduk yang berdomisili di luar kota. Tingkat
capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga fluktuatif karena
tempat tinggal yang berpindah pindah dan kurangnya pengetahuan
ibu tentang kunjungan bayi baru lahir. Selain itu pelayanan
kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar mengalami fluktuatif juga
yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran anak terhadap

pentingnya skrining kesehatan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Panjang jalan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai
kewenangan terdiri atas panjang jalan negara sepanjang 92,59 km
(jenis permukaan aspal, kondisi baik dan kelas jalan I), jalan
provinsi sepanjang 170,74 km (jenis permukaan aspal, kondisi baik
(84,16 km), sedang (35,65 km), rusak dan rusak berat (50,92 km),
kelas jalan II) dan jalan kabupaten Serdang Bedagai sepanjang
868,53 km.

Panjang jalan kabupaten sepanjang 868,53 km berdasarkan
jenis permukaan terdiri atas aspal (489,40 km), kerikil (322,72 km),
tanah (47,50 km) dan tidak terperinci (8,91 km). Sedangkan sesuai
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kondisinya terdiri atas baik (404,35 km), sedang (90,25 km), rusak
(47,98 km), dan rusak berat (325,95 km) dengan kelas jalan IIIC.

Jalan mantap merupakan gabungan dari jalan kondisi baik
ditambah jalan kondisi rusak sedang. Perkembangan capaian
indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi
Mantap kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan
setiap tahun dari 38,32% tahun 2018 meningkat menjadi 69,08%
di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan di
Kabupaten Serdang Bedagai semakin baik untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sesuai data BPS, Panjang total saluran irigasi di Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2018 sepanjang 542.502 meter yang terdiri
dari Primer sepanjang 98.358 meter (18,13% dari panjang total
saluran irigasi), Sekunder sepanjang 444.144 meter (81,87% dari
panjang total saluran irigasi) dan Tersier sepanjang O meter.

Perkembangan capaian indikator Persentase Panjang Jaringan
Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik kurun waktu 2018-2022
mengalami peningkatan setiap tahun dari 50% tahun 2018
meningkat menjadi 78,93% di tahun 2022.

Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umumd&Penataan Ruang
Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat  ">018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Jalan Kabupaten Dalam
Kondisi Mantap

Persentase Jembatan dalam
kondisi baik

Persentase Saluran Drainase
Dalam Kondisi Baik

Persentase Jaringan Irigasi
Kewenangan Kabupaten Dalam % 50,00 | 69,21 | 70,64 | 75,59 | 78,93
Kondisi Baik

Persentase pengendalian bencana

% 38,32 | 46,53 | 47,76 | 60,98 | 63,69

% 74,22 | 78,91 | 56,00 | 58,33 | 60,16

% 10,57 | 11,10 | 30,00 | 11,52 | 11,69

o,
banjir akibat tanggul jebol %o 10,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00
Persentase Pembangunan sesuai % 0,00 | 89,23 | 75,00 100 98,50
tata ruang
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
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Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat *) *) BB BB BB
Persentase Jaringan Irigasi
Kewenangan Kabupaten Dalam % 50,00 | 69,21 | 70,64 | 75,59 | 78,93

Kondisi Baik

Persentase Saluran Drainase

Dalam Kondisi Baik

Persentase Jalan Kabupaten Dalam

Kondisi Mantap

Persentase peserta yang lulus

pelatihan Jasa Konstruksi

Persentase rekomendasi

pemanfaatan ruang yang % 10 89,23 75 100 | 98,50

diterbitkan

Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Bangunan Gedung

Pemerintah dalam Kondisi Baik

Persentase Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Publik

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Persentase rumah tangga yang

menempati hunian dengan akses % 2,54 3,76 6,05 7,55 | 12,05

air minum perpipaan

Persentase rumah tangga yang

menepati hunian dengan akses air % 63,77 | 63,82 | 64,29 | 67,30 | 79,83

minum layak

Persentase rumah tangga yang

menempati hunian dengan akses

sanitasi (air limbah domestik) layak

dan aman

Persentase Bangunan Gedung

Pemerintah dalam Kondisi Baik

Persentase kecamatan yang

memiliki taman kota

Persentase panjang jalan terpasang % *) .

LPJU

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kab Serdang Bedagai 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Serdang Bedagai 2022

% 10,57 | 11,10 | 30,00 | 11,52 | 11,69

% 38,32 | 46,53 | 47,76 | 60,98 | 63,69

% %) %) %) 0,00 | 0,00

Y% 58,33 | 61,54 70 73,96 75

% %) % | 31,52 | 31,52 | 31,52

% 76,04 | 77,36 | 78,68 | 79,10 | 79,74

% 58,33 | 61,54 70 73,96 | 75,00

% 11,76 | 11,76 | 11,76 | 17,65 | 17,65

15,52 | 20,47 | 21,28

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja
Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang di Kabupaten Serdang
Begadai Tahun 2018-2022 khususnya jalan Kabupaten dalam kondisi
mantab mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan
oleh adanya usaha peningkatan kerjasama dengan Satpol PP dan
Perangkat desa dalam membatasi tonase kendaraan yang melalui
jalan. Selain itu capaian terkait pembangunan sesuai tata ruang

mengalami fluktuatif yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan
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terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai aturan tata
ruang.

Daftar Jaringan Irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021

Panjang Saluran (Meter) Kondisi Jaringan
N | Kecamat | . J:rt]?; Ba\::;un Ba':gunan Saluran
o an Prime | Sekund | Tersi ng an . Uksa Rusa . Rusak | Rusa
v & R Bak | pina k Baik | Ringa k
n ng Berat n Berat
1 Perbaung ) 70,457 i 70.45 285 i 285 i 70.45 i B
an 7 7
2 Pegajaha | 11.72 11.062 ) 22.78 90 90 ) 3 22.78 B B
n 4 6 6
Pantai 25.31 25.31
3 Cermin 734 24.583 - 7 78 - 78 - 7 - -
Tanjung 18.00 60.59 60.59
4| Beringin o | 4259 - 8 16 - - 16 5 - -
Dolok 10.20 65.31 65.31
5 Masihul 0 55.114 - 4 149 - - 149 4 - -
Bandar 35.85 35.85
6 Khalifah 3.500 | 32.350 - 0 12 - 12 - - 0 -
Bintang 13.20 13.20
7 Bayu - 13.200 - 0 1 1 - - 0 - -
8 | Serbajadi | 5000 | 13788 18578 4 : 42 i 18578 i .
9 | Kotarih 1.000 6.000 - 7.000 2 - - 2 7.000 - -
| siinda | 3700 | 23800 2150 | g : 6 : Lo aEse
0 0 0
Teluk
Mengkud | - | 25514 | - 25‘;’51 42 £ i i . i 25"‘51
u
Tebing
1| syahban | 7.000 | 22.790 D181 7 i i .
2 0 0
dar
1 | Sei 43.66 43.66
3 | Rampah 8.500 | 35.160 - 0 54 - 54 - - 0 -
1 Tebing 15.50 41.44 4144
4 | Tingg | 25949 - . 45 45 - - - - o
1 Sei 41.27 41.27
5 | Bamban 9.000 | 32279 - 9 43 43 - - - 9 -
; Sipispis | 2500 | 4500 | - | 7.000 1 - - 1 - | 7000 | -
1] Dok o000 | 5000 | - | 7000 | 1 1 . . - 7000 | -
7 | Merawan
98.35 | 444.14 542.5 283.4 192.0 66.96
JUMALH 3 4 - 02 874 229 477 168 60 79 3
Persenta | 18,13 o o o o 26,20 | 54,58 | 19,22 52,25 35,41 12,34
se % 81,87% 0% 100% 100% % % % % % %
Sumber :Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab. Serdang

Bedagai

4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perkembangan capaian kinerja bidang Perumahan dan
Kawasan  Permukiman  tahun  2018-2022  menunjukkan

peningkatan setiap tahun.
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Capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni sejak tahun
2018 mengalami peningkatn dari 90,79% menjadi 92,35% di tahun
2022. Sedangkan Persentase permukiman layak huni juga
mengalami peningkatan dari 43% di tahun 2018 meningkat menjadi
65,45% di tahun 2022.

Capaian Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10
Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani, Berkurangnya jumlah unit
RTLH di kawasan kumuh, Persentase Panjang jalan lingkungan
dalam kondisi baik, dan Berkurangnya jumlah unit RTLH di Luar
Kawasan permukiman kumuh, rata-rata mengalami peningkatan
setiap tahun.

Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman
Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase rumah layak huni % 90,79 | 90,90 | 91,26 | 91,59 | 92,35
Persentase permukiman layak huni % 43,00 | 49,00 | 55,00 | 59,30 | 65,45
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB BB BB BB BB
Penyediaan& rehabilitasi rumah

layak huni bagi korban bencana % *) *) *) 0 0
kab/ kota

Persentase kawasan permukiman

kumuh di bawah 10 Ha di % *) *) *) 68,78 | 69,27

Kabupaten/ Kota yang ditangani
Berkurangnya jumlah unit RTLH

di kawasan kumuh

Persentase Panjang jalan
lingkungan dalam kondisi baik
Persentase Panjang drainase
lingkungan dalam kondisi baik
Berkurangnya jumlah unit RTLH di
Luar Kawasan permukiman % 3,25 3,77 6,69 9,40 | 12,99
kumuh

Persentase perumahan yang sudah
dilengkapi PSU

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase rehabilitasi dan
rekonstruksi yang tertangani
Persentase koordinasi rehabilitasi
dan rekonstruksi yang dilakukan

T

% 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,34 | 0,76

% %) *) | 48,83 | 49,71 | 59,25

% 58,71 | 59,81 | 60,32 | 61,20 | 63,51

% %) %) %) 0 71

% %) %) 100 | 100 | 100

% %) %) 100 | 100 | 100
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Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat *) *) B B BB
Persentase Rumah Masyarakat
Yang Diperbaiki Akibat Bencana
Alam (Sesuai Laporan Kejadian
Bencana)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Serdang Bedagai
2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Serdang Bedagai 2022
Keterangan: *) data tidak tersedia

% %) %) 13 53 | 24,79

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa persentase
rumah layak huni di Kabupaten Serdang Begadai Tahun 2018-2022
mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh adanya kerjasama
masyarakat dan pemerintah dalam membangun rumah yang
memenuhi standart. Hal ini berbeda dengan persentase
permukiman layak huni yang pada Tahun 2018-2022 cenderung

menurun.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Perkembangan capaian kinerja Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun
2018-2022 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian
Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani, Persentase
pelayanan penyelamatan korban kebakaran dan Tingkat
Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian
100%. Sedangkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian 82% di tahun
2022.

Capaian kinerja bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang
Bedagai sebagai berikut:
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Tabel 2. 91 Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Gangguan Trantibum

yang ditangani % 100 100 100 100 100
igii;fiiigﬁiﬁnan penyelamatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
gizsgeeﬁ{tﬁ;g Perda dan Perkada yang % 10 20 20 73 82
Tingkat Penyelesaian K3

(Ketertiban, Ketentraman, % 100 100 100 100 100

Keindahan) di Kabupaten
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat B B B B BB
Persentase Gangguan Trantibum
yang Ditangani

Persentase Perda dan Perkada yang
ditegakan

Persentase pelayanan penyelamatan
korban kebakaran

Waktu tanggap (Response Time)
penanganan kebakaran

Persentase pembentukan relawan
pemadam kebakaran di desa/ % *) *) 0 0 0
kelurahan

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)

% 100 100 100 100 100

Y% 10 20 20 73 82

% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

Persentase Desa Tangguh Bencana % 5 7 0 0 0

Rasio peningkatan kemampuan

tentang kebencanaan di daerah % 3895 | 40.21 | 100 100 100

rawan bencana

Persentase cakupan pelayanan

kesiapsiagaan dan penangangan % 100 100 100 100 100

bencana alam

Tingkat waktu tanggap darurat

(Response Time Rate) kejadian % 100 100 100 100 100

bencana

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Persentase Masyarakat Terdampak

Bencana Yang Diselamatkan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Kab Serdang Bedagai 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Serdang Bedagai 2022

% 100 100 100 100 100

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan capaian kinerja mencapai 100 persen atau nilai
maksimal. Hanya terdapat beberapa indikator yang belum

mencapai nilai maksimal naum mengalami peningkatan signifikan
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yaitu seperti Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan terus
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh koordinasi
dan sinkronisasi perda/ perkada dengan perangkat daerah

pengampu perda/ perkada.

6. SOSIAL

Perkembangan capaian kinerja bidang sosial secara umum
sejak 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian
Angka Kemiskinan mengalami penurunan dari 8,22% di tahun 2018
menurun menjadi 7,82% di tahun 2022. Capaian Persentase
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan,
dan Persentase penyandang disabilitas terlatar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti selama tahun 2018-2022
mengalami peningkatan dimana masing-masing tercapai 19,93%

dan 13,80%.

Tabel 2. 92 Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2018-2022 Kabupaten
Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Angka Kemiskinan % 8,22 7,90 7,97 8,30 7,82
Persentase Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang % 15,00 | 17,00 | 18,50 | 19,93 | 19,93

diberdayakan

Persentase penyandang disabilitas
terlatar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, gelandangan dan pengemis % 6,40 6,40 6,40 | 13,80 | 13,80
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti

Jumlah Bantuan Sosial Ekonomi
Produktif bagi fakir miskin
Jumlah Korban bencana Alam dan
Bencana Sosial yang mendapatkan jiwa *) *) *) 400 400
pemenuhan kebutuhan dasar

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

KPM 0] 0] 0 0 0

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat *) *) CC B BB
Persentase Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang % 15 17 18,50 | 19,93 | 19,93
diberdayakan

Jumlah warga negara migran yang

dibantu proses pemulangan-nya ors 0 0 0 0 0
Persentase penyandang .dlsab111tas % . # 0 152 152
terlantar yang terpenuhi
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Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
kebutuhan dasarnya di luar panti
(Jlh 1315 org)
Persentase anak terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di % *) *) 0] 16,6 16,6

luar panti (Jumlah 162 org)
Persentase lanjut usia terlantar yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar % *) *) 0 9,9 9,9
panti (Jumlah 605 org)

Persentase gelandangan dan
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti
(Jumlah 12 org)

Bantuan social ekonomi produktif
bagi fakir miskin (Jumlah 51.771 KPM 0 0 0 0 0
org)

Jumlah korban bencana alam dan
bencana social yang mendapatkan
pemenuhan kebutuhan dasar (Jumlah
1.792 org)

Sumber : Dinas Sosial, Evaluasi RPJMD Kab Serdang Bedagai 2016-2021

% %) %) 0 16,6 | 16,6

jiwa %) %) 0 400 | 400

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. TENAGA KERJA

Realisasi Indikator Kinerja Utama urusan tenaga kerja, ada
yang tercapai dan ada yang belum tercapai. Capaian indikator
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami
peningkatan dari 3,81% di tahun 2020 meningkat menjadi 72,72%
di tahun 2022. Sedangkan indikator Persentase perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
mengalami penurunan dari 100% di tahun 2020 menurun menjadi
12,11% di tahun 2022. Menurunnya capaian indikator ini
berdampak pada menurunnya perlindungan terhadap pekerja di
Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Persentase tenaga kerja
bersertifikat kompetensi

T

% *) *) 3,81 18,82 | 72,72
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Capaian Kinerja
INDIKATOR Sat

2018 2019 2020 2021 2022
Persentase perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, ® o o
Struktur skala upah, dan - ) ) — 12 L2LL
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
Indikator Kinerja Kunci
(IKK)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Predikat *) *) BB BB B
Persentase tenaga kerja o . .
bersertifikat kompetensi 0 ) ) 3,81 18,82 | 72,72

. 1.075 1.153 807 85 224

Jumlah Tenaga kerja yang
terlatih Org (akum | (akum | (akum | (akum | (akum

1533) | 2686) | 3493) | 3578) | 3802)
Pc.arsentase Tenaga Kerja yang % %) %) 69,82 55 91,29
Ditempatkan
Persentase perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja
yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, o * *
Struktur skala upah, dan % ) ) e 12 LZoLL
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase perselisihan
perusahaan dengan tenaga kerja % 100 100 100 100 100
yang diselesaikan

Sumber :Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro,
Kabupaten Serdang Bedagai

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, keaktifan
perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level
sudah menunjukkan peningkatan diantaranya sudah ada beberapa
figur perempuan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi
peningkatan pembangunan melalui partisipasinya dalam bidang
politik dan pemerintahan.

Sudah ada beberapa kebijakan sebagai upaya untuk
melibatkan perempuan dalam berbagai proses pembangunan
misalnya kebijakan kuota 30 persen bagi caleg perempuan disetiap
dapil dan partai, pelibatan perempuan dalam musrenbang desa,
kecamatan maupun kabupaten. Namun implementasinya
dilapangan masih belum optimal karena berbagai hal, salah
satunya adalah kapasitas perempuan dalam proses pengambilan
keputusan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari capaian

indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga
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Pemerintahan cenderung menurun selama kurun waktu 2018-2022
dimana pada tahun 2018 tercapai sebesar 5,00% menurun menjadi
3,71% di tahun 2022.

Hal ini disebabkan oleh pemikiran bahwa perempuan
sebaiknya di rumah dan mengurus rumah tangga. Selain itu
disebabkan belum optimalnya penerapan kebijakan terhadap
pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten
Serdang Bedagai.

Dalam perencanaan dan penganggaran masih rendah yang
dapat dilihat dari capaian Persentase Perangkat Daerah yang
menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) baru tercapai sebesar 32,60% di tahun 2022. Hal ini berarti
bahwa baru 15 Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG dari 47
Perangkat daerah yang ada.

Selain itu dalam hal perlindungan anak juga masih rendah
yang dapat dilihat dari capaian Persentase Desa Layak Anak yang
terbentuk baru mencapai 18,95%. Hal ini berarti baru 45 desa layak
anak yang terbentuk dari 237 desa yang ada di Kabupaten Serdang
Bedagai. Hal ini perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung
Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA)
dimana pada tahun 2022 sudah tercapai kategori Madya.

Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah

Persentase Perangkat Daerah yang

% 5,00 4,40 3,45 4,47 3,71

o, * *
menerapkan PPRG & ) ) v S
Persentase Desa Prima yang % . ) 1,27 4,52 4,53
terbentuk
Persentase desa layak anak yang % 1,27 1,27 6,33 | 10,29 | 18,95
terbentuk
Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan % *) *) 100 100 100

penanganan pengaduan oleh petugas
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Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Persentase ARG pada Belanja
Langsung APBD
Persentase perempuan korban
kekerasan dan TPPO yang % *) *) 100 100 100
mendapatkan layanan komprehensif
Jumlah Wirausaha Baru Pada Desa
Prima dalam peningkatan ekonomi % *) *) 1 1 1
keluarga
Persentase Perangkat Daerah yang
memanfaatkan data terpilah gender
Persentase Terpenuhinya 5 (lima)
klaster Hak Anak
Persentase anak korban kekerasan
yang ditangani dan mendapatkan % 100 100 100 100 100
layanan komprehensif
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A Kab. Serdang Bedagai
Keterangan : data tidak tersedia

% *) *) 0,07 0,19 0,27

% *) ‘k) *) 'k) 8 ’69

% ‘k) 'k) *) *) 65

3. PANGAN

Capaian indikator Jumlah daerah rawan pangan yang
ditangani selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 5%
tahun 2020 meningkat menjadi 7% di tahun 2022.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan
atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya,
terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun
konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan
mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama
dan cita rasa. Perkembangan pola pangan harapan (PPH)
mengalami penurunan dari 87,30 di tahun 2018 menurun menjadi
81,40 di tahun 2022.

Capaian indikator Ketersediaan Pangan Utama (Energi dan
Protein) mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan
ketersediaan energi disebabkan adanya penurunan produksi
beberapa komoditas pangan. Ketersediaan energi karbohidrat rata-
rata penduduk Serdang Bedagai mengalami penurunan dari 3.914
kkal/kapita/hari tahun 2018 menjadi 3.200 kkal/kapita/hari
tahun 2022 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Namun di
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tahun 2020-2022 trennya menunjukkan peningkatan dari 3.100
kkal/kapita/hari meningkat menjadi 3.200 kkal/kapita/hari.
Peningkatan ini seiring dengan peningkatan produksi beberapa
komoditas pangan dan menurunnya pandemi Covid-19.

Sedangkan angka ketersediaan protein juga mengalami
penurunan dari 90,94 gr/kapita/hari tahun 2018 menurun
menjadi 80,05 gr/kapita/hari tahun 2022. Namun dari tahun 2020-
2022 terjadi peningkatan dari menjadi 79 kkal/kapita/tahun
meningkat menjadi 80,05 gr/kapita/hari. Peningkatan ini seiring
dengan peningkatan produksi pangan.

Untuk ukuran nasional, keadaan ini menggambarkan
ketersedian pangan di Serdang Bedagai sangat aman, mengingat
target nasional untuk ketersediaan energi karbohidrat sebesar
2.400 kkal/kapita/hari dan penyediaan protein 63 gr/kapita/hari.

Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Bidang Pangan Tahun 2018-2022 Kabupaten
Serdang Bedagai Bedagai

Capaian Kinerja
INDIKATOR Sat
2018 | 2019 2020 2021 2022
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Desa rentan atau
. . % 5 0 7
rawan pangan yang ditangani
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor | 87,30 | 88,00 85 89,02 81,4
Persentase pangan yang
memenuhi persyaratan mutu dan % 80 80 100
keamanan pangan berdasarkan
data sampel
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Perlk BB BB BB
Persentase ketersediaan pangan % *) 100 100
Ketersediaan Pangan Utama
kkal/
(Energi) | kap/ | 3.914 | 3.914 3100 3105 3200
hr
(Protein) | 87/K2 | 90,94 | 90,04 79 80 80,05
p/ hr

Penurunan jumlah Desa retan desa 5 0 7
atau Rawan Pangan
Persentase sayuran dan jajanan
dan pengolahan pangan bebas zat % 80 80 85
berbahaya

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan, Evaluasi RPJMD Kab Serdang Bedagai 2018-2022
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4. PERTANAHAN

Perkembangan kinerja indikator Persentase Penanganan
sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi
mengalami peningkatan dari 16,67% tahun 2018 menjadi 46,96%
tahun 2022. Sedangkan Persentase kebutuhan tanah untuk
pembangunan pada tahun 2022 sebesar 86,67 %. Capaian kinerja
jumlah lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten tahun 2022
adalah 267,32 Ha.

Tabel 2. 96 Capaian Kinerja Bidang PertanahanTahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat
2018 | 2019 2020 2021 2022
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah luas tanah yang dimiliki Ha ) _ 5030,67 | 5031,97 | 267,32

pemerintah

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Persentase Penanganan sengketa
tanah Garapan yang dilakukan % 16,67 | 33,33 66,77 100 46,96
melalui mediasi

Persentase pemanfaatan tanah

% %) 0 0
kosong
Persentase kebutuhan tanah untuk % . 20 86,67
pembangunan
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab. Serdang
Bedagai

5. LINGKUNGAN HIDUP

Indeks  Kualitas  Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai
indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan
perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat
digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas
lingkungan hidup dan bahan informasi dalam mendukung proses
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk
menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas udara, dan
(3) Kualitas tutupan lahan. Parameter yang diukur untuk setiap

komponen IKLH dan bobot masing-masing komponen adalah
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30% untuk kualitas air, 30% untuk kualitas udara dan 40%
kualitas tutupan lahan.
Untuk pengklasifikasian peringkat nilai IKLH didasarkan pada

sebaran nilai IKLH dimana klasifikasi ini bersifat dinamis, yaitu:

No Predikat Nilai IPM
1 Sangat Baik IKLH >80
2 Baik 70 < IKLH < 80
3 Cukup Baik 60 < IKLH < 70
4 Kurang Baik 50 < IKLH < 60
5 Sangat Kurang Baik 40 < IKLH> 50
6 Waspada 30 < IKLH> 40

Capaian kinerja indikator Indeks kualitas lingkungan hidup
mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahun dimana
di tahun 2018 sebesar 60,19 menurun menjadi 57,53 di tahun 2021
dengan predikat IKLH “Kurang Baik”. Pada tahun 2022 mengalami
peningkatan menjadi 60,90 dengan predikat IKLH “Cukup Baik”.

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami
penurunan dan berfluktuatif. Pada tahun 2018 tercapai sebesar
5,09 dan terjadi peningkatan selama tahun 2019-2021 dengan
capaian 80 dan di tahun 2022 menurun kembali menjadi 58,89. Hal
ini menunjukkan kualitas air di Kabupaten Serdang Bedagai
semakin kurang baik.

Selama tahun 2018-2021, Capaian kinerja indikator Indeks
Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan dari 82% menurun
menjadi 80,50 dan di tahun 2022 meningkat kembali menjadi 83.
Hal ini menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Serdang Bedagai
semakin baik.

Penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) menjadi
salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang
murah dan mudah untuk dilakukan, selain itu, penerapan 3R ini
juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari.
Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan

sampah, Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih

IMI-178

. A



https://www.kompasiana.com/tag/3r
https://www.kompasiana.com/tag/reduce
https://www.kompasiana.com/tag/reuse
https://www.kompasiana.com/tag/recycle

Pemerintah
Kabupate

n Serdang Bedagai

dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya
dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah
menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Indeks tutupan lahan mengalami setiap tahun dari 23,19 di
tahun 2018 meningkat menjadi 23,47 di tahun 2022.

Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-
2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja

2018 | 2019 | 2020 2021 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) % 60,19 | 62,59 | 58,31 57,53 60,90
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Lingkungan hidup

Restribusi pelayanan persampahan/
kebersihan, restribusi penyediaan

poin 60,00 | 65,53 | 71,90 | 71,48 | 80,95

0, * * * 7 47
dan/atau penyedotan kakus dan o ) ) ) 52,08 0,
restribusi pemakaian laboratorium
Penurunan Emisi GRK % *) *) *) *) *)
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat B B B B BB
Dokumen Perencanaan Pengelolaan LH Dok *) *) 1 1 1
Indeks kualitas air (IKA) Poin 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 58,89
Indeks kualitas udara (IKU) Poin 94,55 | 97,71 83,43 80,50 83,00
Indeks Tutupan Lahan % 5,09 23,19 | 23,19 23,45 23,47
Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang

iliki TPS li h B i

memiliki TPS limbah B3 yang sesuai % " " 85,00 | 100,00 | 53,33
dengan peraturan yang berlaku
berdasarkan data hasil monitoring
Persentase Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/ atau kegiatan terhadap % 5 5 " 100 58,33

persetujuan lingkungan, persetujuan
teknis dan SLO yang diterbitkan
Persentase Lembaga Pendidikan
kewenangan kabupaten yang mendapat % *) *) 18,50 18,50 23,93
predikat adiwiyata

Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup

Yang Diberikan 0 0 0 0 0
Persentase Penanganan pengaduan y 100 100 70 100 100
lingkungan hidup yang selesai ditangani ’
P i 1 i wilayah

ersentase timbulan sampah di wilaya % 3048 | 2970 | 12,76 | 12,51 23.56

kab/kota yang ditangani
Sumber :Dinas Lngkungan Hidup, Evaluasi RPJMD Kab Serdang Bedagai 2018-2022

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Perkembangan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
mengalami peningkatan dari 65,14 di tahun 2018 meningkat

menjadi 87,94 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan semakin
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membaiknya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten
Serdang Bedagai.

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan mengalami
peningkatan selama tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari
88,33% meningkat menjadi 97,15% di tahun 2022. yang
dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan
sehingga masyarakat dapat tertangani dengan baik.

Persentase penerbitan KTP-el mengalami perkembangan yang
berfluktuatif dari 95% di tahun 2018 meningkat menjadi 101,47%
di tahun 2021, namun menurun di tahun 2022 menjadi 98,66%.

Persentase penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun
perkembangannya berfluktuatif dari 78% di tahun 2018 meningkat
di tahun 2021 menjadi 96,58% dan menurun kembali di tahun 2022
menjadi 90,90%.

Persentase penerbitan kartu keluarga mengalami peningkatan
dari 92% meningkat menjadi 100% di tahun 2022. Sedangkan
persentase penerbitan KIA mengalami peningkatan dengan capaian
34,71% di tahun 2022.

Kartu Identitas Anak (KIA), yang mulai digagas sejak tahun
2016, merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang
berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan
oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Bertujuan untuk
meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA
juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan
perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara
Indonesia. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia anak O - 5 tahun
dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Manfaat memiliki KIA,
di antaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan
mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas
ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku

untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.
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Tabel 2. 98 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase kepemilikan
dokumen kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Pelayanan Adminduk

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

% 88,33 | 94,41 | 9541 91,98 | 97,15

poin 65,14 | 85,24 | 82,01 84,09 | 87,94

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB *) BB B BB
Persentase penerbitan KTP-el % 95,00 100 90,00 | 101,47 | 98,66
Persentase penerbitan kartu % 92,00 | 96,18 | 100,00 | 111,41 100
keluarga

Persentase penerbitan kartu

() *
identitas anak (KIA) %o ) 17,54 | 20,48 32,56 | 34,71
Persentase penerbitan Akte
Kelahiran anak usia 0-18 % 78,00 | 86,44 | 84,84 96,58 | 90,90
tahun
Persentase kepemilikan akta
kematian dari peristiwa kematian % *) *) 100 46,37 | 67,84

yvang dilaporkan

Persentase kepemilikan akta
perkawinan pada semua pasangan % *) *) 100 42,57 | 47,83
yang perkawinannya dilaporkan
Persentase kepemilikan akta
perceraian pada semua individu % *) *) 100 100 100
yang perceraiannya dilaporkan
Persentase Perangkat Daerah yang
telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan % *) *) 0 0 40
perjanjian Kerjasama (jumlah PD
wajib 10 Perangkat Daerah)
Penyajian data kependudukan

skala kabupaten dalam 1 tahun dok 2 2 2 2 2

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Serdang Bedagai

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jumlah Desa Cepat Berkembang meningkat dari 1 desa tahun
2016 menjadi 28 desa yang merupakan akumulasi sampai dengan
tahun 2019. Pada tahun 2020 tercapai 9 desa sehingga akumulasi
sampai dengan tahun 2020 sebanyak 37 desa. Sedangkan di tahun
2021 tidak ada penambahan Desa cepat berkembang.

Persentase pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang
memiliki kapasitas memahami tugas pokok dan fungsi juga
mengalami peningkatan dari 59% di tahun 2017 menjadi 70% di

tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 65%.
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Persentase desa yang memiliki BUMDes terus mengalami
peningkatan dari 30% tahun 2017 menjadi 45,99% tahun 2020.
Pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan hanya tercapai
sebesar 45,99%.

Tabel 2. 99 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2022 Kbaupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja

INDIKATOR Sat
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

(1) (2) (3) (4) () () (7)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Desa Mandiri desa 1 4
Persentase aparatur pemerintahan desa
yang memiliki kompetensi dalam tata
kelola pemerintahan desa dan Penataan % 60 65 70 65 67
Desa
Persentase lembaga
kemasyarakatan desa (LKMD/LPM % 62 63

dan PKK) yang aktif
Jumlah Kawasan Kerjasama
Perdesaan yang terbentuk

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat B BB

Persentase kelembagaan desa yang
ditata sesuai standar (peta wilayah desa,
struktur organisasi pemerintahan desa, ®

penamaan dan kode desa, peraturan s £ &0 20 =k SRR
desa tentang kewenangan desa dan
kantor desa)

Panjang jalan desa strategis yang

kawasan 0 2

dibangun Km 0 0
Persentasg desa yang tertata % %) 90
dengan baik
Jumlah Kawasan Kerjasama

kawasan 0 2

Perdesaan yang terbentuk
Persentase aparatur pemerintahan desa
yang memiliki kompetensi dalam tata % 60 62
kelola pemerintahan desa
Persentase lembaga
kemasyarakatan desa (LKMD/LPM Y% 62 63
dan PKK) yang aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab Serdang Bedagai

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Selama tahun 2021 perkembangan yang menurun namun
sudah mengalami peningkatan kembali pasca penanganan
pandemi.
Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang

akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa
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reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas
pada saat TFR dihitung.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total
(TFR) yaitu tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan,
tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat
urbanisasi. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah
ketika pendapatan seseorang mnaik akan semakin besar
pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Tingkat Penurunan Total Fertility Rate (TFR) mengalami
penurunan dari 2,90% pada tahun 2018 menurun menjadi 2,69%
di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan
fertilitas atau jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh
seorang perempuan.

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta
KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan
obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan
usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan yang cukup
kecil dari 73,90% pada tahun 2018 menjadi 73,29% di tahun 2019.
Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 73,50% dan kembali
menurun hingga tahun 2022 menjadi 67,19%. Hal ini disebabkan
oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjadi akseptor KB
sehingga perlu dilakukan peningkatan Cakupan peserta KB aktif
mengalami penurunan dari 73,90% pada tahun 2018 menurun
menjadi 67% di tahun 2022. Hal ini seiring dengan menurunnya
capain jumlah kesetaraan ber KB dari 105.292 akseptor di tahun
2021 menjadi 91.250 akseptor di tahun 2022.

Bina Keluarga Balita (BKB) menurut Pedoman Pembinaan
Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006, Bina Keluarga Balita
adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan
tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan

kelompok umur.
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Dalam upaya pencegahan stunting, selain program Keluarga
Berencana (KB), program lainnya yaitu kelompok Bina Keluarga

Balita atau BKB.

Tabel 2. 100 Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
INDIKATOR Sat

2018 | 2019 | 2020 2021 2022
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Penurunan Total Fertility o
Rate (TFR) Z 2,90 2,73 0,00 2,87 2,69
Cakupan Peserta KB Aktif % 73,90 | 73,29 | 73,50 74,40 67,00
Cakupan kelompok kegiatan yang
melakukan pembinaan keluarga % *) *) *) 54,00 100
melalui 8 fungsi keluarga
Indikator Kinerja Kunci
(IKK)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Predikat BB BB BB BB BB
Tersedianya dokumen " .
kependudukan eleis ) ) 1 1 1
Jumlah kesertaan ber KB Akseptor | 91554 | 86033 | 89390 | 105292 | 91.250
Jumlah Keluarga Sejahtera KK *) *) *) 145056 | 28.560

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kab Serdang Bedagai

9. PERHUBUNGAN

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Perhubungan
selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang
semakin menurun. Persentase penurunan kecelakaan mengalami
peningkatn menjadi 16,69% di tahun 2021 yang didukung oleh
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai sudah
melakukan tugas secara maksimal dengan melaksanakan
pengamanan arus lalu lintas di setiap titik rawan kecelakaan seperti
lokasi Kantor Bupati, lokasi Kantor DPRD dan Kejaksaan, simpang
Kp. Pon, simpang Bedagai, lokasi sekolah Teladan dan Diknas,
simpang Matapao, daerah Bengkel, simpang melati, Simpang Tiga.

Persentase fasilitas prasarana LLAJ dalam kondisi baik
mengalami penurunan yang sangat signifikatan dari 28,57% di

tahun 2017 menurun menjadi 0,00% di tahun 2021.
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Begitu juga Persentase angkutan umum yang laik jalan
mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 77,97% di tahun
2019 menjadi 645% di tahun 2021.

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2018-2022
Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indeks Kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan Publik Sektor Poin 16,69 100
Transfortasi

Kinerja lalu lintas kabupaten % 3,63 1,25
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat B B
Petrsgntase angkutan umum yang % 645 70,11
laik jalan

Persentase fasilitas sarana dan
prasarana jalan yang tersedia

Sumber: Dinas Perhubungan, Kab Serdang Bedagai

% *) | 50,00

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Secara umum capaian target kinerja bidang Komunikasi dan
Informatika masih sangat rendah walaupun trennya meningkat
setiap tahun. Hal ini perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung
Sistem Pemerintahan Secara Elektronik (SPBE). Peningkatan
kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih
sangat rendah dima na capaian persentase peningkatan kualitas
layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2022
hanya tercapai 7%. Begitu juga Persentase desa/kel yang memiliki
akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah
baru tercapai 1% di tahun 2022.

Capaian Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan
secara online dan terintegrasi baru tercapai 26%. Sedangkan
capaian persentase perangkat daerah yang mengimplementasi/
replikasi inovasi yang mendukung penyelenggaraan SPBE baru

tercapai 47%.
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Tabel 2. 102 Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun
2018-2022 Kabupaten Serdang Bedagai

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase peningkatan kualitas

layanan Teknologi Informasi dan % *) *) 2 5 7
Komunikasi

Persentase OPD yang memiliki akses

internet dan terhubungan dengan % *) *) 100 100 100

jaringan intra pemerintah
Persentase desa/kel yang memiliki
akses internet dan terhubung dengan % *) *) 0,41 0,41 1
jaringan intra pemerintah
Persentase perangkat daerah yang
mengimplementasi/ replikasi inovasi % %) %) 45 45 47
yang mendukung penyelenggaraan
SPBE

Persentase Layanan Publik yang
diselenggarakan secara online dan % *) *) 23 25 26
terintegrasi

Persentase ASN Kominfo yang memiliki
sertifikasi kompetensi TIK yang % *) *) 25 25 35
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
Persentase penyebaran informasi
pembangunan melalui media massa % *) *) *) 16 100
dan pemangku kepentingan
Persentase konten informasi terkait
program dan kebijakan pemerintah
daerah, termasuk program prioritas
nasional yang termasuk isu strategis
Pemerintah daerah (tema : protokol
kesehatan, vaksin, stunting) yang di
diseminasikan sesuai strategi
komunikasi

Persentase mitra strategis Pemda
(media komunitas seperti KIM dll)
termasuk media lokal yan « % %

melaksanakan disemirfasiginformasi % ) ) ) 15 16
kebijakan dan Program Prioritas
Nasional dan Prioritas Daerah.
Persentase tingkat kepuasan
masyarakat terhadap akses dan % *) *) *) 70,0 | 94,0
kualitas konten informasi publik
Pemerintah daerah

Persentase informasi publik yang
disediakan dan diumumkan oleh Dinas
Kab/Kota sesuai dengan UU No. 14 % *) *) 10 66 69
Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat *) *) B B BB

Meningkatnya layanan serta akses
informasi bagi masyarakat
Persentase organisasi perangkat daerah
(OPD) yang terhubung dengan akses
internet yang disediakan oleh dinas
kominfo

Persentase layanan publik yang
diselenggarakan secara online dan % *) ) 23 25 26
terintegrasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kab Serdang Bedagai

% %) #) #) 20 18

% %) #) 100 | 100 | 100

% *) *) 100 100 100
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11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah yaitu Jumlah wirausaha baru dengan
perkembangan yang sudah baik dengan capaian sebesar 238 orang
di tahun 2018 meningkat menjadi 755 orang di tahun 2019 dan
pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.372 orang dan 181 orang di
tahun 2022. Secara akumulasi jumlah wirausaha baru dari tahun
2018-2022 sebanyak 3.670 orang. Capaian Persentase
Meningkatnya koperasi yang berkualitas selama tahun 2018-2022
mencapai 6 koperasi dan jumlah koperasi modern sebanyak 5

koperasi.

Tabel 2. 103 Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018-2022

Capaian Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

INDIKATOR Sat

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Persentase Meningkatnya koperasi

0,
yang berkualitas % 1 1 1 1 2
Terbangunnya Koperasi Modern Koperasi 1 1 1 1 1
Jumlah wirausaha baru orang 238 755 2372 124 181
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Persentase pemeriksaan dan
pengawasan yang dilakukan untuk % 9,8 6,6 10,15 | 9,72 8,54
koperasi
Persentase usaha simpan pinjam
oleh koperasi yang dinilai % 9,8 6,6 10,15 | 9,72 8,54
kesehatannya untuk koperasi
Persentase Koperasi yang
mengikuti pendidikan dan latihan % 19,61 | 32,26 | 23,19 | 22,22 | 15,86
perkeporasian
Persentase jumlah anggota
koperasi yang telah mengikuti % 0,41 0,68 0.5 0,54 | 048

pelatihan perkoperasian untuk
koperasi

Persentase koperasi yang
diberikan dukungan fasilitasi
pendampingan 